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MOTTO 

 

كَةٌ غِلََظٌ  ىِٕ
ٰۤ
هَا مَلٓ يَػُّهَا الَّذِيْنَ آمَنػُوْا قػُواْا انَػْفُسَكُمْ وَاىَْلِيْكُمْ نََراً وَّقػُوْدُىَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ عَلَيػْ يٰآ

َ مَاا امَََ ىُمْ وَيػَفَْ لُوْفَ مَا يػُْ مَُ وْفَ    ِ َ ادٌ  َّ يػَْ ُ وْفَ اآّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 

yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan‖ 

(QS. At. Tahrim (66): 6)
1
 

 خيركم خياركم  ىلو وانَ خيركم  ىلي

―Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku 

adalah yang terbaik diantara kalian terhadap keluargaku” 

 (H.R. at-Tirmidzi dan ad-Darimi)
2 

 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 

‘Ali-Art (J-ART), 2005), 561. 
2
 al-Qari ‘Ali ibn Sultan Muhammad, Mirqat al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih, vol. 

IV (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2012), 361. 
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ABSTRAK 

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM  DI INDONESIA: 

ANALISIS PRODUK HUKUM MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-

HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN 

 

Anwar Fauzi 

NIM. 21913017 

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, mempunyai 

fungsi mengatur ketika terjadi kekosongan hukum. Dalam kontek pemenuhan hak-hak 

istri dan anak pasca perceraian, mahkamah Agung telah membuat kebijakan dalam 

bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum  dan beberapa Surat Edaran Mahkamah 

Agung sejak tahun 2011 hingga sekarang, guna menghilangkan hambatan-hambatan 

bagi kaum istri dan anak dalam memperoleh akses keadilan dan diskriminasi dalam 

sistem peradilan. Mengingat istri dan anak tergolong sebagai kelompok rentan yang 

harus dilindungi oleh negara.  Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran 

secara komprehensif perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia 

melalui Produk hukum Mahkamah Agung dan membandingkannya dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan 

(library research), dengan pendekatan normatif analitis. Adapun hasil penelitian ini 

yaitu pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia sudah ada sejak abad ke 16 dan 17 

M dalam bentuk kodefikasi dan pelembagaan hukum Islam melalui titah raja dan terus 

berkembang hingga sekarang. Hak-hak istri dan anak pasca perceraian berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur secara jelas. Namun hak-hak 

istri dan anak tersebut tidak mudah didapat oleh mereka, sehingga istri dan anak 

semakin menderita dan terlantar akibat perceraian. Adapun perbandingan pembaruan 

hukum keluarga Islam dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum 

Mahkamah Agung, maka  Produk hukum Mahkamah Agung lebih lebih komprehensif 

dalam memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan 

dan anak berhadapan dengan hukum. Produk hukum Mahkamah Agung memuat 

prinsip-prinsip dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan dan Konvensi Hak-Hak Anak, sehingga asas penghargaan atas harkat dan 

martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, menjadi poin utama 

dalam pemeriksaan perkara perempuan dan anak. Meskipun demikian, peraturan 

perundang-undangan tetap menjadi hukum  materil, dalam memberikan hak-hak istri 

dan anak pasca percerain.  

Kata Kunci: Pembaruan Hukum Keluarga, Hak-Hak Istri dan Anak Pasca 

Perceraian, Mahkamah Agung 
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ABSTRACT 

THE REFORM OF THE LAWS ON ISLAMIC FAMILY IN INDONESIA: 

ANALYSIS OF THE LEGAL PRODUCT OF SUPREME COURT 

REGARDING THE RIGHTS OF WIVES AND CHILDREN IN POST-

DIVORCE 

 

Anwar Fauzi 

NIM. 21913017 

 

As an institution of judicial power, the Supreme Court has a regulatory function 

when a legal vacuum occurs. In the context of fulfilling the rights of wives and children 

in post-divorce, this institution has made policies in the form of Regulation of Supreme 

Court Number 3 of 2017 concerning the Guidelines for Trying Wives' Cases in Conflict 

with the Law and several Supreme Court Circular Letters (SEMA) from 2011 until 

present to eliminate any obstacles for wives and children in obtaining the access to 

justice and free from discrimination in the justice system. It is by considering that wives 

and children are the vulnerable group that must be protected by the state. This research 

aims to provide a comprehensive overview of the development of Islamic family laws 

reform in Indonesia through Supreme Court legal products and compare them with 

existing laws and regulations. This is a library research with an analytical normative 

approach. The results of this research showed that reform of Islamic family laws in 

Indonesia has existed since the 16
th

and 17
th

centuries AD in the form of codification and 

institutionalization of Islamic law through royal decrees and continues to develop until 

today. The rights of wives and children in post-divorce are clearly regulated under 

Indonesian laws and regulations. However, it is not something simple for the wives and 

children to obtain their rights, making them more suffering and neglected due to 

divorce. Comparing the reform of Islamic family law in statutory regulations and 

Supreme Court legal products, the Supreme Court's legal products are more 

comprehensive in providing technical guidance for judges in adjudicating cases of 

women and children in conflict with the law. The Supreme Court's legal products 

contain the principles in the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discriminations Againts Women and Convention on the Rights of the Child, so that the 

principle of respect for human dignity, the principle of non-discrimination, and the 

principle of gender equality become the main points in the examination of women's and 

children's cases. However, statutory regulations still remain material law in providing 

the rights of wives and children in post-divorce. 

 

Keywords: Renewal of Family Laws, Rights of Wives and Children in Post-

Divorce, Supreme Court  
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KATA PENGANTAR 
 

 

 

نُوُ وَنَسْتػَغْفِ هُُ وَنػَُ وْذُ بِِلِله مِنْ ُ ُ وْرِ أنَػْفُسِنَا وَسَيػّئَاتِ  إِفّ الْْمََْ  اَِِّ نََْمَُ هُ وَنَسْتَِ يػْ

أعَْمَالنَِا مَنْ يػَهِْ هِ اللهُ فَلََ مُضِلّ لوَُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََىَادِيَ لوَُ أَْ هَُ  أَفْ  َ إلِوَ إِ ّ 

الَلهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عَلى سيّ نَ مَُُمٍّ  وَعَلى   اللهُ وَأَْ هَُ  أَفّ مَُُمًّ ا عَبُْ هُ وَرَسُوْلوُ

 .آلوِِ وأَِصْحَابوِِ وَمَنْ تبََِ هُمْ بِِِحْسَافٍ إِلََ يػَوِْـ الّ يْن
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan 

dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu makna 

dari negara hukum adalah seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan 

bernegara berdasarkan pada ketentuan hukum, hukum sebagai panglima 

dan sekaligus sebagai rambu pembatas dalam dalam setiap tindakan 

pemerintah dan rakyatnya dalam mengelola bangsa dan negara.
1
 Dalam 

negara hukum menurut Indonesia Legal Rountable terdapat lima prinsip 

dan indikator, yaitu: pertama, pemerintahan berdasarkan hukum. Kedua, 

independensi kekuasaan kehakiman. Ketiga, penghormatan, pengakuan 

dan perlindungan hak asasi manusia. Keempat, akses terhadap keadilan, 

dengan indikator salah satunya peradilan yang mudah, cepat dan biaya 

ringan. Kelima, peraturan yang terbuka dan jelas.
 2
 

Sebagai mana diuraikan diatas, salah satu prinsip penting negara 

hukum adalah adanya jaminan penyelenggaralan kekuasaan kehakiman 

                                                             
1
Janpatar Simamora, ―Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,‖ Jurnal Dinamika Hukum 14, Nomor 3 (15 

September 2014): 556, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318. 
2
 Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 (Jakarta Selatan: Tim Indonesian Legal 

Rountable, 2013), 8–9. 
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yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.
3
 

Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi.
4
 Kekuasaan yang merdeka dimaknai sebagai 

kekuasaan yang independen dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lain 

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.
5
  

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Indonesia dan pengadilan negara tertinggi dari badan 

peradilan yang berada dibawahnya, berwenang untuk mengadili pada 

tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain yang 

diberikan oleh undang-undang.
6
 Selain kewenangan tersebut dalam Pasal 

79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

dinyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk 

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 

                                                             
3
 Lihat ketentuan umum dalam penjelasan ―Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman,‖ Pub. L. Nomor LN. 2009/ Nomor 157, TLN NOMOR 5076, 48 

(2009). 
4
 Lihat pasal 24 ayat  (2) Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, XIX (Jakarta: Sekertaris 

Jenderal MPR RI, 2020), 147. 
5
 Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, ―Peranan Mahkamah Agung dalam 

Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,‖ NOMMENSEN JOURNAL OF 

LEGAL OPINION 2, Nomor 02 (30 Juli 2021): 204–5, https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388.  
6
 Lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup 

diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.
7
  

Kewenangan  mengatur tersebut dapat dilakukan Mahkamah 

Agung apabila dalam jalannya peradilan terdapat  kekurangan atau 

kekosongan hukum, sehingga Mahkamah Agung  berwenang membuat 

peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan 

hukum tersebut. Menurut Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan 

kewenangan mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung hanya terbatas 

pada pembentukan hukum formal atau hukum acara selama undang-

undang belum mengaturnya.
8
 Kewenangan membuat peraturan tersebut, 

telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), 

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Kesemua 

peraturan tersebut, menurut Hatta Ali dimaksudkan untuk memperjelas 

dan memberikan pedoman yang pasti dalam menjalankan kekuasaan 

kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di 

bawahnya.
9
 

Dalam kontek pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, 

mahkamah Agung telah membuat kebijak dalam bentuk Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 

                                                             
7
 Lihat penjelsan Pasal 79 ―Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung,‖ Pub. L. Nomor LN. 1985/ Nomor 73, TLN. Nomor 3316, 14 (1985). 
8
 Naibaho dan Hasibuan, ―Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan 

Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,‖ 212. 
9
 Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 

2012-30 April 2020, I (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020).iv. 
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Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum  dan bebera Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) sejak tahun 2011 hingga sekarang.
10

 Regulasi-

regulasi tersebut lahir atas dasar menghilangkan hambatan-hambatan bagi 

kaum istri dan anak dalam memperoleh akses keadilan dan membebaskan 

meraka dari diskriminasi dalam sistem peradilan.
11

 Masih banyaknya 

putusan pengadilan yang tidak mengakomodir hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian, utamanya dalam perkara cerai gugat, dimana istri dianggap 

nusyus sehingga terhalang untuk menuntut hak-haknya pasca perceraian 

dan diperparah lagi hakim tidak tidak menggunakan kewenangannya 

secara ex-officio untuk memberikan hukuman kepada suami (laki-laki) 

untuk memberikan hak-hak istri dan anaknya pasca perceraian.
12

 

 Berdasarkan data yang dipaparkan Australia Indonesia Partnership 

For Justice 2 (AIPJ2) pada tahun 2018 sekitar 462.841 perkara cerai di 

terima oleh pengadilan di Indonesia. Dari jumlah tersebut  447.417  

diterima oleh Pengadilan Agama dan 15.424 di terima oleh Pengadilan 

umum. Dari putusan perceraian tersebut hanya 1% di Pengadilan Agama 

dan 2% di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan pemberian 

nafkah anak. Selain itu juga terkait nafkah istri hanya 1% putusan perkara 

cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum yang terdapat 

permohonan pemberian nafkah istri, begitupun juga terkait pembagian 

                                                             
10

 Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 

2012-30 April 2020, 2011. 
11

 Mul Irawan, Zulfia Hanum Alfi Syahr, Dan Sri Gilang, Perlindungan Hak Perempuan 

Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama, 1 Ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2. 
12

 Siti Musawwamah dan Eka Susylawati, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung 

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan 

Agama (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 1–2. 
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harta bersama kurang dari 1% perkara cerai di Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Umum terdapat permohonan terkait pembagian harta 

bersama.
13

 Hal ini selaras, dengan data resmi Ditjen Badan Peradilan 

Agama Mahkamah Agung Tahun 2020, prosentase putusan Pengadilan 

Agama yang memuat tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak 

masih kecil yaitu sekitar 2,73 % atau sejumlah 13.081 Putusan dari total 

putusan perkara perceraian selama tahun 2020 sejumlah 478.381 perkara.
14

  

Padahal secara normatif, baik hukum positif dan hukum Islam di 

Indonesia  telah memberikan jaminan dan perlindungan tentang adanya 

hak-hak istri dan anak yang harus dipenuhi suami pasca terjadinya 

perceraian. Misalnya saja dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa akibat putusnya 

perkawinan akibat perceraia baik bapak atau ibu tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik 

bagi anak, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak dan pengadilan dapat mewajibkan 

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
15

    

Begitupun juga ditegaskan dalam pasal 149 dan pasal 156 Intruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana 

                                                             
13

 Dialog Yudisial Mahkamah Agung RI dan FCFCOA, Perlindungan Hak-Hak 

Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian, Jakarta 27-28 Juli 2022. 
14

 Abdurrahman Rahim, ―Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak 

Perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI 

Jakarta)‖ (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), 3. 
15

 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (Pustaka Buana, 2014), 445–46. 
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bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib 

memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istrinya, memberikan 

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam „„iddah, 

kecuali  bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz, mendapatkan 

mahar yang masih terhutang, memberikan biaya hadhanah dan nafkah 

anak sampai mencapai dewasa dan dapat mengurs dirinya sendiri (21 

tahun) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia dan anak yang yang 

sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah 

atau ibunya.
16

  

Selain dua regulasi tersebut, masih terdapat juga peraturan lainnya 

yang memuat terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian, misalnya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Peraturan Pemerintah  Nomor 

45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai 

Negeri Sipil, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. 

Oleh karena itu, pihak istri dan anak sudah sepatutnya 

mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui 

instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir 

                                                             
16

 Departemen Agama R.I., Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 69–73. 
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untuk melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, 

khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka pasca perceraian. Dan 

lembaga peradilan merupakan salah satu sarana yang efektif untuk 

mewujudkan akses perlindungan atas hak-hak materiel maupun non-

materiel istri dan anak.  

Mengingat permasalahan perkawinan yang berujung pada 

perceraian tidak hanya berdampak pada hak-hak istri saja, tetapi juga 

terhadap hak anak yang secara sosiologis lebih banyak berdekatan dengan 

kaum istri (istri). Pada kenyataannya istri dan anak dalam banyak perkara 

hukum keluarga sering kali menjadi pihak yang inferior dibanding pihak 

laki-laki. Perlindungan kepada anak dilakukan untuk menjamin dan 

melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
17

 

Dalam tesis ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait 

pembaruan hukum keluarga Islam di Indoensia, khususnya terkait hak-hak 

perempuan dan anak pasca perceraian. Dengan cara mentelaah secara 

komprehensif pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan prodak-

prodak hukum yang dihasilkannya. Kemudian membandingkan  

pembaruan hukum keluarga Islam tentang hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Produk 

                                                             
17

 Amran Suadi, ―Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak 

Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan,‖ Jurnal Hukum dan Peradilan 7, Nomor 

3 (18 Desember 2018): 355, https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374. 
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hukum Mahkamah Agung dengan menggunakan Convention on the 

Elimination of All Forms of Discriminations Againts Women (CEDAW) 

dan Convention on the Rights of the Child (CRC).  

Hal ini menjadi menarik, mengingat Indonesia telah meratifikasi 

kedua konvensi internasional tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984, pada tanggal 24 Juli 1984 dan Keputuran Presiden Nomor 36 

Tahunn 1990, pada tanggal 5 Oktober 1990. Konsekuensi hukum dari 

ratifikasi kedua hukum internasional tersebut, Indonesia terikat dan tunduk 

pada konvensi internasioanl tersebut dan menjadikannya sebagai bagian 

dari hukum nasional.  Sehingga nantinya akan diperoleh perbandingan 

pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia (hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan 

maupun Produk hukum Mahkamah Agung RI.  

Hal ini menjadi menarik, karena belum banyak peneliti yang 

malakukan menelitian terkait hal tersebut dan Produk hukum Mahkamah 

Agung menjadi norma hukum yang mengikat bagi hakim dalam 

memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan, serta menjadi pembaruan 

hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian terkait Produk-Produk 

hukum Mahkamah Agung lebih banyak kepada peniliati field research 

terkait implementasi Produk hukum tersebut di lingkungan peradilan 

dibawahnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Defi Uswatun 

Hasanah, Rizky Silvia Putri, Siti Musawwamah dan Eka Susylawati.   
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B. Fokus dan Rumusan Masalah  

Mengingat banyaknya Produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah 

Agung, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada 2 (dua) produk hukum 

yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) yang berkaitan tentang hak-hak perempuan dan anak 

pasca perceraian sejak 2017 sampai dengan 2022. Berdasarkan uraian pada 

latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang 

akan di jawab dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana potret pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia? 

2. Bagaimana potret hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam 

peraturan perundang-undang di Indonesia dan Produk hukum 

Mahkamah Agung RI sejak tahun 2017 sampai dengan 2022? 

3. Bagaimana perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam tentang  

hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-

undangan dan Produk hukum Mahkamah Agung? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif pembaruan 

hukum keluarga Islam di Indonesia; 

b. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif terkat hak-hak 

istri dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia dan produk hukum Mahkamah Agung;  
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c. Untuk mengetahui perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam 

terkait hak-hak istri dan anak pasca dalam peraturan perundang-

undangan  dan Produk hukum Mahakamah Agung; 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian 

pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam dunia 

akademik. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi 

salah satu refrensi utama dalam kajian pembaharuan hukum keluarga 

Islam di Indonesia bagi peneliti selanjutnya. 

Selain itu juga, secara praktis penelitian ini dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat (khususnya masyarakat 

pencari keadilan), akademisi dan praktisi hukum terkait 

pembaharuan hukum keluarga Islam (hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian) di Indonesia melalui produk hukum Mahkamah 

Agung; 

b. Penelitian ini dapat mendorong bagi hakim pengadilan agama dan 

pengadilan umum dalam memeriksa dan mengadili perkara 

perkawinan agar memperhatikan ketentuan dalam produk hukum 

yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian; 



11 
 

 

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan serta 

pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam 

memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-

hak istri dan anak akibat perceraian; 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu 

berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan 

berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang 

kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah. Secara keseluruhan 

penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan dalam setiap babnya terdiri dari 

beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN, sebagai kajian pustaka yang di dalamnya 

memuat secara rinci mengenai latar belakang yang mendorong peneliti 

untuk mengaji tema pembaruan hukum keluarga Islam dalam produk 

hukum Mahkamah Agung tentang hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian. Pada bab ini juga mencantumkan rumusan masalah dan 

fokus penelitian, dimana rumusan masalah merupakan rumusan 

pertanyaan penelitian ini yang harus ditemukan hasilnya dalam 

penelitian ini dan fokus pembahasannya merupakan batasan dalam 

penelitian ini yaitu berupa produk hukum Mahkamah Agung dalam 

bentuk PERMA dan SEMA sejak 2017 sampai dengan 2022 yang 

berkaitan dengan hak-hak istri dan anak pasca perceraia.  Selanjutnya 

pada bab ini memuat tujuan dan manfaat penelitian yang akan di 
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berikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, 

maupun untuk seluruh kalangan masyarakat secara umum.  

2. BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN 

TEORI. Memuat uraian mengenai penelitian yang sudah pernah 

dilakukan dengan tema yang sama atau hampir sama dengan 

penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini, guna menyusun dan 

mengkolaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian 

terdahulu serta menunjukkan letak perbedaan mendasar antara kajian 

tesis yang diajukan oleh penulis proposal dengan penelitian terdahulu 

baik dari aspek problem akademik, karangka teori yang digunakan, 

model analisis yang diterapkan dan temuan penelitian. Sehingga akan 

terlihat orisilitas kebaruan, keunikan, kontribusi akadamik, 

sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan tidak adanya duplikasi 

penelitian tesis ini dengan penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga 

dipaparkan terkait landasan teori yang dugunakan sebagai pemandu 

peneliti untuk memecahkan problem akademik dalam penyusunan 

tesis. 

3. BAB III METODE PENELITIAN, yang menggambarkan tentang 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Dalam 

penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau 

library research dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum 

dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
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dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah, baik dalam 

bentuk PERMA dan SEMA sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 

tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. 

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN,  yang memaparkan 

hasil penelitian dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Yang 

berisikan potret pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, potret 

hak-hak istri dan anak pasca perceraian dan perbandingan pembaruan 

hukum keluarga Islam dalam peraturan perundang-undangan dan 

produk hukum Mahkamah Agung, baik dalam bentuk PERMA dan 

SEMA sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 tentang hak-hak istri 

dan anak pasca perceraian. 

5. BAB V PENUTUP, yang berisikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari pertanyaan penelitian. Dan saran-saran yang dirumuskan 

berlandaskan pada hasil simpulan penelitian berupa rekomendasi 

sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian. 
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BAB II  

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU  DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, diperlukan adanya kajian 

penelitian terdahulu guna mengetahui orisinalitas sebuah penelitian yang akan 

peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian 

tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berkaitan dengan 

hak-hak istri dan anak pasca perceraian bukanlah suatu tema yang baru dalam 

penelitian hukum di Indonesia. Banyak yang telah dituliskan pada beberapa 

jurnal maupun penelitian ilmiah lainnya. Umumnya mereka dapat 

dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu:  

1. Kelompok  yang meneliti tentang pembaruan hukum keluarga Islam di 

Indonesia baik dari aspek sejarah, politik, metode dan dampak serta 

tujuannya; 

2. Kelompok yang meneliti tentang pembaruan hukum keluarga Islam di 

Indonesia analisis terhadap produk perundang-undangan, putusan 

pengadilan dan hukum keluarga negara Islam; 

3. Kelompok yang meneliti tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian 

analisis terhadap produk hukum perundang-undangan, putusan 

pengadilan, hukum keluarga Islam di negara-negara muslim, dan 

penerapannya dimasyarakat, 
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Penulis yang tergolong dalam kelompok pertama diantaranya yaitu 

Afif Muamar, yang menulis tentang politik hukum pembaruan hukum keluarga 

Islam di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa politik hukum pembaruan hukum 

keluarga Islam di Indonesia dalam penyusunan UUP tidak bisa lepas dari 

perdebatan antara dua kubu aktivis istri (feminis) dan kubu agamawan 

(moralis) yang disebabkan latar belakang dan kerangka berfikir mereka yang 

berbeda sehingga terjadinya polemik dari masa awal kelahiran UUP (orde 

baru) hingga masa reformasi. Isu yang menjadi perdebatan dalam aturan 

perkawinan pada masa pra kemerdekaan hingga reformasi dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:   

1. Pada masa penjajahan yaitu poligami, pernikahan bawah umur dan talak 

sewenang-wenang. 

2. Masa Orde Baru (UU Nomor 1 tahun 1974): aturan pencatatan 

perkawinan, poligami, pembatasan usia minimal boleh menikah, 

perkawinan antar pemeluk agama, pertunangan, perceraian, dan masalah 

anak.  

3. Masa reformasi terpecah menjadi dua kelompok yaitu: kelompok CLD 

KHI dan kelompok RUU HTPA.
 1

 

Fitriyani, yang menulis tentang aspek-aspek pembaruan hukum Islam 

dalam hukum keluarga di Indonesia.  Dia menjelaskan bahwa pembaruan hukum 

Islam dalam konteks hukum keluarga Indonesia dipandang sebagai amanah 

konstitusi Negara untuk menggantikan produk-produk hukum kolonial 

                                                             
1
Afif Muamar, ―Politik Hukum Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,‖ Inklusif 

2, Nomor 1 (2017): 1–18. 
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Belanda yang masih berlaku dan untuk menggantikan beberapa produk 

hukum yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan perubahan. Pembaruan 

hukum keluarga Islam tersebut meliputi empat kategori, yaitu fikih, fatwa, 

yurisprudensi dan perundang-undangan, baik dari aspek-aspek aspek materil 

dan aspek metodologis.
2
 

Ahmad Rajafi, yang menulis tentang sejarah pembentukan dan 

pembaharuan hukum keluarga Islam di nusantara. Dia menjelaskan bahwa sejarah 

pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Nusantara telah 

mengalami berbagai fase evaluasi dan evolusi, dari mulai penerapan model 

inkulturasi hingga tereduksi dengan model akulturasi. Fase akulturasi 

merupakan fase terlama dan terkuat karena dominasi pembelajaran ilmu-ilmu 

keislaman termasuk hukum keluarga dari satu mazhab fikih asy-syafi‟iyyah. 

Meskipun demikian, para pemikir Islam tetap melakukan kritik dan evaluasi 

atas stagnasi ilmu tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Hazairin dan Hasbi 

Ash Shiddieqy yang memunculkan istilah dan teori hukum Islam yang 

mencirikan ke-Indonesiaan.
3
 

Badruddin dan Aditya Prastian Supriyadi, yang menulis tentang 

dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan 

hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. Dia menjelaskan bahwa 

aktualisasi hukum Islam di Indonesia tidak boleh berhenti, revolusi industri 

                                                             
2
 Fitriyani Fitriyani, ―Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di 

Indonesia,‖ TASAMUH: Jurnal Studi Islam 11, Nomor 2 (2 September 2019): 251–70, 

https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162. 
3
 Ahmad Rajafi, ―Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di 

Nusantara,‖ Aqlam: Journal of Islam and Plurality 2, Nomor 1 (1 Februari 2018): 1–19, 

https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507. 
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4.0 dan pandemi covid-19 menjadi faktor yang telah mempengaruhi dinamika 

sosio-kultural dari segi ekonomi, sosial, budaya, moral, teknologi dan 

lainnya. Aktualisasi hukum Islam telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) yang mengakomodir hukum keluarga, ekonomi, moral dan hukum 

lainnya, dalam rangka merespon dinamika tersebut yang berdasarkan koridor 

al-Qur‘an dan al-Hadis. Selain itu, produk fatwa MUI juga berkontribusi 

sebagai salah dukungan produk politik perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, sehingga terjadi harmonisasi Produk hukum MUI dengan Negara 

dalam merespon isu-isu era kontemporer kedalam suatu aturan yang bersifat 

imperatif.
4
 

Fathul Mu‘in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, dan Susi Nur 

Kholidah, yang menulis tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia 

dalam peningkatan status perempuan. Dia menjelaskan bahwa pembaruan 

hukum keluarga Islam dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam batas-batas 

yang ditetapkan syariat. Metode-metode pembaharuan hukum keluarga Islam 

ada dua yaitu metode konvensional dan metode kontemporer. Tujuan 

pembaruan hukum keluarga Islam salah satunya untuk meningkatkan status 

istri, dalam rangka menjawab tantangan modernitas dan problem hukum yang 

muncul pada era modern.
5
 

                                                             
4
 Badruddin Badruddin dan Aditya Prastian Supriyadi, ―Dinamika Hukum Islam 

Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural 

Era Kontemporer,‖ De Jure: Jurnal Hukum dan Syar‟iah 14, Nomor 1 (29 Juni 2022): 38–55, 

https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512. 
5
 Fathul Mu‘in dkk., ―Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan 

Status Perempuan‖, Legal Studies Journal, Vol. 2, Nomor 1 (2022): 13–29. 
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M. Nur Hasan Latif, yang menulis tentang pembaharuan hukum 

keluarga serta dampaknya terhadap pembatasan usia minimal kawin dan 

peningkatan status wanita. Dia menjelaskan bahwa pembaruan hukum 

keluarga Islam yang dilakukan oleh Turki, Mesir, Pakistan, Indonesia dan 

lain-lain adalah upaya untuk menjawab tantangan yang ada pada era modern, 

karena fikih konvensional dianggap bersifat tekstualis dan belum mampu 

untuk menjawabnya tantangan jaman. Tujuan dari pembaruan hukum 

keluarga Islam adalah untuk unifikasi hukum, pengangkatan status istri dan 

penyesuaian perkembangan zaman. Dalam konteks pembatasan usia minimal 

perkawinan, pelaksanaannya belum bisa maksimal. Hal tersebut disebabkan 

tidak adanya sangsi yang tegas terhadap pelanggar undang-undang dan perlu 

kerjasama berbagai pihak terkait.
6
 

Dan penulis selanjutnya adalah Roykhatun Nikmah, yang menulis 

tentang dialektika status wanita dalam pembaharuan hukum keluarga di 

Indonesia. Dia menjelaskan perubahan pasal 7 ayat (1) UUP  memberikan 

dampak besar pada pemenuhan hak-hak anak perempuan dalam pendidikan, 

kesehatan dan persamaan di hadapan hukum. Selain itu dia juga menjelaskan 

aturan poligami Indonesia tidak sepenuhnya dilarang namun pengadilan 

memberikan syarat yang ketat untuk diberikan izin poligami oleh pengadilan. 

dan proses perceraian melalui lembaga peradilan melindungi hak kaum istri 

dari tindakan sewenang-wenang suami yang hendak menjatuhkan talak tanpa 

                                                             
6
 Muhammad Nur Hasan Latief, ―Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya 

Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita,‖ Jurnal Hukum 

Novelty, Vol. 7, Nomor 2 (1 Agustus 2016): 196–209, https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467. 
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sebab yang jelas, selain itu pengadilan dapat memutuskan kewajiban yang 

harus ditanggung suami pasca bercerai.
7
  

Untuk kelompok kedua, penulisnya diantaranya yaitu Rinrin Warisni 

Pribadi, yang menulis tentang pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi 

Peradilan Agama. Dia menjelaskan pembaruan hukum melalui penggunaan 

yurisprudensi oleh hakim dalam memutuskan perkara bisa dilakukan untuk 

kemaslahatan dan pemenuhan rasa keadilan para pencari keadilan 

(justiciabellen). Dan pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi di 

peradilan agama dianggap sebagai sesuatu yang baik, dikarenakan putusan 

hakim (yurisprudensi) merupakan hasil ijtihad yang mempunyai kekuatan 

mengikat.
8
 

Holan Riadi, yang menulis tentang pembaharuan hukum keluarga 

Islam di Indonesia (ditinjau dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974). 

Dia menjelaskan bahwa secara historis peyelesaian sengketa perdata pada 

awal masuknya Islam di Indonesia diselesaikan oleh lembaga tahkim yang 

dipimpin oleh seorang ahli agama. Setelah masyarakat muslim semakin luas 

membentuk masyarakat adat, lembaga peradilan berbentuk ahlu halli wal 

aqdi. Sehingga pada masa kerajaan Islam berdiri di Indonesia, permasalahan 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, wasiat, 

warisan, hibah dan sebagainya diselesaikan oleh lembaga peradilan Swapraja 

atau Peradilan Surambi yang terdapat di Kerajaan Mataram di Yogyakarta, 

                                                             
7
 Roykhatun Nikmah, ―Dialektika Status Wanita dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di 

Indonesia,‖ BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak 5, Nomor 1 (10 Desember 2020): 

41–54, https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.3081. 
8
 Rinrin Warisni Pribadi, ―Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Peradilan 

Agama,” At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS), Vol. 4, Nomor 1, (2019): 41–56. 
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sumber hukum yang digunakan adalah kitab-kitab fikih klasik. Kemudian 

pada masa penjajahan saat VOC menduduki Indonesia hukum Islam masih di 

akui dengan memberlakukan Compendium Freijer. Namun, eksistensi hukum 

Islam sempat terancam saat Indonesia di bawah kekuasaan Pemerintah 

Belanda, dengan memberlakukan undang-undang yang menganut teori 

receptie. Dan pada saat Indonesia merdeka, usaha penyusunan undang-

undang yang mengatur tentang perkawinan Islam mulai digalakkan. Dimulai 

dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1946, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan 

UU Nomor 7 Tahun 1989, yang memberi kewenangan absolut kepada 

Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu. Kemudian 

disempurnakan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
9
 

Ahmad Syafi‘i SJ dan Suad Fikriawan, yang menulis tentang 

pembaruan hukum keluarga Islam: studi kasus hukum waris di Somalia. Dia 

menjelaskan bahwa meskipun keagamaan Somalia menganut mazhab Syâfi‟i, 

namun dalam prakteknya pandangan-pandangan Syâfi‟i tidak sepenuhnya 

mewarnai atau menjadi rujukan dalam pembuatan dan pembaruan hukum, 

khususnya hukum waris. Hukum waris Somalia tampak lebih revolusioner di 

banding negara-negara Islam lainnya. Hal ini karena pembaruan hukum 

Somalia dipengaruhi oleh beberapa tradisi sistem hukum yang berkembang, 

yaitu: anglo saxon, eropha kontinental, hukum Islam, dan hukum adat. Dan 

reformasi materi hukum waris Somalia bersifat extra-doctrinal reform dengan 

                                                             
9
 Holan Riadi, ―Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam 
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mengintrodusir metode siyâsah syar‟iyyah (regulatory) dan ijtihad dengan 

cara reinterpretasi terhadap nas sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan 

kodifikasi menjadi format atau model dari pembaruan hukum yang 

diterapkan. Perubahan materi hukum waris di Somalia bertujuan untuk 

mengangkat derajad kaum wanita dengan jalan memberikan bagian yang 

sama antara laki-laki dengan istri. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip 

revolusi sosialis yang menekankan pada aspek keadilan sosial dan persamaan 

hak asasi manusia.
10

 

Dan penulis selanjutya adalah A. Intan Cahyani, yang menulis tentang 

pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. dia menjelaskan bahwa 

pembaharuan hukum Islam dalam konteks Kompilasi Hukum Islam 

dipandang sebagai amanah konstitusi negara untuk menggantikan produk-

produk hukum kolonial Belanda yang masih berlaku dan untuk menggantikan 

beberapa produk hukum yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. 

Ada empat kategori dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia 

yaitu: fikih, fatwa, yurisprudensi, dan undang-undang. Dan Kompilasi 

Hukum Islam merupakan rumusan fikih ala Indonesia yang dijadikan sebagai 

pedoman dan rujukan umat Islam Indonesia.
11

 

Untuk kelompok ketiga, diantaranya penulisnya yaitu Amran Suadi, 

yang menulis tentang peranan Peradilan Agama dalam melindungi hak istri 
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 Ahmad Syafi‘i SJ dan Suad Fikriawan, ―Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi 

Kasus Hukum Waris di Somalia,‖ Al Syakhsiyyah (Journal of Law and Family Studies) 3, Nomor 2 

(Desember 2021): hlm. 129-158. 
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dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan. Dia 

menjelaskan Peradilan Agama sejak beberapa tahun terakhir telah 

mengupayakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pencari keadilan, 

khususnya bagi kelompok ekonomi lemah dan kaum permpuan yang 

menjalankan peran sebagai kepala keluarga, guna memberikan jaminan 

kehidupan bagi istri dan anak dalam perkara perceraian. Putusan-putusan 

Peradilan Agama dalam perkembangannya telah berupaya memberikan 

perlindungan dalam bentuk pembebanan biaya sebagai akibat perceraian yang 

diajukan suami ke Pengadilan Agama dalam bentuk nafkah „„iddah, mut‟ah, 

nafkah anak, harta bersama, dan sebagainya dengan menghukum suami 

membayarnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkannya di depan Pengadilan. 

Pelaksanaan putusan berupa akibat cerai pasca-perceraian sering tidak dapat 

terealisasi dengan baik disebabkan faktor kurangnya kesadaran suami untuk 

memberikan jaminan kepada istri dan anaknya sehingga diperlukan adanya 

campur tangan instansi lain agar ada daya paksa yang lebih sebagai 

solusinya.
12

 

Mansari dan Moriyanti, yang menulis tentang sensitivitas hakim 

terhadap perlindungan nafkah isteri pasca perceraian. Mereka menjelaskan 

bahwa hakim memiliki sensitivitas perlindungan nafkah „iddah dan madliyah 

pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan dua indikator yaitu 

upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak ex 
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officio dan perealisasian nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan 

menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah „iddah 

maupun nafkah madliyah dalam putusan. Alasan hakim tidak memberikan 

nafkah kepada isteri disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. 

Faktor internal disebabkan istri tidak mengetahui haknya, hanya meminta 

surat cerai, isteri marah berlebihan suaminya, biaya eksekusi mahal, 

anggapan materialistik, isteri ingin hidup bersama bukan uangnya. Faktor 

eksternal yaitu hakim bersifat pasif, biaya eksekusi mahal dan aturan hukum 

tidak memberi kewenangan menggunakan hak ex officio (kewenangan karena 

jabatan) bagi hakim untuk memberikan nafkah madliyah bagi isteri.
13

 

Ramadhita, yang menulis tentang bias gender dalam hukum acara 

perceraian di Indonesia: latar belakang, dampak dan solusinya. Ia 

menjelaskan bahwa terdapat bias gender dalam hukum acara perceraian di 

peradilan agama. Bias gender ini berdampak pada hilangnya perlindungan 

hukum kaitannya dengan kompetensi relatif pengajuan gugatan perceraian. 

Sebagai dampak dari ketentuan bias gender dalam undang-undang peradilan 

agama, seorang istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami 

tidak dapat mengajukan perceraian di tempat domisilinya, jika domisili 

tersebut berbeda wilayah/alamat dengan kediaman bersama. Jika tetap 

mengajukan, maka suami dapat melakukan eksepsi kompetensi relatif dan 

berakibat pada putusan tidak dapat diterima. Sebagai sebuah solusi, hakim 

seyogyanya berpedoman pada asas kebebasan hakim dalam memutus perkara 
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dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dalam 

pemeriksaan kasus perceraian dimana istri meninggalkan kediaman bersama 

tanpa izin suami.
14

 

Nurhayati B dan Mal Al Fahnun, yang menulis tentang hak-hak istri 

menurut persepektif al-Qur‘an. Mereka menjelaskan bahwa Islam begitu 

memuliakan istri dengan melihatnya sebagai mahluk yang utuh, dengan 

martabat agung dengan dimensi yang tak terhingga, tidak terbatas pada 

keindahan tubuhnya, kemolekan parasnya, dan kesupelan pergaulannya. 

Selain itu, istri dalam Islam juga mempunyai tugas-tugas kemanusiaan, 

tanggung jawab pribadi dan sosial sebagaimana tugas laki-laki. Sehingga 

potensi kemanusiaan yang diberikan kepada laki-laki juga diberikan kepada 

istri, sehingga tidak ada perbedaan hak-hak mereka di bidang pendidikan, 

sosial dan lain-lainnya dalam Al-Qur‘an. Dalam Islam istri juga mempunyai 

hak sebagaimana kaum laki-laki dan juga perbedaan yang disebabkan fungsi 

dan tugas utama yang diemban kaum laki-laki. Diantara hak-hak istri itu 

adalah: hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan mahar dan nafkah, 

hak minta cerai apabila telah cukup syarat-syaratnya dan kalau diteruskan 

akan menimbulkan kemudharatan, hak dalam bidang kewarisan dan hak 

materi.
15
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Fathonah K. Daud dan Nurrahman Syarif, yang menulis tentang hak 

cerai istri dalam hukum keluarga Islam Maroko. Mereka menjalaskan bahwa  

negara Maroko mengakui hak istri untuk menceraikan (suaminya) dengan dua 

jalan, yaitu: tatliq li al-syiqaq dan khulu‟. Dari kedua hak menceraikan ini, 

istri Maroko mempunyai kedudukan yang cukup imbang dengan laki-laki 

dalam kemampuan memutuskan ikatan perkawinan. Pasca perceraian, hukum 

keluarga Maroko menetapkan harta bersama jatuh kepada istri, kecuali harta 

tidak bergerak yang atas nama suami. Dengan ketentuan ini, posisi tawar istri 

Maroko dapat dikatakan cukup kuat karena mereka memiliki modal negosiasi 

apakah pernikahan dilanjutan atau tidak. Ini menjadi isyarat bagi para suami 

untuk berprilaku hati-hati kepada istrinya dalam berumah tangga. Secara 

teoretis, hukum keluarga Maroko dapat disebut progresif dalam memberikan 

perlindungan kepada hak-hak istri, termasuk hak-hak anak.
16

 

Nyoto dan kawa-kawan, yang menulis tentang pemenuhan hak anak 

pasca perceraian orang tua di Kabupaten Rejang Lebong. Mereka 

menjelaskan bahwa banyak anak pasca perceraian ikut ibunya, pemenuhan 

atas nafkah anak hanya bersifat sementara dilakukan oleh ayahnya, bahkan 

ada yang tidak memenuhinya. Sehingga kebutuhan atas anak-anak tersebut 

dicukupi dan dipenuhi oleh ibu anak tersebut.  Kewajiban dan tanggung 

jawab orang tua terhadap anak tidak hanya memperhatikan tumbuh 

kembangnya anak saja, tetapi juga kesehatan fisik anak. Sehingga ketika 

terjadi perceraian orang tuanya, seharusnya orang tua memiliki tanggung 
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jawab untuk pengaturan kewajiban terhadap anak pasca perceraian. Mulai 

dari pengaturan hak asuh anak dan nafkah anaknya, sehingga tidak muncul 

masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua.
17

 

Muchammad Hammad, yang menulis tentang hak-hak istri pasca 

perceraian: nafkah „iddah talak dalam hukum keluarga muslim Indonesia, 

Malaysia, dan Yordania. Dia menjelaskan bahwa peraturan mengenai nafkah 

‗iddah talak yang terdapat dalam UU keluarga muslim Malaysia dan 

Yordania lebih menjamin hak-hak istri pasca perceraian dibandingkan dengan 

peraturan yang ada di Indonesia. Ketentuan mengenai nafkah „iddah talak 

pada hukum keluarga muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara 

umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional, 

hanya saja pada kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak 

terdapat dalam fiqih konvensional.
18

 

Syamsul Hilal dan Mulia Harahap, yang menulis tentang '„iddah in the 

View of Islam and Feminists. Mereka menjelaskan bahwa ajaran Islam 

„„iddah dimaksudkan untuk mengetahui status rahim seorang wanita yang 

bercerai, apakah sedang hamil atau tidak, sehingga terhindar dari 

bercampurnya nasab pada anak yang sedang dikandung. Hal ini berbeda 

dengan pandangan kaum feminis yang menganggap bahwa ketentuan tentang 

‟iddah merupakan produk budaya patriarkhi yang memarginalisasikan kaum 

                                                             
17

 Nyoto Nyoto dkk., ―Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,‖ Jurnal 

Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.  11, Nomor 2 (30 

April 2020): 479–500, https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i 2.626. 
18

 Muchammad Hammad, ―Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak 

dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania,‖ Al-Ahwal: Jurnal Hukum 

Keluarga Islam, Vol 7, Nomor 1 (2014): 17-28. 



27 
 

 

wanita, karena hanya berlaku pada kaum wanita, dan tidak pada kaum pria. 

Pandangan kaum feminis ini dilandasi semangat equality before the law yang 

menuntut persamaan hak dan kewajiban di mata hukum. Pandangan kaum 

feminis perlu dikaji ulang karena masalah „iddah tidak serta-merta bermakna 

pengabaian terhadap prinsip persamaan kedudukan antara pria dan wanita, 

mengingat secara kodrati mereka diciptakan dengan karakter tubuh dan 

emosional yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Jika hal 

tersebut dipaksakan akan muncul persoalan baru yang merusak tatanan 

budaya manusia secara universal.
19

 

Khoiruddin Nasution, yang menulis tentang perlindungan terhadap 

anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Dia menjelaskan secara teoritis 

anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam peraturan perundang-

undangan perkawinan di Indonesia. Hak pemeliharaan anak mulai negatif 

ketika masalah dibawa ke pengadilan. Ada tiga pihak yang menjadi sebab 

semakin tidak jelasnya hak pemeliharaan anak, yakni hakim, ibu/istri, dan 

bapak. Hakim tidak memainkan peran secara maksimal dimungkinkan karena 

tingkat kesadaran, dan dalam batas tertentu tingkat kemampuan. Sementara 

Ibu/istri tidak memainkan perannya dalam arti tidak menghadiri sidang proses 

cerai talak atau tidak memasukkan dalam gugutan pada cerai gugat, 

dimungkinkan karena kurang pemahaman terhadap perundang-undangan. 

Adapun bapak tidak memainkan perannya dalam arti tidak menunaikan 

kewajiban membayar nafkah pemeliharaan anak, dimungkinkan karena (1) 
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kurang kesadaran tentang tanggung jawab, atau (2) kurang kemampuan 

ekonomi untuk menjamin hak pemeliharaan anak. Solusi yang mungkin 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ada lima, yaitu: 

1. Ada upaya negara meningkatkan kesadaran hakim agar bekerja 

maksimal, dengan menggunakan lima kata kunci yakni komitmen, 

totalitas, ikhlas, semangat dan penuh senyum. 

2. Perlu sosialisasi peraturan perundang-undangan perkawinan kepada 

masyarakat secara terus menerus dan substansial. 

3. Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu 

menggunakan hak ex officio dalam menyelesaikan kasus perceraian.  

4. Dimungkinkan suami dan istri membuat asuransi pendidikan anak, baik 

atas kesadaran suami dan istri maupun atas perintah negara.  

5. Sangat urgen mengikuti kursus pra nikah dan/atau kursus calon pengantin 

(suscatin) bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga.
20

 

Muhammad Irvan Hidayana, dkk, yang menulis tentang analisis 

yuridis terhadap aspek perlindungan anak pasca perceraian orangtua.  Mereka 

menjelaskan bahwa penyebab perbedaan pemberian hadhanah dikarenakan 

adanya penyerahan anak oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam 

putusan verstek.  Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: anak 

berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya, ayah 
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bertindak sebagai wali jika anak tersebut istri, dan antara orang tua dan anak 

masih saling mewarisi antar sesamanya.
21

 

Deni Kamaludin Yusup and Fahadil Amin Al Hasan, yang menulis 

tentang perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sengketa harta bersama 

dalam kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 

PK/Ag/2019. Mereka menjelaskan dalam perspektif perlindungan anak, 

majelis hakim dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 

PK/Ag/2019 telah melakukan ijtihad progresif dengan melakukan 

rechtsvinding perihal pembagian harta bersama, yaitu dengan menambahkan 

norma aturan yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan jo. Pasal 97 KHI. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, 

seharusnya objek perkara yang telah terbukti sebagai harta bersama, maka 

dapat langsung dibagikan setelah berakhirnya perkawinan antara suami dan 

istri, namun putusan kasasi berpandangan lain terdapat aspek lainnya yang 

belum terpenuhi yaitu aspek terbaik untuk anak. Sehingga proses pembagian 

harta bersama tersebut harus ditunda sampai dengan anak-anaknya dewasa 

atau terdapat jaminan tempat tinggal lainnya. Hal tersebut merupakan 

terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering 

terabaikan. Putusan tersebut merupakan putusan yang memberikan jaminan 
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agar setiap anak memperoleh keadilan secara nyata walaupun anak tersebut 

tidak mengusahakannya.
22

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan 

diatas, terdapat beberapa penelitian yang sama terkait tema besar penelitian 

yaitu pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, hak-hak istri pasca 

perceraian, hak-hak anak pasca orang tuanya bercerai. Akan tetapi terdapat 

perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pertama, 

dari problem akademik yang dimunculkan. Pada dasarnya obyek penelitian 

yang akan penulis teliti yaitu pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia 

yang obyek kajiannya berupa produk hukum Mahkamah Agung dalam bentuk 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian sejak tahun 2017 

sampai dengan 2022. Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu lebih 

terfokus melihat pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dari 

persepektif sejarah, politik, metodenya, dampak dan tujuannya, serta produk 

hukum yang dikaji baik peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 

hukum keluarga Islam Internasional dan implementasinya di masyarakat; 

Kedua, dari model analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu 

cenderung melakukan analisis terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di 

Indonesia dengan pisau analisis undang-undang, KHI, pemikiran tokoh, 

putusan pengadilan, yurisprudensi, fatwa MUI dan implementasi Perma 

Nomor 3 tahun 2017. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan 
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menganalisis tentang pembaruan hukum keluarga Islam dalam produk hukum 

Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan tentang hak-hak istri 

dan anak sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, dengan membandingkannya 

pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam peraturan perundang-

undangan.  

Ketiga, dari sisi variable problem akademik yang peneliti lakukan, 

dimana penelitian-penelitian terdahulu hanya memfokuskan pembaruan 

hukum keluarga Islam di Indonesia dalam satu variable seperti terkait 

masalah status istri, hak-hak istri pasca perceraian dan hak-hak anak pasca 

orang tuanya bercerai. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis 

lakukan menggunakan dua variable sekaligus yaitu terkait hak-hak istri dan 

anak pasca perceraian yang difokuskan pada Produk hukum Mahkamah 

Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran 

mahkamah Agung (SEMA) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. 

B. Landasan Teori 

1. Perceraian 

a. Pengertian Perceraian 

Perceraian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal 

dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami isteri/ 

bercerai yang berarti berpisah, tidak bercampur/ berhubungan/ 
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berhenti berlaki bini.
23

 Kemudian kata cerai mendapat awalan per 

yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi 

perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. 

 Sedangkan dalam Islam, perceraian menurut ahli fikih disebut 

talak atau furqah. Talak diambil dari kata itlāq, yang mengandung arti 

melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah syara‟, talak 

adalah melepas ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan 

perkawinan.
24

 Al-Jaziry mendefiniskan talak sebagai suatu yang 

menghilangkan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata 

tertentu.
 25 

Hal ini selaras dengan pendapat Yayan Sopyan yang 

mendefiniskan perceraian sebagai melepas tali perkawinan dengan 

kata thalaq atau kata yang sepadan artinya dengan thalaq.
26

  

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan 

dengan putusan hakim.
27

 Hal ini selaras dengan pendapat P.N.H. 

Simanjuntak, yang mendefiniskan perceraian sebagai pengakhiran 

suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas 

tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam 

perkawinan.
28
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Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 adalah putusnya perkawinan.
29

 Adapun yang dimaksud dengan 

perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
30

 Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan 

lahir batin yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan 

antara suami istri tersebut.  

Apabilan mencermati ketentuan dalam Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974
31

 dan Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
32

 bahwa perkawinan dapat 

putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. 

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian merupakan salah 

satu penyebab putusan perkawinan. Dan perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus ada cukup alasan 

bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

isteri.
33

 

b. Hukum Perceraian 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari 

perceraian. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal perceraian 
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adalah makruh, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu 

Umar, yaitu: 

 أبغض الْلَؿ عن  الله عزوجل الطلَؽ

Artinya: ―Perkara yang halal yang paling Allah benci adalah 

perceraian” (HR. Abu Dawud).
34

  

 

Selain berdasarkan hadis tersebut, hukum asal dari perceraian 

adalah makruh, karena perkawinan adalah nikmat Allah, dan manusia 

haram untuk mengingkari nikmat Allah tersebut. Sehingga ketika 

terjadi perceraian, maka dia telah mengingkari nikmat Allah dan 

perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa.
35

 

Sementara itu menurut Madzhab Maliki, hukum asal perceraian bukan 

makruh tapi hanya mendekati makruh saja. Hal ini tergantung pada 

kuat atau tidaknya penyebab terjadinya perceraian. Hukumnya 

berubah menjadi haram apabila berat dugaan akan terjadi perzinahan 

dengan perempuan itu sesudah diceraikannya atau dengan perempuan 

lain.
36

 

Terhadap ketentuan talak, para ulama klasik berpendapat 

bahwa hukum terhadap talak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
37
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a. Wajib, jika terjadi permasalahan berat dan tidak ada jalan lain 

selain dilakukan perceraian, bahkan tidak satu orangpun yang 

dapat menangani permasalahan itu; 

b. Haram, jika perceraian yang dialkukan itu didasari atas 

kepentingan duniawi, enimbulkan kerugian/mudharat bagi kedua 

belah pihak; 

c. Sunnah, apabila seorang istri sudah berani mengabaikan atau 

mengesampingkan perintah agama dan Allah, seperti masalah 

syariat atau ibadah. 

Meskipun terjadi perbedaan pendapatan terkait hukum 

perceraian di kalangan para ulama, agama Islam sendiri sangat 

tidak menghendaki terjadinya perceraian dalam sebuah 

perkawinan dapat mencerai beraikan keutuhan rumah tangga dan 

keluarga. Oleh karena itu, Agama Islam telah mengatur 

sedemikian rupa terkait ketentuan perceraian.  

Dan di Indonesia, perceraian pada dasarnya tidak dilarang 

apabila ada alasan-alasan perceraian sesuai dengan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan alasan 

perceraian yang dapat dibenarkan oleh hukum apabaila sesuai  

dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974
38

 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975
39

 yang isinya sebagai beriku: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, 

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar 

disembuhkan; 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 

yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;  

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung;  

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak yang lain;  

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/isteri;  

6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga. 

Alasan-alasan tersebut berlaku untuk segala perceraian 

baik cerai talak maupun cerai gugat, disamping 6 (enam) hal 
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tersebut khusus perceraian yang terjadi dilingkungan Peradilan 

Agama ditambah 2 (dua) hal sehingga menjadi 8 (delapan) 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 

yaitu: Suami melanggar janji taklik talak dan Peralihan agama 

(murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam 

rumah tangga.
40

 

c. Macam-macam perceraian 

Berdasarkan Pasal 66-83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Pengadilan Agama
41

, yang telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 114 Inpres Nomor 

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
42

 bahwasannya 

putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Sehingga perceraian di 

Indonesia dapat terjadi dengan dua cara yaitu cerai talak atau cerai 

gugat.  

Cerai Talak adalah permohonan suami atau kuasnaya  baik 

secara lisan maupun tertulis untuk menjatuhkan talaknya yang 

diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal 

istri yang disertakan dengan alasan-alasan.
43

 Pihak suami disebut 
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Pemohon dan pihak istri disebut Termohon, dan talaknya disebut talak 

roj‟i.
44

 Konsekuensi hukum talak raj‟i baik talak satu atau dua, suami 

masih diizinkan rujuk kembali jika istri masih dalam masa ‗iddah. 

Namun jika suami melakukan rujuk setelah habis masa „iddah maka 

harus dilakukan akad perkawinan baru.
45

 

Sedangkan cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh 

istri atau kuasanya baik secara lisan maupun tertulis kepada 

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalakan 

tempat kediamannya tanpa izin tergugat.
46

 Pihak istri disebut 

Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, talaknya berupa talak 

ba‟in sughraa. Konsekuensi cerai gugat, maka bekas suami tidak 

boleh rujuk lagi meskipun dalam masa „iddah, namun harus nikah 

baru.
47

 

d. Hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam hukum Islam  

Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 

kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena 

telah diatur oleh undang–undang atau peraturan sebagaimana telah 

diuraikan diatas. Berangkat dari alinea IV pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 
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bahwa ―salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia 

adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia‖. Kata ―melindungi‖ berasal dari kata 

―lindung‖ yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. 

Memperlindungi berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, 

sedangkan perlindungan merupakan proses atau cara hukum 

melindungi.
48

 Objek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum 

seseorang. Hak-hak hukum mengandung pengertian milik, kepunyaan, 

wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh 

hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara 

hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan 

seseorang. 

Di Indonesia, istri dan anak mendapatkan jaminan perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil saat dihadapkan pada proses peradilan, 

dalam hal ini adalah proses perceraian. Jaminan perlindungan ini 

merupakan hak-hak yang harus diberikan kepada istri dan anak karena 

adanya perceraian. 

Dalam kontek hak-hak istri pasca perceraian, Agama Islam 

telah mengatur hak-hak istri bilamana perkawinanya putus karena 

talak. Hak-hak istri tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Hak mendapatkan mut‟ah yang layak 
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Mut‟ah secara etimologis dapat diartikan البلغة (nafkah yang 

sepadan, cukupan(,  الزاد القليل (bekal sedikit) dan dapat diarikan juga 

 Dan .(harta benda atau barang-barang) امتعة  dengan jamak متاع 

apabila dikaitkan dengan kata talak maka dapat diartikan sesuatu 

yang diberikan kepada istri yang dicerai.
49

 Mut‟ah dikenal dalam 

Islam sebagai pemberian dari suami terhadap istri yang telah 

diceraikan untuk menyenangkan hatinya sesuai dengan 

kemampuannya, bentuknya dapat berupa benda atau uang serta 

bentuk lainnya. 

Kewajiban suami agar membayar mut‘ah terhadap istrinya 

yang dicerai (ditalak) berlandaskan firman Allah dalam al-Qur‘an 

Surat Al-Baqarah (2) ayat 236 dan 241 serta Surat Al-Ahzab (33) 

ayat 49: 

ءَ مَا لََْ تََسَُّوْىُنَّ اوَْ تػَفْ ضُِوْا لََنَُّ فَ يِْضَةً ۖ 
َ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِفْ طلََّقْتُمُ النِّسَاٰۤ

 ۚ مَتَاعًا بِِۢلْمَْ ُ وْؼِۚ ٗ   وَعَلَى الْمُقْتِِ قََ رهُٗ  وَّمَتُِّ وْىُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قََ رهُ
 حَقِّا عَلَى الْمُحْسِنِْ َ 

Artinya: ―Tidak ada kuwajiban membayar (mahar) atas kamu, 

jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu 

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 

menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan 

suatu mut„ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang 

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 

menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” 

(Q.S. Al-Baqarah [2]:236).
50
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 وَللِْمُطلََّقِٓ  مَتَاعٌ بِِۢلْمَْ ُ وْؼِ  حَقِّا عَلَى الْمُتَّقِْ َ 
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendahlah 

diberikan oleh suaminya) mut‟ah menurut yang makruf, 

sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa” 

(Q.S. Al-Baqarah [2]:241)
51

 

 

يَػُّهَا الَّذِيْنَ آمَنػُواْا اذَِا نَكَحْتُمُ الْمُْ مِنِٓ  ثَُُّ طلََّقْتُمُوْىُنَّ مِنْ قػَبْلِ افَْ تََسَُّوْىُنَّ  يٰآ
يْلًَ  وْنػَهَاۚ فَمَتُِّ وْىُنَّ وَسَّ حُِوْىُنَّ سَ اَحًا  َِ ةٍ تػَْ تَ ُّ  فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِ َّ

 

Artinya: ―Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

istri istri yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka 

sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak 

wajib atas mereka  idah  bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya” (QS. Al-Ahzab [33]:49)
52

 

Ketiga ayat diatas mengandung perintah kepada suami untuk 

memberikan mut‟ah kepada istrinya ketika menjatuhkan talak. 

Perintah secara hakekat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada 

tanda-tanda yang menyertainya (qorinah) yang memalingkan 

kuwajiban tersebut kepada makna lain, sunnah atau anjuran dan atau 

lainnya. Ketika tidak ditemukan qorinah, berarti perintah disini 

kembali kepada hakekatnya yaitu wajib. Sehingga, mut‘ah wajib bagi 

istri yang tercerai sebelum dicampuri dan belum dipastikan 

maharnya.
53

 

Berdasarkan pemahaman kandungan ketiga ayat tersebut diatas, 

para ulama seperti imam Syafi‘i, imam Hambal dan imam Abu 
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Hanifah, mut‟ah hukumnya adalah wajib, sedangkan menurut imam 

Malik, Ibnu Abi Layla,  dan Al-Laits, mut‟ah hukumnya sunnah.
 54

 

Sedangkan ukuran mut‟ah tidak diterangkan dalam syara‘. Pemberian 

mut‟ah yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran 

mut‟ah, apa yang mereka berdua sepakati tentang ukuran mut‟ah, 

suami melaksanakan dengan baik.   

e. Hak mendapatkan nafkah „iddah 

Nafkah „iddah berasal dari dua kata yaitu nafkah dan „iddah. Kata 

nafkah berasal dari bahasa Arab (  نفق- ینفق - نفقة  ) yang berarti biaya, 

belanja, pengeluaran uang.
55

 Sedangkan menurut istilah nafkah 

diartikan dengan belanja atau kebutuhan pokok.
56

 Ada yang 

mengartikan nafkah sebagai pemberian suami pada istri dan anak-

anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.
57

 

Sedangkan kata ‗iddah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari 

kata ―al add‖ dan ‗al ihsha‖ yang berarti hitungan. Hal ini disebabkan 

„iddah pada umumnya mengandung jumlah quru‟ dan bulan.
58

 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

„iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, 

baik karena ditalak maupun bercerai mati.
59

 Sehingga berdasarkan 
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definisi diatas mafkah „iddah adalah pemberian atau penyediaan 

kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari 

menikah setelaf wafatnya sang suamo atau setelah suaminya 

menceraikannya. 

Syariat mewajibkan nafkah „iddah atas suami terhadap istrinya 

yang telah diceraikannya, baik cerai hidup maupun ditinggal mati 

suami, sedang hamil atau tidak, sedang haid atau tidak, maka wajib 

menjalani masa „iddah. Nafkah „iddah ini secara jelas telah disebutkan 

dalam al-Qur‘an, salah satunya pada surat Al-Thalāq (65) ayat 1 dan 

6:
60

 

َ ربََّكُمْۚ   وَاتػَّقُوا اآّ
ةَۚ تِِِنَّ وَاَحُْ وا الِْ  َّ ءَ فَطلَِّقُوْىُنَّ لِِ  َّ

يَػُّهَا النَّبُِّ اذَِا طلََّقْتُمُ النِّسَاٰۤ يٰآ
تِْْ َ بِفَاحِشَةٍ مُّبػَيِّنَةٍ  وَتلِْكَ حُُ وْدُ   بػُيػُوْتِِِنَّ وََ  يََُْ جْنَ اِ َّا افَْ يََّّ

َ  تُُْ جُِوْىُنَّ مِنْۢ
َ يُُِْ ثُ بػَْ َ  ٗ  اآِّ  وَمَنْ يػَّتػََ  َّ حُُ وْدَ اآِّ فػَقَْ  ظلََمَ نػَفْسَو    َ  تَْ ريِْ لََ لَّ اآّ

 ذٓلِكَ امَْ اً
Artinya: ―Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 

idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan 

janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-

hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum 

Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap 

dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah 

itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (Q.S. 

Al-Thalāq [65]:1)
61

 

Begitupun juga Hadist yang diriwayatkan Nasa‘i:,  
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 ―Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, 

dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. 

Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk 

menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya 

hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak 

mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa 

"Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". 

Fathimah berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah 

dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang istri apabila 

suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-

Nasa`i)‖
62

 

 

Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama sepakat 

mengatakan bahwa istri yang ditalak raj‟i berhak mendapatkan nafkah 

„iddah dan tempat tinggal. Sedangkan terhadap istri yang ditalak 

ba‟in, para ulama sepakat bahwa istri tersebut berhak mendapatkan 

nafkah „iddah dan tempat tinggal.
63

  

Jika merujuk pada pendapat imam Syafi‘i, nafkah „iddah wajib 

diberikan kepada istri yang sedang menjalani masa „iddah karena 

perkawinan mereka masih terikat hingga habis waktu „iddah-nya.
64

 

Istri yang diceraikan dengan talak raj‟i adalah berhak untuk menerima 

nafkah „iddah secara penuh dan mendapatkan hal-hal yang diperlukan 

untuk kelangsungan hidup. Bagi istri yang ditalak ba‟in, istri hanya 

mendapat nafkah apabila hamil. Jika tidak hamil dalam masa „iddah, 

menurut Imam Syafi‘i hanya berhak mendapat tempat tinggal saja.
65
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f. Hak memperoleh Nafkah Madliyah 

Nafkah lampau (nafkah maḍliyah) adalah nafkah yang telah 

dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah 

tangga.
66

 Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya 

merupakan suatu kewajibannya yang harus dilaksanakannya selama 

istri tidak berbuat nuzyus. Quraish Shihab menjelaskan bahwa 

penggunaan kata kerja lampau pada surah An-Nisa (4): 34, yakni 

anfaqu (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah 

seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan 

merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu 

hingga kini. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu, 

selama status suami masih disandangnnya maka kewajiban tersebut 

masih melekat, bahkan sesudah terjadi perceraian.
67

  

Nafkah madliyah merupakan nafkah terhutang atas istri yang 

tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah 

berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami 

menolak untuk melaksanakannya. Nafkah madliyah pada umumnya 

merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah 

dilalaikan.
68

 

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 

(tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum 
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dalam shigat thalaq, dapat menjadikan hutang bagi suaminya, 

kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat 

digugat oleh istri dengan gugatan nafkah madliyah. Kewajiban untuk 

memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam Islam, hal 

ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 233: 

  رزِْقػُهُنَّ وكَِسْوَتػُهُنَّ بِِلْمَْ ُ وْؼِ  َ  تُكَلَّفُ نػَفْسٌ اِ َّ وُسَْ هَا ۚٗ  وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لوَ
Artinya: ―Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu (istri) dengan cara ma‟ruf atau baik dan 

patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya‖ (Q.S. AL-Baqarah 2:233).
 69

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk 

memberikan nafkah kepada istri dengan cara ma‟ruf (kebaikan sesuai 

dengan ketentuan agama), tidak berebihan dan tidak kekurangan. 

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah 

kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib 

untuk dilunasi dikemudian hari.  

g. Hak memperoleh mahar yang masih terhutang seluruhnya; 

Mahar merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon 

suami untuk melangsungkan perkawinan dan merupakan lambang 

kesungguhan suami terhadap istri. Dengan membayar mahar 

mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan suami untuk menikahi 

istri, yang merupakan upah atau ongkos untuk dapat menggauli 

isterinya secara halal. Para ulama telah sepakat bahwa mahar 

hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. 
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Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan begitu juga hal kelalaian dalam menyebut jenis dan 

jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya 

perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih 

terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. 

Mahar pernikahan merupakan hak finasial istri dari suami yang 

menikahinya, menunjukan kemuliaan wanita, laki-laki yang berusaha 

mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Mahar 

dalam al-Qur‘an di istilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh 

kerelaan) bukan sebagai pembayaran wanita. Allah SWT berfirman 

dalam surat An-Nisa (4) ayat 4 dan Al-Baqarah (2) ayat 237: 

ػ اً  
نْوُ نػَفْسًا فَكُلُوْهُ ىَنِيْٰۤ ءَ صَُ قٓتِهِنَّ نَِْلَةً   فاَِفْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ َ يْءٍ مِّ

وَآتُوا النِّسَاٰۤ
ػ اً  

 مَّ يِْٰۤ
Artinya: ―Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah 

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap 

lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa 4: 4).
70 

وَاِفْ طلََّقْتُمُوْىُنَّ مِنْ قػَبْلِ افَْ تََسَُّوْىُنَّ وَقَْ  فػََ ضْتُمْ لََنَُّ فَ يِْضَةً فنَِْ فُ مَا 
 عُقَْ ةُ النِّكَاحِ   وَافَْ تػَْ فُواْا اقَػَْ بُ ٖ  فػََ ضْتُمْ اِ َّا افَْ يػَّْ فُوْفَ اوَْ يػَْ فُوَا الَّذِيْ بيَِِ ه

َ ِ اَ تػَْ مَلُوْفَ بَِ يػْ ٌ  نَكُمْ   اِفَّ اآّ  للِتػَّقْوٓ   وََ  تػَنْسَواُ الْفَضْلَ بػَيػْ
Artinya: ―Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu 

bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu 

sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari 

mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-
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istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang 

memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan 

di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan‖ (Q.S. Al-Baqarah 4: 237)
71

 

Esensi dari kedua ayat tersebut dapat dipahami ketentuan hukum 

bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari laki-laki kepada 

wanita yang akan dinikahinya. Mahar yang telah diberikan kepada 

istri menjadi hak milik istri, sehingga ia mempunyai hak untuk 

mengelola maharnya sendiri, sehingga tidak dapat ditarik kembali 

meskipun terjadi perceraian. sebagaimana pandangan Imam Syafi‘i, 

hutang mahar menjadi hak mantan istri, suami tidak wajib membayar 

seluruh mahar kecuali istri telah disetubuhi.
72

 

h. Hak Mengasuh Anak (Hadhanah) 

Hadhanah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, asal kata 

dari kata  حَضَنَ - یَحْضُنُ – حَضْنَا  yang berarti mengasuh, merawat dan 

memeluk.
73

 Kata hadhanah dapat disandarkan dari kata al-hidn yang 

berarti rusuk, lambung sebagaimana diibaratkan seperti kalimat: 

وحضن الطائ  بيضو إذا ضمو الَ نفسو تح  جناحو واذالك الم اة إذا 
ضمن  ول ما  

Artinya: ―Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula 

dengan  istri (ibu) yang mengempit anaknya.‖
74
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Jadi hadhanah adalah merawat atau mendidik atau mengasuh 

bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya 

sendiri.
75

 

Sedangkan menurut istilah, para ahli hukum Islam memberikan 

berbagai definisi berkaitan dengan pengertian hadhanah. Sayyid Sabiq 

mengartikan hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak 

yang masih kecil baik laki-laki atau istri atau yang sudah besar, tetapi 

belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan 

antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus 

diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya 

dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, 

mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya 

agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung 

jawab.
76

 

Muhammad Syarbani mendefiniskan hadhanah sebagai usaha 

mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu 

dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, 

mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam 

keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan 

memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak 

padanya, dan sebagainya.
77
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah 

merupakan suatu tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak 

yang belum cakap untuk bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, 

terhadap anak laki-laki maupun istri atau yang sudah dewasa tetapi 

belum mumayyiz, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta 

kesejahterannya dan menjaga dari sesuatu hal yang dapat menyakiti 

dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan 

memiliki tanggung jawab. Sehingga orang tua mempunyai tanggung 

jawab yang sangat besar terhadap kelangsungan pemeliharaan dan 

pendidikan anak. Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan Imam 

Muslim, sebagai berikut: 

سانوِِ  مَا مِنْ مَوْلُوْدِ اِلآ يوُلَُ  عَلَى الْفِطْ ةَِ فاَبَػَوَاهُ يػُهَوِّ دَانوِِ اوَْيػُنَ ِّ اَ نوِِ اوَْيُُجَِّ
 (رواه مسلم عن ابي ى ي ة)

Artinya: ―Tidaklah anak yang dilahirkan itu kecuali telah membawa 

fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak 

tersebut Yahudi, Nasrani dan Majusi”.(H.R. Muslim)
78

 

Namun demikian perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan 

dengan mulus dan harmonis, rintangan dan gangguan pasti selalu ada 

hingga akhirnya menimbulkan kegagalan dan kehancuran rumah 

tangga. Ketika terjadi kondisi seperti ini, dan pasangan suami-istri 

tersebut mempunyai anak yang masih belum mumayyiz, maka hak 

asuh anak tersebut kepada ibunya selama anak dalam tahap kebutuhan 

asuhan. Karena ibu mempunyai emosional lebih dapat mengurus anak 
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dengan baik dan lebih sabar memelihara anak terutama ketika masih 

masa menyusui. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas‘ud yang 

diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim; 

يٰ رسوؿ الله افّ ابنيى : عن عب  الله ابن عم  رضياالله عنو انَّ ام اة قا ل 
ى اكاف بطنى لو وعاء وحج   لو حوّاء وث بى لو سقاء، وزعمأبواه أنوّ ينز 

رواه احم  وابو داود وللبيهقى )ان  احقّ بو ما لَ تنكحى : عو منّ فقاؿ
 (والْاكم وصححو

Artinya: ―Dari Abdullah Bin umar bahwasanya seorang istri 

datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah, anak ini 

telah kukandung dalam rahimku, telah kususui dengan air susuku, 

telah bernafas didalam kamarku, sementara suamiku menceraikan 

aku dan menghendaki anak ini dariku”. Rasulullah bersabda 

kepadanya: Kamu lebih berhak memeliharanya daripada suamimu 

selama kamu tidak menikah‖ (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)
79

 

 

Demikian halnya saat Umar bin Khattab menceraikan Ummu 

Ashim dan ingin mengambil Ashim bin Umar dari pengasuhan 

mantan istrinya. Keduanya pun mengadukan masalah ini kepada Abu 

Bakar r.a. selaku amirul mukminin saat itu. Abu Bakar berkata: 

 ―Kandungan, pangkuan, dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi 

Ashim dari pada dirimu (Umar) hingga Ashim beranjak dewasa dan 

dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendir‖i.
80

 

 

Sementara itu ayah mempunyai bertanggung jawab masalah biaya 

pemeliharaan dan pendidikan anak. Sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al-Baqarah (2): 233; 
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وَالْوَالِٓ تُ يػُْ ضِْ نَ اوََْ دَىُنَّ حَوْلَْ ِ كَامِلَْ ِ لِمَنْ ارَاَدَ افَْ يُّتِمَّ ال َّضَاعَةَ   وَعَلَى 
 رزِْقػُهُنَّ وكَِسْوَتػُهُنَّ بِِلْمَْ ُ وْؼِ  َ  تُكَلَّفُ نػَفْسٌ اِ َّ وُسَْ هَا ۚ َ  ٗ  الْمَوْلُوْدِ لوَ

رَّ وَالَِ ةٌ ۢ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٓلِكَ ۚ فاَِفْ ٖ   بِوَلَِ هٗ   وََ  مَوْلُوْدٌ لَّوبِوَلَِ ىَاتُضَاٰۤ

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  وَاِفْ ارََدْبًُّْ افَْ  ارَاَدَا فَِ اً  عَنْ تػَ اَضٍ مِّنػْ
 َ  وَاتػَّقُوا اآّ

تُمْ بِِلْمَْ ُ وْؼِ  تَسْتػَْ ضُِ واْا اوََْ دكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اذَِا سَلَّمْتُمْ مَّاا آتػَيػْ
 وَاعْلَمُواْا افََّ الَََٓ  ِ اَ تػَْ مَلُوْفَ بَِ يػْ ٌ 

Artinya: Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kemampuanya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah 

menderita karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban 

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua 

tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 

apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjaka.( Q.S. Al-Baqarah 

2: 233)
81

 

Berdasarkan dasar hukum diatas, para ulama sepakat hukum 

hadhanah adalah wajib. Namun para ulama berbeda pendapat tentang 

hadhanah itu hak orang tua (khususnya ibu) atau anak. Ulama Mazhab 

Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadhanah menjadi hak ibu 

sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Sedangkan jumhur ulama 

berpendapat hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan 

anak.  Sementara itu Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa hak-hak 
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hadhanah adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak, jika terjadi 

pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.
82

 

Sementara itu, hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya, 

agama Islam telah mengaturnya dengan seksama mengingat anak sebagai 

generasi penerus agama dan bangsa. Maka anak membutuhkan   

perlindungan   yang   mencakup   segala   kegiatan   untuk menjamin  dan  

melindungi  anak  dengan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, 

berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  

dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  diri  dari  

kekerasan  dan  diskriminasi. Dalam Syari‘at Islam  perlindungan  anak  

disebut dengan istilah ―Hifzhul al-Nasl‖, yakni melindungi keturunan. 

Oleh karena itu, guna dapat melahirkan generasi yang berkualitas, ada 3 

dimensi anak yang harus dilindungi, yaitu nasab, nasib, dan nasalnya.
83

 

Maka berkaitan dengan hal tersebut, hukum Islam telah menetapkan hak-

hak anak ketika orang tuanya bercerai, yaitu sebagai berikut: 

a. Hak mendapatkan nafkah  

Para ulama telah sepakat bahwa ketika terjadi perceraian orang 

tuang anak, maka anak wajib memperoleh nafkah dari ayahnya. Dan 

kewajiban pemberian nafkah anak dibebankan kepada ayah meskipun 

anak tersebut dalam asuhan ibunya, hal didasarkan pada firman Allah 

dalam surat Al-Baqarah (2): 233, An-Nisa (4): 5, dan At-Talāq (65): 7. 

                                                             
82

 Mardani Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 128. 
83

 Ramlah Ramlah, ―TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK 

HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan 

Putusan Pengadilan Agama,‖ Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak 6, no. 1 (3 

Desember 2021): 7, https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12. 



54 
 

 

Semua  Imam  Mazhab  sepakat  bahwa  orang  yang  memberi  

nafkah  itu  harus orang yang berkecukupan, kecuali Imam Hanafi. 

Seorang  ayah  yang mampu  bekerja,  wajib  memberi  nafkah  

terhadap  anaknya,  begitu juga sebaliknya anak menafkahi ayahnya, 

kecuali bila ayah dan ank sama-sama miskin dan tidak mampu 

bekerja, misalnya buta dan sebagainya.
84

 

b. Hak mendapatkan pemeliharaan dari salah satu orang tuanya; 

Sebagaimana sudah diuraikan diatas, mengasuh anak adalah 

kewajiban bagi orang tua meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. 

Mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, 

mendidik, membesarkan, dan mensejahterakan anak hingga sang anak 

dapat tumbuh dewasa, sebagaimana  firman Allah surat Al-Baqarah 

(2): 233.
85

 Dalam agama Islam hak mendapatkan pemeliharaan 

disebut dengan hadhanah.  

Adapun syarat anak yang akan diasuh (hadhanah) ada 2  yaitu:
86

 

1) Anak tersebut masih usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri 

sendiri dalam mengurus kehidupannya; 

2) Anak tersebut berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya, 

sehingga tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, 

seperti idiot. 
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Bila kedua orang tua anak masih lengkap dan memenuhi syarat, 

maka yang berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu, sampai 

berumur tujuh tahun.
87

 Karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang 

dibandingkan dengan ayah. Para ulama telah sepakat, apabila anak 

dalam asuhan ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk 

kebutuhan anak berada dibawah tanggung jawab ayah.
88

  

Apabila ibunya menikah lagi maka hadhanah (pemeliharaan 

anak) tersebut beralih kepada ayahnya. Hal ini dikarenakan  ibu 

menikah dengan laki-laki lain maka besar kemungkinan perhatiannya 

akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan bahkan 

mengorbankan anak kandungnya sendiri.
89

 Pendapat ini diperkuat 

‗Abd al Rahman ibn Umar Ba‘alawi dalam Bughyah al Musytarsidin 

menegaskan bahwa  ibu yang telah menikah dengan laki-laki lain 

tidak lagi memiliki hak hadhanah terhadap anaknya meskipun 

suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak 

tersebut.
90

 

2. Gambaran Umum Convention On The Elimination Of All Forms Of 

Discriminations Againts Women (CEDAW). 

a. Sejarah dan latar belakang CEDAW 
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Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discriminations Againts Women/ CEDAW) merupakan salah satu 

perangkat hukum internasional yang bertujuan melindungi hak asasi 

perempuan. CEDAW dirumuskan oleh Komisi Kedudukan 

Perempuan sejak tahun 1965, yang dilatar belakangi oleh catatan 

Majelis Umum PBB pada tahun 1963, yang menyatakan diskriminasi 

terhadap perempuan terus berlanjut dan diminta agar dapat dibuat 

suatu rancangan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap 

perempuan. Kemudian pada tahun 1966 Komisi Kedudukan 

Perempuan berhasil membuat sebuah rancangan deklarsi penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan, kemudian pada tahun 1967 

rancangan tersebut disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan 

Resolusi 2263 (XXII). Deklarasi tersebut, merupakan instrumen 

internasional yang berisi pengakuan secara universal dan menjadi 

standar persamaan hak laki-laki dan perempuan.
91

 

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif 

untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi 

tersebut oleh anggota-anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan 

kesepakatan (treaty), meskipun ada penekanan secara moral dan 

                                                             
91

 Sri Wiyanti Eddyono, ―Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW,‖ diakses pada 

hari Rabu 1 November 2023, dalam https://www.referensi.elsam.or.id/wp-

content/uploads/2014/09/Hak-Asasi-Perempuan-dan-Konvensi-Cedaw.pdf 



57 
 

 

politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakanya, anggota 

PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar 

padanya. Pada tahun 1970 Majelis Umum PBB kemudian mendesak 

adanya ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional yang 

relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. 

Selanjutnya pada tahun 1972, Komisi Kedudukan Perempuan 

mempersiapkan sebuah kesepakatan yang akan mengikat pelaksanaan 

apa yang termuat dalam deklarasi. Kemudian Dewan Ekonomi dan 

Sosial menunjuk kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk 

memulai menyusun suatu konvensi pada tahun 1973. Persiapan ini 

mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konfrensi Dunia 

yang di selenggarakan di Mexiko pada tahun 1975. Konfrensi ini 

sedianya untuk menyusun kerangka kerja dinia tentang perempuan. 

Konfrensi ini mendesak adanya sebuah konvensi penghapusan segala 

bentuk diskriminasi terhadap Perempuan. 

Kemudian pada tanggal 18 Desember 1979 PBB mengadopsi 

konvensi tersebut pada, dan mulai diberlakukan pada tanggal 3 

September 1981.
92

 Dimana Konvensi CEDAW mempunyai struktur 

sebagai berikut: 

1) Pertimbangan; 

2) Memuat 6 (enam bagian) dan 30 Pasal.
93
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PBB melalui CEDAW berusaha meyakinkan sebanyak mungkin 

negara agar dapat menerima prinsip-prinsip persamaan hak antara 

laki-laki dengan perempuan di segala bidang untuk mengurangi 

tingkat kekerasan terhadap perempuan. Anggota PBB yang telah 

meratifikasi CEDAW tercatat sebanyak 189 dari 193 negara, yang 

mana salah satunya adalah Indonesia. Dimana Indonesia telah 

meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984.
94

 

CEDAW dibentuk untuk memerangi segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan 

perempuan. Prisip pokok CEDAW adalah persamaan subtantif, non 

diskriminasi dan kewajiban negara, yang merupakan kerangka untuk 

merumuskan strategi pemajuan hak-hak perempuan.
95

  

 Sebelum adanya CEDAW, kita mengenal  Universal Declaration 

of Human Rights (UDHR), yang merupakan instrumen internasional 

pertama yang menyebutkan persamaan hak antara laki-laki dan 

perempuan. Meskipun UDHR pada prinsipnya menunjukkan 

komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi dan 

melindungi hak kamusian setiap orang tanpa membedakan ras, warna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal 

usul kebangsaan  atau sosial, hak milik, kelahiran dan kedudukan 
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lainnya, sebagaimana disebutkan dalam piagam PBB. Ketenuan-

ketentuan dalam UDHR dianggap memiliki kekuatan dalam hukum 

kebiasaan internasional, dikarenkan sudah diterima secara luas dan 

digunakan untuk menilai perilaku negara. Sehingga ketika menyebut 

HAM, dengan sendirinya merujuk pada UDHR
96

.  

CEDAW merupakan konvensi yang paling komprehensif yang 

telah diakui dunia sebagai Bill of Rights for Women, karena telah 

berhasil menekannkan pada prinsip persamaan dan keadilan antara 

perempuan dan laki-laki, persamaan hak dan kesempatan, serta 

penikmatan manfaat disegala bidang kehidupan dan kegiatan.
97

 Jiwa 

dari CEDAW bersumber dalam tujuan PBB yaitu penegasan kembali 

kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan 

persamaan hak laki-laki dan perempuan. Selain itu konvensi ini, juga 

komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak 

perempuan dan laki-laki, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapainya.
98

 

b. Prinsip-Prinsip Konvensi CEDAW 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat 

pada diri setiap manusia sejak lahir. HAM merupakan standar mnimal 

bagi terciptanya kehidupan yang adil, sehingga HAM lebih 

                                                             
96

 Farida, 444. 
97

 Perpustakaan Komnas Perempuan, ―Achie Sudianti Luhulima: Cedaw menegakkan hak 

asasi perempuan,‖ Juni 2019, diakses pada hari Rabu 1 November 2023, 

https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4173. 
98

 Achie Sudianti Luhulima, Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: 

Yayasan Obor Rakyat, 2008), 84–85. 

https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4173


60 
 

 

difokuskan untuk menghindari ketidak adilan.
99

 Prinsip fundamental 

dalam HAM adalah kesetaraan dan keadilan. Dworkin mengatakan 

bahwa prinsip kesetaraan menuntut manusai tidak boleh menyakiti 

orang lain hanya demi kesenangan pribadi atau kelompoknya. 

Sehingga dalam isu gender, tidak heran jika dalam berbagai perjanjian 

internasional, baik dalam bentuk konvensi dan deklarasi HAM, selalu 

memuat mengenai kewajiban untuk menghapus diskriminasi atas 

perbedaan jenis kelamin telah menjadi salah satu misi yang melekat 

dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Sehingga prinsip 

kesetaraan menjadi bagian yang paling dasar bagi CEDAW dan 

HAM.
100

  

CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara 

perempuan dan laki-laki baik dalam bidang kehidupan dan segala 

kegiatan. Selain itu tujuan menghapuskan diskriminasi terhadap 

perempuan dan melindungi hak-hak perempuan. Istilah diskriminasi 

dalam CEDAW berarti setiap perbedaan, pengecualian atau 

pembatasan berdasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau 

tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan 
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atau penggunaan HAM di bidang apapun bedasarkan persamaan 

antara pria dan perempuan.
101

  

Konvensi CEDAW terdiri 30 pasal yang terbagi menjadi 2 (dua) 

pengaturan besar yaitu ketentuan subtantif dan ketentuan struktur 

kelembagaan, procedural dan mekanisme pelaporan. Ketentuan 

subtantif diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 16, sedangkan 

ketentuan struktur kelembagaan, procedural dan mekanisme pelaporan 

diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 30.
102

 Konvensi CEDAW 

memiliki tiga prinsip penting, yaitu:
103

 

a. Prinsip persamaan substantif yang memandang persamaan laki-

laki dan perempuan.  

b. Prinsip non diskriminatif; 

c. Prinsip kewajiban negara untuk bertanggungjawab dalam 

memastikan terwujudnya persamaan. 

Adapun uraian terkait ketiga prinsip tersebut sebagai berikut: 

1) Prinsip persamaan substantif yang memandang persamaan laki-

laki dan perempuan.  

Prinsip ini merupakan sebuah pendekatan yang 

mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan 
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(keadilan subtantif). Pencapaian keadilan bagi pria dan wanita 

tidaklah harus dengan melalui proses yang sama, mengingat 

situasi antara wanita dan pria berbeda akibat adanya 

deskrmininasi terhadap wanita yang telah berlangsung lama.
104

 

Guna memperoleh hasil yang sama, diperlukan adanya gerakan 

untuk menyamakan terlebih dahulu situasi yang berbeda tersebut 

melalui pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif 

terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Konvensi 

CEDAW
105

. 

Sehingga prinsip persamaan subtantif dalam Konvensi 

CEDAW ini secara ringkas mengandung langkah-langkah:
106

 

a) Langkah atau tindakan untuk merealisasikan hak-hak 

perempuan yang ditunjukkan untuk mengatasi adanya 

perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan 

perempuan. 

b) Langkah atau tindakan melakukan perubahan lingkungan, 

sehingga perempuan mempunyai akses yang sama dan 
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menikmati kesamaan manfaat dari kesempatan dan peluang 

yang ada. 

c) Konvensi CEDAW mewajibkan negara untuk mendasarkan 

kebijakan dan langkah tindak pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

(1) Persamaan kesempatan bagi perempuan dan pria; 

(2) Persamaan bagi perempuan dan pria untuk menikmati 

manfaat dari hasil-hasil menggunakan kesempatan secara 

adil;  

(3) Hak hukum yang sama bagi pria dan perempuan: baik 

dalam kewarganegaraan, dalam perkawinan dan 

hubungan keluarga, serta dalam perwalian anak; 

(4) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang 

sama di depan hukum. 

Model persamaan substansi yang dianut oleh Konvensi 

CEDAW menggunakan pendekatan koreksi (corrective 

approach). Pendekatan koreksi mengkaji ketentuan atau aturan 

dengan melihat apakah ketentuan atau aturan itu mengakibatkan 

subordinasi perempuan dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang, memperkuat subordinasi wanita, atau membantu wanita 

mengatasi subordinasi. Sehingga pendekatan ini mengharuskan 

adanya perubahan tingkah laku sosial budaya tradisional pria dan 

wanita, menghapus prasangka dan kebiasaan serta praktek 
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berdasarkan superioritas dan  inferioritas salah satu jenis 

kelamin, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 poin (a) Konvensi 

CEDAW. 

States Parties shall take all appropriate measures:  

(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men 

and women, with a view to achieving the elimination of 

prejudices and customary and all other practices which are 

based on the idea of the inferiority or the superiority of 

either of the sexes or on stereotyped roles for men and 

women;
107

 

 

2) Prinsip non diskriminatif 

Prinsip ini merupakan jiwa dari keseluruhan pasal-pasal 

dalam Konvensi CEDAW, yang ditegaskan dalam Pasal 1 dan 

Pasal 4. Pasal 1 Konvensi CEDAW memberikan definisi yang 

sangat jelas mengenai diskriminasi terhadap wanita, yaitu:
108

 

For the purposes of the present Convention, the term 

"discrimination against women" shall mean any distinction, 

exclusion or restriction made on the basis of sex which has the 

effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, 

enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital 

status, on a basis of equality of men and women, of human 

rights and fundamental freedoms in the political, economic, 

social, cultural, civil or any other field. 

 

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi CEDAW tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan terjadi ketika 

ada perbedaan, pemgucilan atau pembatasan yang dilakukan 

berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan untuk pengurangan 

atau penghapusan pengakuan, pemenuhan dan kebebasan pokok 
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dibidang politik, ekonomi, sosial, bidaya, sipil, atau apapun, 

tanpa memandang status perkawinan perempuan dan harus 

didasarkan pada persamaan antara laki-laki dan perempuan.
109

 

Ketentuan dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW digunakan untuk 

melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan formal ketika terjadi peniadaan 

penikmatan hak perempuan atau membawa pengaruh jangka 

panjang akan merugikan perempuan. 

Pasal 4 Konvensi CEDAW merupakan bentuk pengecualian 

terhadap prinsip non-diskriminasi, menyebutkan bahwa :
110

 

1. Adoption by States Parties of temporary special measures 

aimed at accelerating de facto equality between men and 

women shall not be considered discrimination as defined in 

the present Convention, but shall in no way entail as a 

consequence the maintenance of unequal or separate 

standards, these measures shall be discontinued when the 

objectives of equality of opportunity and treatment have 

been achieved. 

2. Adoption by States Parties of special measures, including 

those measures contained in the present Convention, aimed 

at protecting maternity shall not be considered 

discriminatory. 

 

Berdasarkan Pasal 4 Konvensi CEDAW tersebut, bukan 

merupakan tindakan diskriminasi ketika negara melakukan 

tindakan-tindakan untuk mencapai persamaan kesempatan dan 

perlakukan bagi perempuan dan pria (afirmative aktion). Dan 

juga tindakan-tindakan khusus negara untuk melindungi 
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kehamilan. Sehingga perempuan dan pria mempunyai peluang 

yang sama dalam hal hak-hak mereka dalam bidang yang 

sama.
111

 

3) Prinsip kewajiban negara untuk bertanggungjawab dalam 

memastikan terwujudnya persamaan 

Prinsip kewajiban negara secara jelas ditemukan pada 

berbagai pasal dari Konvensi CEDAW. Sebagai sebuah konvensi 

yang mengikat negara, maka kewajiban negaralah yang utama 

untuk menjalankan Konvensi CEDAW.
112

 Setidakna ada 37 

kewajiban negara yang tercantum pada Konvensi CEDAW, guna 

memastikan hak-hak perempuan dapat dinikmati oleh perempuan 

baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan 

sipil.
113

 Di dalam bagian pertama, kerangka kewajiban negara 

secara umum termuat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. 

Dimana negara secara umum melaksanakan prinsip non 

diskriminasi terhadap perempuan dengan cara:
114

 

a) Menjamin pelaksanaan anti diskriminasi terhadap 

perempuan; 

b) Melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi; 

c) Memenuhi segala hak-hak fundamental yang dimiliki sebagai 

manusia yang berjenis kelamin perempuan. 
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Pasal 2 Konvensi CEDAW, menekannkan kewajiban 

negara dalam segi hukum, yang pada pokoknya meliputi:
115

 

a) Mengambil tindakan legislatif yang tepat (mengubah dan 

mencabut ketentuan yang diskriminatif, serta membentuk 

peraturan baru yang tidak diskriminatif) 

b) Meyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita 

atas dasar persamaan antara kaum pria. 

c) Melakukan tindakan tepat untuk menghapuskan diskriminasi 

terhadap wanita, oleh orang, organisasi, atau lembaga apa 

saja. 

d) Tidak terlibat dalam tindakan atau praktek diskriminasi 

bagaimanapun terhadap wanita dan menjamin penguasa dan 

lembaga pemerintah bertindak sesuai dngan kewajiban dalam 

konvensi. 

Pasal 3 Konvensi CEDAW mengatur tentang kewajiban 

negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam bidang 

ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk menjamin pelaksanaan 

dan pemenuhan hak perempuan berdasarkan persamaan dengan 

kaum pria. Pasal 4 Konvensi CEDAW berisi penegasan 

kewajiban negara untuk menyusun kebijakan khusus (affirmative 

action) untuk mempercepat tercapainya kesetaraan antara wanita 
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dan pria, serta perlindungan terhadap kehamilan sebagai fungsi 

sosial.
116

 

Pasal 5 Konvensi CEDAW mengatur kewajiba negara 

untuk mengambil semua langkah yang tepat guna mengubah pola 

tindak tanduk sosial budaya dan prakteknya yang subordinat 

terhadap wanita dan mengandung nilai steriotip terhadap peran 

tradisional wanita dan pria. Selain itu, dalam pasal ini juga 

menyatakan kewajiban negara untuk menjamin agar di dalam 

pendidikan keluarga berdasarkan pengertian yang benar 

mengenai fungsi kehamilan, dan peran yang seimbang antara pria 

dan wanita  di dalam keluarga.
117

 

Pasal 6 Konvensi CEDAW menegaskan kewajiban negara 

untuk membuat peraturan peraturan yang tepat, termasuk 

pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberantas 

segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi 

pelacuran.
118

  

Sehingga berdasarkan uraian diatas, negara sebagai otoritas 

pemegang kekuasaan, maka negara mempunyai berkewajiban 

untuk melindungi (protect), menjamin (ensure) dan memenuhi 

(fulfill) Hak Asasi Manusia.  

Selain dilengkapi dengan berbagai kewajiban yang harus 

dilakukan oleh negara-negara yang menjadi pihak dalam 
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konvensi CEDAW tersebut, konvensi mengenai penghapusan 

segala bentuk diskriminasi kepada perempuan tersebut juga 

memberikan penekanan pada berbagai bentuk hak dasar bagi 

kaum perempuan. Hak-hak dasar tersebut terbagi dalam delapan 

kelompok hak, yaitu:
119

 

a) Kelompok hak kewarganegaraan. 

b) Kelompok hak pendidikan. 

c) Kelompok hak terkait pekerjaan. 

d) Kelompok hak kesehatan. 

e) Kelompok hak di bidang ekonomi. 

f) Kelompok mengenai partisipasi dalam pembangunan. 

g) Kelompok hak hukum. 

h) Kelompok hak tentang perkawinan. 

c. Hak-Hak Perempuan dalam Konvensi CEDAW 

Secara umum isi Konvensi CEDAW terdiri atas pembahasan 

prinsip-prinsip dalam Konvensi (Pasal 1-16), pembahasan hak sipil 

dan politik perempuan (Pasal 7-9), penetapan tentang hak 

perekonomian, social dan budaya (Pasal 10-14), pembahasan tentang 

hak perempuan setelah menikah (menjadi istri) berikut hak terhadap 

anak akibat perkawinan (Pasal 15-16), pembahasan tentang Komite 

CEDAW dan mekanisme laporan pelaksanaan konvensi (Pasal 17-22), 
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dan ketentuan tentang pemberlakuan konvensi, ratifikasi adopsi serta 

reservasi konvensi (Pasal 23-30). 

Hak-hak perempuan dalam konteks permasalahan yang 

berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga tertuang 

dalam Pasal 16 Konvensi CEDAW, yang pada pokoknya sebagai 

berikut:
120

  

1) Hak yang sama untuk melakukan perkawinan; 

2) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk 

melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan 

sepenuhnya dari mereka.  

3) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam 

hal putusnya perkawinan; 

4) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terutama 

dalam hal hubungan dengan anak, maka kepentingan bagi anak 

menjadi prioritas utama orang tua; 

5) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung 

jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran diantara anak-anak 

mereka  dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan, 

dan tindakan lainnya; 

6) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal  dalam hal 

pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak, dan 

kepentingan anak-anak harus di dahulukan; 
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7) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk 

memilih nama, keluarga, profesi dan pekerjaan. 

8) Hak yang sama bagi suami-istri untuk menghormati kepemilikan, 

perolehan, pengelolahan, menejemen, penikmatan dan pemindah 

tanganan kekayaan baik secara Cuma-Cuma maupun pertimbangan 

nilai. 

9) Pertunangan dan perkawinan seseorang anak tidak boleh memiliki 

akibat hukum, sehingga harus ditetapkan batas usia perkawinan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain ketentuan tersebut, Pasal 15 Konvensi CEDAW mengatur 

tentang hak-hak perempuan yaitu:
121

 

1) Perempuan mempunyai persamaan dengan laki-laki di hadapan 

hukum;  

2) Kapasitas hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan baik 

dalam masalah perdata dan setiap tahapan prosedur dalam dalam 

siding di pengadilan;  

3) Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan 

dalam perpindahan dan kebebasan antara memilih tempat tinggal; 

Kesemua hak-hak perempuan tersebut, merupakan kewajiban 

negara untuk membuat peraturan yang tepat untuk menghapus 

diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang 

berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan 
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antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut 

dipenuhi. Negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan yang 

perlu termasuk perubahan perundangundangan untuk menetapkan usia 

minimum perkawinan, dan mewajibkan pendaftaran perkawinan di 

kantor Catatan Sipil yang resmi. Dengan demikian negara akan 

menyatakan pertunangan dan perkawinan anak di bawah umur tidak 

mempunyai akibat hukum (tidak sah).
122

 

Hak-hak perempuan yang diatur dalam Konvensi CEDAW pada 

hakekatnya sesuai dengan Deklasi Universal HAM, yang menyatakan 

bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan 

hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan 

hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Selain itu, 

setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang 

tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian 

apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

agama, politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan 

atau kemasyarakatan, hak milik dan kelahiran atau kedudukan.
123

 

2. Gambaran Umum Convention On The Rights Of The Child  

a. Sejarah dan latar belakang convention on the rights of the child 

Gagasan terkait hak anak bermula sejak berkahirnya Perang 

Dunia I, sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana 
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perang yang dialami perempuan dan anak. Awal pergerakannya ide 

hak anak dimotori oleh gerakan para aktivis perempuan yang 

melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak 

yang menjadi korban peang. Salah satu tokoh aktivis perempuan 

tersebut adalah Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children). Kemudian 

mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau 

rancangan deklarasi hak anak (Declaration of The Rights of The 

Child) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save The 

Children Fund International Union. Kemudian pada tahun 1924 untuk 

pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional 

oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan nama Deklarasi 

Jenewa.
124

 

Setelah berkahirnya Perang Dunia ke II, pada tahun 1948 

Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia pada tanggal 10 Desember. Kemudian peristiwa tersebut 

diperingati sebagai hari HAM sedunia. Pada tahun 1959 Majelis  

Umum PBB, mengesahkan deklarasi internasional kedua tentang hak 

anak. Dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil 

yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak kebebasan baik 

kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. 

Selain itu, dalam deklarasi ini juga berisi himbauan kepada orang tua, 

organisasi sukarela, penguasa setempat dan pemerintah pusat supaya 
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mengakui hak-hak anak dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak 

anak secara bertahap baik melalui undang-undang maupun beraturan 

lainnya.
125

 

Pada tahun 1979 pada saat dicanangkan tahun anak 

internasional, pemerintah Polandia mengusulkan agar dirumuskan 

suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan 

terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Kemudian pada 

tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengesahkan 

Konvensi Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child ) dan 

mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 

2 September 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian 

internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara, kecuali 

Somalia dan Amerika Serikat. Hingga tahun 1996, KHA telah 

diratifikasi oleh 187 negara.
126

 Konvensi ini terdiri dari 54 pasal, yang 

isinya merupakan bagian dari perwujudan hak terhadap anak yang 

wajib dilaksanakan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia 

sendiri telah meratifikasi KHA pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dan mulai berlaku di 

Indonesia mulai 5 Oktober 1990.
127

 

                                                             
125

 Silvia Fatmah Nurusshobah, ―Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia,‖ 

BIYAN 1, Nomor 2 (Desember 2019): 121, https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211. 
126

 Fatmah Nurusshobah, 122. 
127

 Keputusan Presiden, ―Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak),‖ Pub. L. Nomor 36, 1 

(1990), 1. 



75 
 

 

Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak 

Anak, selanjutnya disebut ―CRC‖) adalah instrumen hukum HAM 

internasional yang paling komperehensif dan merupakan instrumen 

hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. CRC 

adalah konvensi pertama yang secara lengkap menjamin perlindungan 

hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. 

Selain itu, CRC juga merupakan instrumen hukum internasional 

pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik 

aktif dari hak-hak mereka sendiri.
128

 Salah satu tujuan lahirnya CRS 

adalah anak-anak dianggap belum matang baik secara mental dan 

fisiknya sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, 

termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah 

kelahirannya.
129

 

b. Prinsip-prinsip dalam Convention on the Rights of the Child 

Sebagaimana telah diuraikan ditas, masyarakat internasional 

telah sepakat membentuk konvensi tentang hak anak (Convention on 

the Rights of the Child) yang ditetapkan melalui resolusi Majelis 

Umum PBB G.A. Res 44/25 pada tanggal 20 November 1989. 

Konvensi tersebut mulai berlaku sejak 2 September 1990.
130

 Adam 
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Sani mengatakan bahwa ada 4 prinsip penting yang termuat dalam 

konvensi tentang hak anak, yaitu:
131

 

1) Prinsip larangan diskriminasi; 

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) CRC, yang 

menyatakan bahwa:
132

 

States Parties shall respect and ensure the rights set forth in 

the present Convention to each child within their jurisdiction 

without discrimination of any kind, irrespective of the child's 

or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, 

language, religion, political or other opinion, national, ethnic 

or social origin, property, disability, birth or other status. 

 

Prinsip ini mengandung arti bahwa semua hak anak yang 

diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus 

diberlakukan kepada setiap anak tampa membedakan ras, warna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaam, dan 

sebagainya. Sehingga dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa 

negara-negara percerata konvensi Hak Anak akan mengambil 

langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi 

terhadap semua bentuk deskriminasi.
133

  

2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak; 

Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yang pada intinya 

mengatur bahwa semua tindakan yang menyangkut anak-anak, 

baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial baik 

swasta atau pemerintah, pengadilan, dan penguasa-penguasa 
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pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak 

harus menjadi pertimbangan yang utama.
134

 

3) Prinsip untuk hidup dan berkembang; 

Prinsip ini diatur dalam Pasal 6 CRC, yang pada prinsipnya 

negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak 

yang melekat atas kehidupan dan negara-negara peserta akan 

menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan 

pengembangan anak.
135

 

4) Prinsip hak untuk berpartisipasi. 

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) CRC, dimana 

negara-negara peserta akan menjamin hak anak untuk 

menyatakan secara bebas pendangannya sendiri mengenai semua 

hal yang menyangkut anak dan pandangan tersebut akan dihargai 

sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Sehingga anak-

anak akan diberikan kesempatan untuk didengar dalam setiap 

acara kerja, acara pengadilan  dan administrasi yang menyangkut 

anak, baik langsung atau melalui wakil atau badan yang tepat 

sesuai ketentuan undang-undang.
136

 

                                                             
134

 Bangsa-Bangsa, 3. 
135

 Bangsa-Bangsa, 2–3. 
136

 Bangsa-Bangsa, 4. 



78 
 

 

Selain memberikan lima prinsip tersebut, konvensi tentang hak anak 

juga memberikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara peserta 

konvensi antara lain:
137

 

1) Negara pihak wajib mendorong media untuk menjadi sarana 

pemberian informasi kepada publik yang membantu tumbuh kembang 

anak; 

2) Negara pihak wajib mendorong bahwa tanggung jawab pemeliharaan 

dan pengembangan anak adalah tanggung jawab suami dan istri, 

bukan hanya salah satu pihak saja; 

3) Negara pihak wajib mengambil tindakan legislasi, administrasi dan 

sosial untuk melindungi anak dari kekerasan fisik atau mental, 

penelantaran, eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks yang 

merusak si anak; 

4) Negara pihak wajib mendorong dimungkinkannya perlindungan 

khusus seperti penempatan orang tua angkat, kafalah dalam hukum 

Islam, adopsi atau penempatan anak pada lembaga yang tepat sesuai 

dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kebijakan adopsi harus dibuat 

secara ketat di mana hak-hak anak untuk mengetahui asal usulnya, 

prasyarat bahwa ia akan hidup lebih baik menjadi pertimbangan yang 

sangat penting; 

5) Negara pihak wajib mempermudah prosedur dan proses jika seorang 

anak akan mengajukan status sebagai pengungsi. Negara pihak harus 
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memberikan bantuan maksimal bagi anak dengan status pengungsi 

untuk mendapatkan perlindungan, melacak keberadaan kedua orang 

tuanya, dan memperoleh informasi untuk dimungkinkannya terjadi 

reunifikasi keluarga; 

6) Negara pihak wajib mengakui, memberikan fasilitas, perawatan 

khusus yang memadai bagi anak yang menyandang disabilitas. 

Mereka juga berhak untuk tumbuh kembang dan berpartisipasi secara 

aktif dalam masyarakat; 

7) Negara pihak wajib mengakui dan memfasilitasi bahwa setiap anak 

berhak atas standar paling tinggi dalam pelayanan kesehatan. Harus 

disediakan program dan tindakan untuk mengurangi kematian bayi 

dan anak, memerangi penyakit dan kekurangan gizi, perawatan 

sebelum dan sesudah kelahiran, informasi kesehatan yang memadai 

termasuk keunggulan asupan air susu ibu, dan pengembangan model 

perawatan kesehatan yang preventif; 

8) Negara pihak wajib menyediakan program jaminan sosial termasuk 

asuransi sosial; 

9) Negara pihak wajib mengambil langkah dalam rangka pemenuhan hak 

atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, 

mental, spiritual, moral, dan sosial anak; 

10) Negara pihak wajib mengakui dan menyediakan fasilitas pendidikan. 

Hal ini termasuk menetapkan bahwa pendidikan dasar adalah bebas 

biaya. Pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi juga harus dibuka 
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seluas-luasnya, dan sesuai dengan kapasitas ekonomi negara masing-

masing; 

11) Negara pihak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang 

lahir dan besar dalam kelompok minoritas, etnis, agama, linguistik 

atau masyarakat indigenos. Anak-anak tersebut bebas untuk 

berbahasa, berbudaya atau mengamalkan agamanya sesuai dengan 

identitasnya sendiri; 

12) Negara pihak wajib mengakui hak anak untuk beristirahat dan 

menikmati fasilitas rekreasioner termasuk memberikan fasilitas bagi 

anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni; 

13) Negara pihak wajib Memberikan jaminan perlindungan kepada anak 

yang rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi, termasuk 

menetapkan usia minimum untuk bekerja, peraturan ketat mengenai 

jam kerja, dan menentukan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran 

ketentuan konvensi; 

14) Negara pihak wajib menyusun program dalam rangka melindungi 

anak dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika; 

15) Negara pihak wajib, menyusun program dan melaksanakan program 

kerja sama bilateral atau multilateral dalam rangka melindungi anak 

dari eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan anak dan segala 

macam bentuk eksploitasi yang merugikan anak-anak; 
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16) Negara pihak wajib menjamin bahwa anak harus bebas dari 

penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak 

manusiawi dan merendahkan martabat; 

17) Negara pihak wajib memberikan perlindungan yang memadai bagi 

anak dalam situasi perang sebagaimana diatur dalam hukum 

humaniter internasional; 

18) Negara pihak wajib menyusun program reintegrasi sosial bagi anak-

anak yang menjadi korban penelantaran, eksploitasi atau 

penyalahgunaan dalam bentuk apa pun, penyiksaan, perlakuan atau 

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan 

martabat; 

19) Negara pihak mengakui dan mengatur dalam sistem hukumnya bahwa 

anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlakuan yang baik 

dan dimungkinkannya tindakan integratif antara korban dan pelaku, 

hak untuk tidak dituduh melakukan kejahatan karena kelalaian yang 

bukan pelanggaran menurut hukum, hak atas prinsip praduga tak 

bersalah, hak untuk diberi informasi dengan segera mengenai tuduhan 

terhadapnya, hak untuk diadili secepatnya oleh pengadilan yang 

berwenang dan hakim yang kompeten, hak untuk tidak dipaksa 

mengaku salah, atau memberikan keterangan yang memberatkan 

dirinya, hak untuk mengajukan upaya hukum, hak untuk mendapatkan 

juru bahasa gratis, dalam kasus si anak tidak berbahasa sesuai dengan 
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bahasa yang digunakan oleh aparat penegak hukum, dan hak untuk 

dijaga rahasianya; 

20) Negara pihak wajib mengakui dan mengatur dalam sistem hukumnya 

mengenai umur minimum anak memiliki kapasitas bertanggung jawab 

atas perbuatan pidana yang ia lakukan, sistem penyelesaian hukum 

yang menghormati hak-hak anak, serta pengembangan model 

hukuman yang sesuai dengan kapasitas anak seperti perawatan, 

bimbingan, perintah pengawasan, penyuluhan, percobaan, 

pengasuhan, pendidikan, dan kerja sosial. 

Dari berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara yang 

telah meratifikasi konvensi hak anak, jika dihubungkan dengan penelitian 

ini terdapat  kewajiban yang penting dalam melindungi hak-hak anak 

pasca perceraian yaitu:
138

 

1) Kewajiban negara untuk memastikan pemeliharaan dan pengembangan 

anak harus menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, bukan 

salah satu pihak saja.  

2) Kewajiban negara untuk menyusun regulasi yang pasti tentang 

perlindungan anak dari kekerasan fisik atau mental, penelantaran, 

eksploitasi; 

3) Kewajiban negara untuk memastikan pemenuhan hak atas suatu 

standar kehidupan yang memadai perkembangan fisik, mental, spritual, 

moral dan sosial anak; 
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c. Hak-hak anak dalam convention on the rights of the child 

Dalam Pasal 1 Convention on the Rights of  the Child, anak diartikan 

setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk anak-anak 

kedewasaan telah tercapai lebih cepat.
139

 Pengertian tersebut selaras 

dengan definisi anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia.
140

 Sehingga berdasarkan pasal tersebut, 

seseorang disebut anak ketika berusia dibawah 18 tahun dan belum 

menikah.   

Hak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh manusia dan semua 

manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak 

pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM). Konsep hak tersebut, 

berlaku jugu terhadap hak anak. Dimana hak anak dimaknai sebagai 

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
141

 

Convention on the Rights of  the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) 

merupakan hukum internasional tentang hak-hak anak dan mengikat bagi 

negara yang telah meratifikasinya. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak  

tersebut, ada 11 hak yang harus diberikan kepada anak, yaitu:
142
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1) Hak anak mendapatkan identitas (nama, kebangsaan dan hubungan 

keluarganya (Pasal 7 ayat (1)); 

2) Hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama 

dan hubungan keluarganya (Pasal 8 ayat (1)); 

3) Hak  anak untuk bersama atau tidak dipisahkan dengan orang tuanya, 

kecuali bila ditentukan oleh undang-undang (Pasal 9 ayat (1)); 

4) Hak anak atas kebebasan berpendapat (Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 

ayat (1)); 

5) Hak anak atas kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 

14 ayat (1)); 

6) Hak anak atas kebebasan untuk berhimpun dan berkumpul secara 

damai (Pasal 15 ayat (1)); 

7) Hak anak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan 

yang dapat membahayakan perkembangan anak  (Pasal 16 ayat (2),  

Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1)); 

8) Hak anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 17 dan Pasal 28 ayat 

(1)); 

9) Hak anak untuk menikmati akses kesehatan (Pasal 24 ayat (1)); 

10) Hak anak atas taraf hidup yang layak (Pasal 27 ayat (1)); dan 

11) Hak anak untuk bermain dan rekreasi (Pasal 31 ayat (1)); 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ilmiah merupakan salah satu cara manusia mencari 

kebenaran. Penelitian ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya 

dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta yang 

terjadi, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
1
 Dalam penelitian hukum 

dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, yang 

merupakan salah satu proses pengumpulan informasi atau melakukan 

investigasi pada data yang telah di dapat. Untuk melihat jenis penelitian 

dalam kajian hukum pada umumnya dapat ditinjau dari pemilihan 

datanya, apakah data yang digunakan berasal secara langsung dari 

masyarakat ataukah berasal dari bahan-bahan pustaka. Pada kategori 

pertama maka penelitian yang dilakukan disebut penelitian hukum 

empiris dan pada kategori yang kedua umumnya disitilahkan sebagai 
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penelitian hukum normatif.
2
 Penelitian yuridis normatif yang bersifat 

kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 

terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan 

serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Secara umum penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library research), dengan pendekatan yuridis normatif. Disebut 

penelitian kepustakaan karena data atau bahan-bahan yang diperlukan 

dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan yaitu 

berupa produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung  berupa 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) terkait tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. 

Sedangkan pendekatan yuris normatif dikarenakan yang menjadi objek 

kajian penelitian ini berupa produk hukum Mahkamah Agung dan 

peraturan perundang-undangan terkait hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian, kemudian dianalisis berdasarkan teori Convention on the 

Elimination of All Forms of Discriminations Againts Women (CEDAW) 

dan Convention on the Rights of the Child (CRC) 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan kaidah 

hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan produk 

hukum Mahkamah Agung baik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 

maupun dalam Sema sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 terkait hak-

hak istri dan anak pasca perceraian. Adapun data yang digunakan dalam 
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penelitian ini berupa data kualitatif dengan metode normatif legal studi, 

yaitu informasi-informasi yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan 

Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Noor 35 Tahun 2014, 

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempua Berhadapan Dengan Hukum, dan Surat 

Edaran Mahkamah Agung tetang Hasil Pleno Kamar, serta refrensi  

lainnya baik berupa buku, jurnal, dan lain-lain yang menunjang pada 

penelitian ini khususnya pada pembaharuan hukum keluarga Islam di 

Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Sebagai suatu penelitian hukum (legal research) dan sesuai 

dengan karakterkhas dari ilmu hukum (jurisprudence), serta subtansi 

permasalahan atau isi hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka 

pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan 

hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang 

masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk 

memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. sehingga dalam 
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penelitian ini, pendekatan yang digunkan yaitu normatif analitis.
3
 Yaitu 

dengan cara menganalisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung tetang Rumusan 

Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agug sejak 2017 sampai 

dengan 2022, kemudian diperbandingkan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia.  

B. Sumber Data 

Dalam hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang 

dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.
4
 Adapun 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai 

bahan hukum yang bersifat autoratif, yakni bahan hukum yang 

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. 

Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini yaitu : 

a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; 

                                                             
3
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b) Surat Edaran Mahkamah Agung tetang Rumusan Hukum Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agug sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 

2022;  

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; 

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak, 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Noor 35 Tahun 2014; 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; 

g) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam; 

2. Bahan hukum sekunder, dapat diartikan dokumen atau bahan hukum yang 

tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau 

para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam 

penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi 

prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), 

hasil penelitian hukum, dan internet. 
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3. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi. 

C. Seleksi Sumber 

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan bahan hukum untuk 

penelitian sesuai dengan penelitian yang dikaji. Sehingga bahan hukum yang 

digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh 

karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan 

adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang 

dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan terhadap bahan hukum yang 

sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang 

diteliti.
5
 Penyeleksian terhadap sumber-sumber hukum yang digunakan, baik 

berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneliti  menggunakan 

metode menyortir bahan-bahan hukum tersebut, yaitu hanya mengambil 

bahan-bahan yang relevan dengan tema penelitian penulis. Sehingga akan 

diperoleh sumber hukum yang sesuai dan relevan dengan tema penelitian ini, 

sehingga menghasilkan penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan 

sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, 

sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah 
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dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi 

dan studi pustaka (library research).
6
 Adapun sekema penulis dalam metode 

pengumpulan datanya sebagai berikut:  

1. Metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data terkait hak-hak istri dan 

anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan  Produk 

hukum Mahakmah Agung baik dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan 

Sema tetang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agug sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022  

2. Studi pustaka (library research), yaitu suatu teknik pengambilan dan 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan 

adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari hukum Islam 

dan hukum positif di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat-pendapat 

para ahli/pakar sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan 

dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan tesis ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalama penelitian ini menggunakan metode 

analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi 

terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan penafsiran ekstensif.
7
  

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan 

argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan 
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untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar 

atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma 

hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau 

peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan 

pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis 

bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif. 

Adapun aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagaiberikut: 

a. Reduksi data, yang berarti merangkum, memilah-milah, memusatkan 

dalam hal penting, mencari pendapat dan pemikiran yang tertuang 

dalam Produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung  berupa 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dalam 

rangka pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terkait hak-

hak istri dan anak pasca perceraian. Produk hukum Mahkamah Agung 

tersebut dianalisis dengan menggunakan teori perlindungan perempuan 

dan anak dalam Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women dan Convention on the Rights of the 

Child. 

b. Penyajian data merupakan langkah selanjutnya dari reduksi data. Data 

disajikan dalam cara disusun secara rapi dan sistematis dalam bentuk 

uraian naratif. 
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c. Kesimpulan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara 

kemudian dilengkapi dengan data pendukung untuk menyempurnakan 

hasil penelitian tersebut. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Potret Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia 

Secara historis, perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada 

sejak masa kesultanan Islam berkuasa pada sekitar abad ke 16 dan 17 Masehi, 

dengan karakter hukum Islam bermadzhab Syafi‘i.
1
 Dimana pada masa ini,  

hukum Islam dilakukan kodifikasi dan pelembagaan hukum melalui titah raja 

dengan pendekatan akulturasi. Sehingga dalam preode ini mulailah dilakukan 

klasifikasi pembidangan hukum secara fiqhiyah dengan genealogi asy-

syafi‟iyyah dalam bidang al-„ibadah, al-mu‟amalah, al-jinayah, as-siyasah, 

al-munakahah, dan lain sebagainya. Terkait hukum keluarga, kerajaan 

langsung melakukan pelembagaan hukum melalui penunjukkan qadhi 

(hakim) yang berasal dari orang-orang yang memiliki pengetahuan atau ahli 

hukum Islam (ulama). Qadhi mempunyai tugas sebagai pengesah perkawinan 

dan sebagai penengah serta pemutus (penyelesai) atas sengketa dan problem 

di dalam keluarga. Penyelesaian yang digunakan pada saat itu dalam bentuk 

perdamaian (hakam), dan lembaganya disebut lembaga Tahkim.
2
 Dan dalam 

perkembangannya dengan kondisi masyarakat Islam semakin luas, 

                                                             
1
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dibentuklah Peradilan Adat berdasarkan rapat marga, negeri dan semacamnya 

(mirip dengan lembaga ahl al-halli wa al-„aqdi).
3
 Selanjutnya pada masa 

sudah banyaknya terbentuk kerajaan Islam, dibentuklah lembaga Peradilan 

Swapraja, yang kemudian berubah menjadi Pengadilan Agama.
4
  

Sehingga pada masa kesultanan Islam inilah, penerapan hukum 

keluarga Islam mulai terorganisir dengan baik dan sudah dilembagakan dalam 

hukum kerajaan. Sebagai contoh pada masa kerajaan atau kesultanan Islam 

menikah dengan banyak perempuan (poligami) tanpa batas oleh para raja dan 

bangsawan adalah hal yang biasa. Namun setelah muncul kodifikasi hukum 

keluarga ala asy-syafi‟iyyah beserta pelembagaan hukumnya, maka mereka 

kemudian mengikuti aturan tersebut dengan berpoligami maksimal hanya 

empat istri saja dalam satu keluarga. Meskipun menikahi banyak perempuan 

tetap dilakukan dengan cara menceraikan salah satu dari empat istri yang ada 

dan menikah kembali dengan wanita lain untuk mengisi kuota empat orang 

istri sebagai jumlah maksimal dari poligami yang ditentukan agama.
5
 

Namun pada tahun 1596 M, Belanda masuk dan menjajah Indonesia. 

Dimana pada masa ini para ahli sejarah hukum Islam di Indonesia 

membaginya menjadi dua periode. yaitu: periode penerimaan hukum Islam 

sepenuhnya bagi orang Islam dan periode pergeseran kebijakan politik hukum 

Pemerintah Belanda. Periode pertama dikenal dengan teori reseption in 
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Complexu yang dicetuskan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg. 

Periode tersebut berlangsung selama VOC berkuasa sejak tahun 1602-1800 

M
6
 dan awal kekuasaan pemerintah Kerajaan Belanda sejak tahun 1 Januari 

1800 M sampai dengan 1898.
7
 Atas pengaruh teori Receptio in Complexio, 

pemerintah Kolonial pada waktu itu mengakui hukum yang telah berlaku 

sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti hukum 

keluarga Islam.
8
 Adapun bukti-bukti historis pemberlakuan hukum Islam 

pada masa itu sebagai berikut: 

1. Di daerah Bone dan Goa Sulawesi Selatan dipergunakan Kitab Muharrar 

dan Pepakem Cirebon serta peraturan lain yang dibuat oleh B.J.D. 

Clootwijk.
9
 

2. Dalam Statuta Batavia 1642 disebutkan bahwa sengketa kewarisan 

antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan 

mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat 

sehari-hari.
10

  

3. Pada tanggal 25 Mei 1760, Pemerintah Kolonial menerbitkan peraturan 

Resolutie der Indische Regeering, yang merupakan kumpulan hukum 

perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang dikenal dengan 

compendium freijer. Peraturan ini disusun oleh D.W.Freijer, para 
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penghulu dan ulama pada waktu itu, sehingga peraturan tersebut 

mencerminkan hukum keluarga Islam yang hidup pada waktu itu. Selain 

itu juga, Compendium Freije merupakan satu bentuk legislasi hukum 

Islam pada masa kolonial Belanda.
11

 

Selain itu juga, pemerintahakan Kerajaan Belanda juga mengeluarkan 

Keputusan Raja Belanda (Koninkelijik Besluit) Nomor 19 tanggal 24 Januari 

1882, kemudian diumumkan dalam Staatsblad tahun 1882 Nomor 152 

tentang pembentukan Pristerraad (Pengadilan Agama)
12

 yang dinyatakan 

berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1982.
13

 Pristerraad berkedudukan di setiap 

wilayah Landraad (pengadilan Negeri), yang mempunyai kewenangan 

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang 

Islam dan diselesaikan menurut hukum Islam.
14

 Pengadilan Agama Terdiri 

atas seorang Penghulu yang diangkat pada Landraad sebagai ketua, dengan 

beranggotanya minimal tiga orang dan maksimalnya delapan orang ulama 

Islam. Mereka semua diangkat dan diberhentikan oleh Residen.
15

  

Sedangkan periode kedua, terjadi akibat adanya perubahan peta politik 

di negeri Belanda di mana parlemen Belanda dikuasai kelompok Kristen 

konservatif.
16

 Dan juga adanya ketakutan Pemerintah Belanda terhadap 

pengaruh yang ditimbulkan dari politisasi Islam yang terbukti merepotkan 
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mereka, sehingga jika dibiarkan dan diberi ruang untuk berkembang akan 

membahayakan kekuasaan Pemerintah Belanda di Nusantara.
17

  Sehingga 

Pemerintah Hindia-Belanda ingin mengganti doktrin receptio in complexu 

dengan teori unifikasi, yaitu dengan menerapkan sistem hukum kontinental 

(sistem hukum yang berlaku di Belanda) terhadap orang Indonesia.   

Kemudian seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan 

pribumi dan Islam yang bernama Cristian Snouck Hurgronje mencetuskan 

teori receptie pada tahun 1898.
18

  Muatan teori ini adalah hukum bagi rakyat 

pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam baru berlaku 

jika norma Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. 

Sehingga hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima 

oleh hukum Adat. Sasaran teori ini adalah secara sengaja dan sadar beruapaya 

menjauhkan umat Islam dari hukum Islam. Sehingga kekuasaan imperialisme 

Pemerintah Belanda tetap langgeng di wilayah Nusantara.
19

 Serta 

menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam di Nusantara, karena 

dianggap telah mengajarkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. 

Pada tahun 1929 teori receptie diberi dasar hukumnya dalam 

UndangUndang Dasar Hindia-Belanda yang menjadi pengganti dari 

Regeerning Reglement (RR) yang disebut Wet op de Staatsinrichting van 

Nederland Indie, disingkat Indische Staatsregeling atau (IS). Dengan dasar 
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ini, keberadaan hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia 

Belanda, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 134 ayat (2) IS: 

 ―Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan 

diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka 

menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu 

ordonansi‖.
20

  

 

Begitupun juga Stbl. 1937 Nomer 116 menyatakan bahwa: 

―Pengadilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa 

perkara perkawinan saja, sedangkan perkara waris diserahkan kepada 

Pengadilan Negeri (Landraad).
21

 

Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum 

keluarga Islam tidak serta merta dapat dikodifikasi menjadi undang-undang. 

Hal ini disebabkan keragaman golongan dan etnik penduduk Indonesia yang 

beragam, sehingga mereka dalam bidang perkawinan mempunyai peraturan 

sendiri-sendiri. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan 

UUD 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku 

sepanjang belum diadakan yang baru. Akibat dari peraturan tersebut, segala 

peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan pada masa 

penjajah Belanda masih tetap berlaku dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. 

Sehingga tidak heran hingga sekarang masih digunakan peratura hukum 

warisan Belanda seperti KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), hukum acara 

perdata yang dikenal dengan istilah HIR (Herzien Inlandsch Reglement) 

                                                             
20
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untuk Jawa dan Madura maupun RBg (Rechtreglement voor de 

Buitengewesten) untuk wilayah luar Jawa dan Madura.
22

 

Pada waktu awal kemerdekaan (Orde Baru) hukum perkawinan yang 

berlaku pada saat transisi kekuasaan dari penjajah ke pemerintah Indonesia, 

adalah sebagai berikut: 

1. Hukum Islam, diberlakukan bagi orang-orang Indonesia asli yang 

beragama Islam; 

2. Hukum adat, diberlakukan bagi orang-orang asli Indonesia lainnya; 

3. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk ordonnantie Cristen 

Indonesia), berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama 

Kristen; 

4. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan beberapa perubahan, yang 

berlaku bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga negara Indonesia 

keturunan Cina; 

5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara keturunan 

Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
23

 

6. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) berlaku bagi orang-orang Eropa serta 

orang-orang yang dipersamakan dengan mereka. 

Melihat kondisi seperti itu, pada masa Orde Baru dibawah pimpinan 

presiden Soekarno dengan mempertimbangkan kondisi orang-orang Islam 

belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan dan masih tersebar dalam 

beberapa kitab fikih sekaligus berfungsi sebagai rujukan dalam 
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menyelesaikan permasalahan hukum perkawinan. Melakukan kodifikasi 

hukum perkawinan Islam pada tahun 1946, Indonesia telah berhasil 

membentuk peraturan tentang pencatatan pernikahan dan perceraian yang 

diterapkan di Jawa dan Madura, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku di Jawa dan 

Madura. Dengan lahirnya UU ini, maka peraturan pencatatan nikah, talak dan 

rujuk yang termuat dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 jo. S. 

1931 Nomor 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nomor 98 

dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482, dinyatakan 

dicabut.
24

 

Untuk menerapkan undang-undang tersebut, diterbitkan Instruksi 

Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang penunjukan Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN). Di samping berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1946, Instruksi Menteri Agama ini juga berisi tentang tugas PPN 

dalam mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan 

kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengupayakan perdamaian 

bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas 

istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, menjelaskan tentang 

masa„iddah, dan mengupayakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini berlaku hingga tahun 1954, 

karena pada tahun tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954, sebagai acuan atas pemberlakuan Undang-
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Undang Nomor 22 Tahun 1946 secara nasional yang sebelumnya hanya 

berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja.
25

 

 Namun undang-undang tersebut belum berhasil menyelesaikan 

masalah-masalah yang muncul terkait perkawinan dikalangan umat Islam. 

Banyaknya masalah seperti perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, 

poligami dan masalah talak sewenang-wenang memunculkan tuntutan dalam 

melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sehingga pada 

tahun 1950, dibentuklah Panitian Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, 

Talak dan Rujuk yang diketuai oleh Teuku Muhammad Hasan dengan 

anggota para pakar di bidang hukum umum, hukum Islam dan hukum 

Kristen.
26

 Kemudain panitia ini telah menghasilkan draft hukum perkawinan 

perkawinan umum pada tahun 1952, yang berlaku untuk semua golongan dan 

agama, beserta peraturan-peraturan khusus yang mengatur golongan agama 

masing-masing. Pada tanggal 1 Desember 1952, panitia menyampaikan RUU 

Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan 

permintaan agar masing-masing anggota dapat memberikan pendapat atau 

pandangannya terhadap RUU tersebut hingga 1 Februari 1953.
27

 Adapun poin 

rumusannya sebagai berikut: 

1. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, 

untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-

laki dan 15 bagi istri; 
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2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat; 

3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku 

bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat 

memenuhi syarat keadilan; 

4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik 

bersama; 

5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan 

alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam 

peraturan Hukum Islam; 

6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan 

mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, 

pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian;
28

 

Setelah penyampaian RUU di atas, maka pada tanggal 24 April 1953, 

panitia mengadakan hearing (dengar pendapat) dengan organisasi-organisasi 

kemasyarakatan Islam, dan memutuskan di bulan Mei 1953 untuk menyusun 

undang-undang perkawinan sesuai sistem hukum yang berlaku, yakni: 

1. Undang-undang pokok, yang berisi semua peraturan yang berlaku bagi 

umum bersama-sama (uniform) dengan tidak menyinggung agama. 
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2. Undang-undang organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama 

masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan 

golongan Kristen Protestan. 

3. Undang-undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu 

golongan agama.
29

 

RUU Perkawinan Umum ini mendapatkan penolakan keras dari ormas-

ormas wanita Islam, sebagaimana keputusan konferensi yang dialkukan pada 

tanggal 24-26 Februari 1953, hal ini berbeda dengan ormas wanita dari 

kalangan non-Muslim yang dapat mensetujuinya sepenuhnya RUU tersebut. 

Oleh karena terjadi penolakan, kemudian panitia menyusun RUU Perkawinan 

Khusus Bagi Umat Islam dan RUU Perkawinan Bagi Umat Kristen pada 

tahun 1954.
30

 

RUU Perkawinan Umat Islam (RUU Khusus) ini kemudian 

disampaikan oleh Menteri Agama pada Sidang Kabinet di Parlemen di akhir 

bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada perubahan susulan. 

Hal ini dilakukan karena adanya usulan inisiatif dari Parlemen melalui Ny 

Soemari (PNI) yang juga mengajukan RUU Perkawinan. Sehingga pada 

tahun 1959, terhadap kedua draf RUU (RUU Inisiatif dan RUU Perkawinan 

Islam) tersebut dilakukan pembahasan. Hasil pembahasan kedua RUU 

tersebut, baik pembahasan di Parlemen maupun di Masyarakat mendapatkan 

tanggapan yang luar biasa.  Dimana suara di Parlemen maupun di masyarakat 
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terpolarisasi menjadi dua, yaitu yang setuju dan mendukung RUU Inisiatif 

yang dilakukan oleh kebanyakan ormas non-Islam, dan mendukung RUU 

Perkawinan Islam di yang dilakukan oleh ormas Islam. mengingat tajamnya 

perbedaan kedua arus dukungan masyarakat dan seligus sulitnya mencari titik 

temu, maka pembahasan RUU tersebut mengalami deadlock yang berujung 

pada kegagalan melahirkan UU Perkawinan. Selain faktor tersebut, terdapat 

juga faktor eksternal yaitu kondisi politik yang tidak kondusif menjelang 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sehingga tidak kondusif bagi Parlemen untuk 

melakukan pembahasan lebih lanjut atas kedua RUU tersebut.
31

 Meskipun 

gagal melahirkan Undang-Undang perkawinan Islam pada masa Orde lama, 

tetapi pada masa ini telah melegalkan berdirinya Departemen Agama dan PP 

Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/ Mahkamah 

Syar‘iyah bagi seluruh NKRI.
32

 

Selanjutnya pada masa Orde Lama pada tahun 1966, pembaruan hukum 

Islam dilakukan pemerintah dengan penguatan lembaga Peradilan Agama 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menempatkan Pengadilan Agama sebagai 

salah satu pengadilan Negara. Dengan diakuinya keberadaan Peradilan 

Agama di antara badan peradilan yang lainnya, maka usaha menempatkan 

hukum Islam sebagai subsistem hukum nasional telah dilakukan, meskipun 
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pada saat itu keputusan Pengadilan Agama harus tetap dikukuhkan oleh 

Pengadilan Negeri.
33

 

Pada tahun 1974, pemerintah berhasil melahirkan hukum perkawinan di 

Indonesia, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. 

Undang-Undang Perkawinan ini dilengkapi juga dengan aturan turunannya 

berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya undang-

undang perkawinan ini tidak lepas dari desakan masyarakat terkait kebutuhan 

regulasi tentang perkawinan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 

serta menampung ketentuan-ketuan hukum agama penduduk Indonesia, yang 

dapat berlaku bagi semua penduduk Indonesia. Sehingga dalam sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966 melahirkan 

ketepan Nomor XXVIII/MPRS/1966, yang salah satu pasalnya memuat 

tentang perlunya mewujudkan undang-undang perkawinan yang berlaku 

untuk semua penduduk Indonesia.
34

 

Pembahasan RUU Perkawinan pada masa orde ini, diawali dengan 

sidang Parlemen DPR-GR 1967-1971 yang mendapatkan pengajuan RUU 

Perkawinan dari dua departemen, yakni RUU tentang Perkawinan Umat 

Islam yang diajukan oleh Departemen Agama di bulan Mei 1967 dan RUU 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan yang diajukan oleh 

Departemen Kehakiman di bulan September 1968. Politik hukum masa orde 
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baru menuju pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini 

mengalami perjalanan yang panjang dan rumit seperti yang terjadi di era orde 

lama.
35

 Meskipun demikian, pada akhirnya pemerintah orde baru 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang subtansianya menurut ahli hukum Islam didominasi oleh hukum-hukum 

Islam dan mengubah ketentuan perkawinan sebelumnya yang diatur dalam 

KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).
36

 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 untuk 

peraturan pelaksananya, menciptakan unifikasi di bidang hukum perkawinan 

bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini tercantum 

dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dengan 

berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan yang diatur dalam KUH 

Perdata (Burgerlijks Weetboek), Ordonansi Perkawinan Kristen (Huwelijks 

Ordonnantie Christen Indonesiaers Staatsblat 1993 Nomor 74), Peraturan 

Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblat 

1898 Nomor 158) dan peraturan lain yang mengatur sejauh telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak 

berlaku.
37
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Wasit Alwi memberi gambaran bahwa pengundangan tentang hukum 

perkawinan itu sama dengan produk hukum Islam lainnya, yang berasal dari 

ijtihâd jamâ‟i umat Islam bersama Pemerintah, yang tentunya berlandaskan 

al-Qur‘an dan Sunnah Rasul. Oleh karenanya, mengikuti aturan di dalam UU 

itu sama dengan menaati Allah, Rasul dan ulîl amri (pemerintah), seperti 

yang diperintahkan Allah dalam Q.S. al-Nisa‘ (4) ayat 59. Akan tetapi jika 

sebuah aturan hukum hanya dilahirkan dari ijtihâd para ilmuan saja (ulama), 

maka ia berfungsi tidak mengikat dan hanya dapat digunakan sebagai 

pedoman semata.
38

 

Selain kedua undang-undang tersebut, pada masa pemerintahan 

Soeharto ini juga melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Undang-undang ini memuat lebih banyak hal-hal yang 

bersifat teknis dalam beracara di Pengadilan Agama. Undang-undang ini 

mengisyaratkan bahwa hukum Islam telah diterima dan diberlakukan bagi 

umat Islam di Indonesia, meski hanya diakui dalam perkara perdata tertentu 

yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1). Dimana Pengadilan Agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam bidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam. Selain itu juga, putusan Pengadilan Agama tidak 

perlu lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri dan dapat dieksekusi. 
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Dalam perkara kewarisan, terdapat pilihan atau alternatif kepada subjek 

hukum di dalamnya apakah akan memilih untuk menyelesaikan perkaranya di 

Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat pembatasan 

terhadap kewenangan Pengadilan Agama yakni tidak berwenangnya 

Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara sengketa harta bersama 

apabila dalam penyelesai perkara tersebut tersangkut pihak ketiga sebelum 

perkara yang diintervensi tersebut diselesaikan di Pengadilan Umum.
39

 

Dalam rangka menjamin kepastian dan kesatuan hukum di Pengadilan 

Agama, Biro Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Edaran Departemen 

Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1985 yang ditujukan kepada Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia agar dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, berpedoman kepada 13 

kitab fikih
40

 yang sebagian besar kitab tersebut berlaku di kalangan madzhab 

Syafi‘i.
41

 Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut tidak berhasil 

menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama, ditemukan 

adanya ketidak keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan 

hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Putusan yang 

sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan di mana 

kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu. 
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Pendapat yang berbeda-beda dalam fikih Islam sudah barang tentu membawa 

kepada putusan yang berbeda-beda pula di lembaga Peradilan, dan 

selanjutnya akan memperjauh kesatuan persepsi dalam penerapan hukum.
42

 

Atas dasar inilah, ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 

mengeluarkan putusan bersama Nomor 07/KMA1985 tanggal 1 Maret 1985 

dan Nomor 25 tahun 1985 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk 

menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak 

dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan 

hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu 

menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.
43

 Akhirnya pada 

tahun 1991, rumusan kompilasi hukum Islam (KHI) oleh pemerintah 

dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 

154 Tahun 1991.
 44

 

Kemudian pembaruan hukum keluarga Islam dilakukan pada masa 

reformasi. Masa reformasi ditandai dengan berakhirnya Rezim Orde Baru 

dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden tahun 1998.
45

 Pada 

era ini, pembaruan hukum keluarga Islam telah dilakukan pemerintah yaitu 

dengan penguatan kewenagangan Pengadilan Agama dengan perubahan 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan 

peruahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan 

perubahan undang-undang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai tiga 

kewenagan baru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara dalam bidang zakat, infaq dan ekonomi syariah.
46

  

Selain perluwasan terhadap kewenangan pengadilan agama, momentum 

perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi tercatat 

dalam beberapa peristiwa penting yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf, dirumuskannya Counter Legal Draft KHI dan 

beberapa kali pengajuan pengujian materi terhadap beberapa pasal-pasal 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke 

Mahkamah Konstitusi.
47

 Sehingga Gerakan pembaruan hukum keluarga di era 

reformasi berjalan melalui dua jalur, yakni judisial review pasal-pasal di 

dalam UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi dan gerakapan pembaruan 

jalur eksekutif melalui Pengarus utamaan Gender (PUG) Departemen Agama 

RI dengan melahirkan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam.
48

  

Lahirnya Counter Legal Draft KHI atas dasar inisiasi pemerintah 

dengan dibentuknya Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai perumus 

UU Hukum Keluarga baru yang dapat merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 di 
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masa Presiden Megawati. Tim ini bekerja langsung di bawah pengawasan dan 

mandat dari Menteri Agama saat itu, dengan objek penelitian berada pada isi 

KHI. Oleh karena draft rumusan undang-undang tersebut terlihat sangat 

bertentang dengan KHI maka draft itu kemudian dikenal dengan nama 

Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut CLD-

KHI), yang berisi 116 pasal dalam Buku I tentang Perkawinan, 8 bab dan 42 

pasal dalam Buku II tentang Kewarisan, dan 5 bab 20 pasal dalam Buku III 

tentang Perwakafan. Namun perjalanan CLD-KHI ternyata menuai kritik, 

penolakan, protes dan menimbulkan kontroversi publik, hingga akhirnya 

Menteri Agama langsung membuat surat keputusan untuk membubarkan tim 

kerja itu,  karena dianggap liberal dan bertentangan dengan syariat Islam.
49

 

Setelah kegagalan CLD-KHI menjadi UU, advokasi masalah hukum 

keluarga dilakukan melalui pengajuan uji materi dalam pasal-pasal yang 

terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi. 

Putusan Mahkamah Konsitusi yang menarik perhatian masyarakat dan 

mengandung unsur pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia 

diantaranya yaitu dikabulkannya uji materi Pasal 29 Undang-Undang 

Perkawinan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 69/PUU-

XIII/2015, tertanggal 27 Oktober 2016. Dengan putusan tersebut, makna 

perjanjian perkawinan yang pembuatanya disesuaikan dengan kebutuhan 
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masing-masing, sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum 

dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.
50

 

Selain pengabulan Pasal 29 UUP tersebut, Mahkamah Konstitus juga 

mengabulkan uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 46/PUU-

VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012, atas permohonan dari Aisyah Mochtar 

alias Machica binti Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin 

Moerdiono untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 

43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut norma Pasal 43 ayat (1) 

harus dibaca: 

―Anak yang dilahirkan di luar perkawina mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
51

 

 

Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik 

dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. 

Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final, maka harus 

ditaati dalam penerapannya di Indonesia. 

Selain itu juga, pemerintah juga telah melakukan pembaruan hukum 

perkawinan terkait penyamaan usia antara laki-laki dan istri untuk melakukan 

pernikahan yaitu 19 tahun, yang ditandai dengan perubahan terhadap 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019. Akibat adanya 

Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 22/PUU-XV/2017, tertanggal 13 

Desember 2018. Yang pada pokoknya Pasal 7 ayat (1) UUP sepanjang frase 

usia 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan memerintahkan kepada 

pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

tahun melakukan perubahan terhadap UUP.
52

 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pembaruan hukum keluarga Islam 

di Indonesia, hukum Islam mempunyai peran yang sangat penting dan 

strategis. Hal ini dikarenakan kedudukan hukum Islam sebagai salah satu 

sumber hukum secara yuridis dan mempunyai prinsip-prinsip yang universal 

sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bahkan, secara sosiologis 

hukum keluarga Islam telah mengakar dan menjadi hukum yang hidup di 

tengah-tengah mayoritas masyarakat Indonesia.
53

 Pembaruan hukum keluarga 

di Indonesia, dilatar belangi oleh beberapa hal, yaitu: 

a. Untuk menggantikan produk-produk hukum warisan kolonial Belanda 

yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini 

selaras dengan pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa setelah 

proklamasi kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945 dijadikan sebagai 
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konstitusi Negara, maka semua peraturan perundangan-undangan Hindia 

Belanda tidak berlaku lagi.
 54

 

b. Sebagai eksistensi agama (hukum Islam) dalam percaturan politik hukum 

di Indonesia sebagai agama mayoritas.
 55 

Mengingat hukum Islam 

sebagai salah satu sumber hukum Indonesia dan menjadi hukum yang 

hidup dimasyarakat. Sehingga sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 

hingga sekarang dalam pembaruan hukum keluarga Islam setidaknya 

tercatat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait denga 

hukum keluarga Islam yaitu UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU 

Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan lainnya; 

c. Sebagai respon atas problema kontemporer masyarakat sesuai dengan 

karakteristik hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 

2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 1 

dan 2 KHI yang mengatur tentang ketentuan pencatatan perkawinan, 

padahal dalam kitab fikih klasik tidak ditemukan terkait hal tersebut. 

Tujuan dari ketentuan pasal tersebut menurut Ahmad Rofiq
56

 untuk 

mempersempit penyelewengan perkawinan dan mengandung nilai 

kemaslahatan yang tinggi serta solusi hukum atas merebaknya 

perkawinan dibawah tangan.
57
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d. Sebagai respon atas tuntutan kemaslahatan umat atas dasar IPTEK, hak 

asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Misalnya saja lahirnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekekerasan Dalam Rumah Tangga.  

e. Adanya kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam 

kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan permasalahan masyarakat 

terus berkembang  dan dibutuhkan aturan baru untuk diterapkan; 

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menganut prinsip 

maslahat yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan, sehingga pembaruan 

hukum keluarga Islam dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat baik 

bersifat dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat.
58

 Menurut Hasbi ash-Shiddieqy 

pembaruan hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua 

metode taitu metode talfiq dan metode komparasi. Metode talfiq dilakukan 

dengan cara memilih secara selektif pendapat mana yang cocok dengan 

kondisi negara Indonesia. Sedangkan metode komparasi membandingkan satu 

pendapat dengan pendapat lain dari seluruh aliran hukum yang ada atau 

pernah ada, dan memilih yang lebih baik dan lebih dekat dengan kebenaran, 

serta didukung oleh dalil yang kuat.
59

  

Sementara itu Khoiruddin Nasution memabagi metode pembaruan 

hukum keluarga Islam kontemporer menjadi dua yaitu menggunakan metode 

konvensional dan metode kontemporer. Metode konvensional yaitu suatu 

metode yang sudah menjadi pegangan umum dalam penetapan hukum Islam 
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dengan tiga karakteristikna yaitu otomistik, ahistoris dan literalistis. 

Sedangkan metode kontemporer adalah metode yang digunakan dalam 

merumuskan hukum keluarga Islam yang lahir dalam bentuk kodifikasi, 

undang-undang, kompilasi, dekrit raja, ketetapan hakim dan sejenisnya. 

Metode pembaruan ini, dalam melakukan kodifikasi hukum Islam 

kontemporer menggunakan lima cara yaitu takhayyur, talfîq, takhshish al-

qadla, siyasah syar‟iyah dan reinterpretasi nash.
60

 

Amir Syarifuddin megelompokkan metode pembaruan hukum Islam di 

Indonesia menjadi empat kelompok,
 61

 yaitu: 

a. Kebijakan administratif dari pemerintah, misalnya perkawinan wajib 

didaftarkan dan dicatatkan  dilembaga yang telah ditentukan; 

b. Pemberian aturan tambahan, yaitu aturan baru yang dikenakan kepada 

masyarakat untuk menggantikan ketentuan fikih yang kurang 

memberikan rasa keadilan namun tidak serta merta merubah atau 

berkurang ketentuan fikih yang ada. Misalnya kasus waris, dimana cucu 

istri yang ayahnya sudah meninggal tidak dapat mewarisi atas harta sang 

kakek ketika anak laki-laki masih hidup; 

c. Pengambilan kebijakan melalui metode eklektisisme (talfîq), yaitu 

mengambil hukum dari beberapa pemikiran atau hasil ijtihad ulama 

terdahulu sehingga diperoleh satu bentuk hukum lain yang terlihat baru 

dan berbeda; 
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d. Metode reinterpretasi-reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil-dalil yang 

pernah diinterpretasikan mujtahid masa lalu dikarenakan tidak Produk 

hukum yang dihasilkannya sudah tidak aktual dan direformulasikan 

sesuai maqasidul syariah dan tuntutan umat Islam saat ini. Hasil dari 

metode ini dapat berupa undang-undang dan fatwa. 

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dilakukan dalam 

dua jalur, yaitu jalur struktural dan kultural.
62

 Jalur struktural yaitu jalur 

pembaruan hukum Islam melalui kekuasaan Negara dalam bentuk 

lagislasi hukum keluarga Islam dalam hukum nasional dan putusan 

pengadilan. Jalur stuktural ini difungsikan sebagai kepastian hukum 

keluarga Islam itu sendiri di Indonesiadan bersifat mengikat. Dalam 

kontek pembaruan hukum secara struktural, menurut Yasardin dapat 

dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-

undangan, peraturan Mahkamah Agung, Qanun, dan 

yurisprudensi/putusan hakim.
63

  

Sedangkan pembaruan hukum Islam melalui jalur kultural yaitu 

pembaruan hukum keluarga Islam melalui lembaga-lembaga keagamaan, 

seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Persis dan organisasi masyarakat 

lain-lain dengan Produk hukumnya berupa fatwa. Masing-masing 

organisasi tersebut mempunyai lembaga khusus yang melakukan 

pembaruan hukum Islam dalam bentuk fatwa, misalnya saja dalam MUI 

adalah Komisi Fatwa, di lingkungan Muhammadiyah adalah Majelis 

                                                             
62

 Haris, ―Pembaruan Atas Hukum Keluarga di Indonesia: Satu Tinjauan Sisiologis,‖ 149. 
63

 Yasardin, Keniscayaan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, diakses pada 

hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, pukul 7.38 WIB. 



95 
 

 

Tarjih dan di lingkungan Persis adalah Dewan Hisbah. Pembaruan 

hukum Islam melalui organisasi ini memiliki kegunaan praktis terutama 

bagi yang membutuhkannya, baik oleh pmerintah maupun oleh para 

pemimpin dan anggota masyarakat, pada gilirannya fatwa dapat menjadi 

acuan dalam penerapan hukum Islam.  

B. Potret Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia  

1. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-

Undangan 

Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 

dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh 

Undang–undang atau peraturan sebagaimana telah diuraikan diatas. 

Berangkat dari alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ―salah satu tujuan 

dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia‖. Kata 

―melindungi‖ berasal dari kata ―lindung‖ yang artinya tempat berlindung 

atau hal yang melindungi. Memperlindungi berarti menjadikan atau 

menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan merupakan proses 

atau cara hukum melindungi.
64

 Objek perlindungan hukum adalah hak-

hak hukum seseorang. Hak-hak hukum mengandung pengertian milik, 

kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang 

ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan 
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dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan 

seseorang. 

Di Indonesia, istri dan anak mendapatkan jaminan perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil saat dihadapkan pada proses peradilan, dalam 

hal ini adalah proses perceraian. Jaminan perlindungan ini merupakan 

hak-hak yang harus diberikan kepada istri dan anak karena adanya 

perceraian. Dalam kontek ini pemerintah telah menerbitkan sejumlah 

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjamin hak-hak istri 

pasca perceraian, yaitu: 

a. Pasal 37 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dimana secara tegas dalam undang-undang tersebut 

mengatur tentang akibat hukum putusnya perkawinan karena 

perceraian, yaitu: 

1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 

menurut hukum masing-masing; 

2) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak; 

3) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 
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4) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas isteri.
65

   

b. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Ketika terjadi pemisahan (percerain atau situasi lain), anak 

mempunyai hak, yaitu:
66

 

1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, 

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 

terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.  

2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Anak tetap berhak: 

a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan kedua Orang Tuanya; 

b) Mendapatkan  pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua 

Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; 

c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; 

dan  
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d) Memperoleh hak-hak anak lainnya  

c. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa 

hak-hak anak meliputi:
 67

 

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar; 

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi 

warganegara yang baik dan berguna; 

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; 

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 

perkembangannya dengan wajar. 

Selain ketentuan tentang hak anak, dalam Undang-Undang 

Kesejahteraan Anak juga diatur terkait tanggung jawab orang tua 

terhadap kesejahteraan anak. dimana dalam pasal 9 UU 

Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa orang tua adalah yang 

pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan 
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anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sehingga anak dapat 

tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti 

kepada orang tua, berbudi pekerti yang luhur, dan sebagainya. Dan 

orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya 

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat 

dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. 
68

 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana 

dalam Pasal 24 ayat (2), istri dan anak pasca percerain berhak 

mendapat:
69

 

1) Nafkah yang harus ditanggung suami; 

2) Hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak; 

3) Hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-

barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang 

menjadi hak isteri. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. 
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Dimana dalam peraturan pemerintah ini dalam Pasal 8 dinyatakan 

secara tegas hak-hak istri dan anak pasca perceraian yaitu:
70

 

1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil 

pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 

penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya; 

2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 

sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, 

sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau 

anak-anaknya; 

3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji 

yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada 

bekas isterinya ialah setengah dari gajinya; 

4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan 

perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri 

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun 

batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, 

dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah 

meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin 

suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. 

f. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. Dalam KHI diatur secara komprehensif terkait akibat putusnya 
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perkawinan dalam Bab XVII, Pasal 149, 152, 156, 157, dan 158 , 

secara garis besarnya hak-hak istri dan anak pasca perceraian sebagai 

berikut:
71

 

1) Mantan suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada 

bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri 

tersebut qobla al dukhul; 

2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 

dalam „iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba‟in atau 

nusyus dan dalam keadaan tidak hamil; 

3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh 

apabila qobla al dukhu; 

4) Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun; 

5) Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah ‗iddah dari bekas 

suaminya kecuali ia nusyuz 

6) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia; 

7) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya; 

8) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab 

ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 
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9) Harta bersama dibagi seperdua sepanjang tidak ditentukan lain 

dalam perjanjian perkawinan; 

Berdasarkan uraian diatas, secara yuridis perlindungan hukum 

terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraia negara sudah 

menjaminnnya melalui regulasi tersebut. Sehingga dengan adanya 

peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah hadir 

dalam rangka perlindungan dan jaminan penghidupan kepada istri dan 

anak akibat perceraian. Jaminan terpenuhinya hak-hak tersebut 

tentunya akan diperoleh melalui putusan hakim yang berkeadilan 

dalam perkara perceraian, yang memuat (mengakomodir) adanya hak-

hak istri dan anak, baik perkara tersebut diajukan oleh pihak suami 

maupun pihak isteri. Meskipun dalam implentasinya masih bulum bisa 

dilaksanakan secara maksimal, masih banyak putusan pengadilan 

belum mengakomodir hak-hak istri dan anak pasca perceraian dan 

susahnya eksekusi pelaksanaanya. 

2. Potret Hak-Hak Istri dan Anak dalam Produk Hukum Mahkamah 

Agung RI 

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) 

UUD 1945
72

 dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman
73

. Sebagai pelaksana kekuasaan 
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kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009, kewenagan tersebut yaitu:
74

 

a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang 

kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali; 

b. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat 

Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan; 

c. Membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua 

Lingkungan Peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas 

wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan 

lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 

putusan yang bersangkutan; 

d. Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undangundang 

terhadap undang-undang; 

e. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di 

semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, 

baik pengawasan tingkah laku dan perbuatan para hakim, teknis 
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 Pasal 28 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009  
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peradilan dan memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang 

dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan 

dengan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa 

dan memutus perkara; 

f. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden, melakukan pengawasan 

atas Penasihat Hukum dan Notaris, dan memberikan pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada 

Lembaga Tinggi Negara yang lain; 

g. Di samping tugas dan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung dapat 

diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, 

misalnya Arbitrase dan sebagainya; 

Selain kewenangan tersebut, berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang 

Mahkamah Agung, juga mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih 

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 

apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang 

kekuasaan kehakiman. Kewenangan mengatur tersebut dapat dilakukan 

Mahkamah Agung apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan 

atau kekosongan hukum, sehingga Mahkamah Agung berwenang 

membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau 

kekosongan hukum tersebut.
75

  Menurut Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya 

M. Hasibuan kewenangan mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung 
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 Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 
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hanya terbatas pada pembentukan hukum formal atau hukum acara selama 

undang-undang belum mengaturnya.
76

 

Oleh karena itu, dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam 

mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat, Mahkamah Agung telah 

mengimplementasikan kewenangan mengatur tersebut dalam bentuk 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA), dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). 

Menurut Hatta Ali kesemua bentuk peraturan tersebut (PERMA, SEMA 

dan SK KMA) dimaksudkan untuk memperjelas dan memberikan 

pedoman yang pasti dalam menjalankan kekuasaan kehakiman oleh 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
77

  

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

kedudukan prodak hukum Mahkamah Agung berada diluar hirarki 

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meskipun demikian peraturan 

Mahkamah Agung termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan 

yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

disetarakan dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat 

(1).
78

 Sehingga produk hukum Mahkamah Agung dalam bentuk peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) harus diundangkan dalam Berita Negara 

                                                             
76

 Naibaho dan Hasibuan, ―Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan 

Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,‖ 212. 
77

 Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 

2012-30 April 2020. iv. 
78

 Presiden Republik Indonesia, ―Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,‖ Pub. L. Nomor 

LN.2011/Nomor 82, TLN Nomor 5234, 12 (2011), 7. 
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Republik Indonesia, sehingga berdasarkan asas fiksi hukum peraturan 

yang telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu 

(presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat.
79

 

Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk produk hukum Mahkamah Agung 

dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, sedangkan produk hukum 

dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan 

Mahkamah Agung tidak perlu diundangkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia, karena berkedudukan dibawah undang-undang  dan 

mengikat dan menjadi pedoman kedalam lingkungan peradilan saja.
80

  

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka  

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menerbitkan 

peraturan-peraturan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan peradilan 

ketika terdapat  kekurangan atau kekosongan hukum sebagaimana telah 

diuraikan diatas. Kewenangan mengatur tersebut tertuang dalam berbagai 

kebijakan Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, 

Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung. 

Kebijakan Mahkamah Agung tersebut merupakan bagian dari subtansi 

hukum yang membentuk dan membangun sistem peradilan di Indonesia.
81
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 Riki Perdana Raya Waruwu, ―Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA,‖ JDIH 

Mahkamah Agung (blog), 2022, https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-

fiksi-hukum-dalam-perma. 
80

 Yuda Asmara, ―Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang,‖ Hukum 

Online.com (blog), 8 November 2019, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-

terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/. 
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 Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 Maret 

2012-30 April 2020, vi. 
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Dalam kontek perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian, guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian 

hukum atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Mahkamah Agung  

sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, telah menerbitkan peraturan-

peraturan terkait hal tersebut, yaitu:
82

 

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; 

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; 

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; 

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan; 

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

                                                             
82

 Mahkamah Agung RI, ―Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah 

Agung,‖ https://jdih.mahkamahagung.go.id/ (blog), 31 Maret 2022, diakses pada hari Kamis, 8 

November 2023. 
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Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; 

dan 

g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

Adapun latar belakang lahirnya Produk hukum Mahkamah Agung 

tersebut yaitu untuk mengisi kekosongan aturan sebagai pedoman bagi 

hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang 

berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai 

saksi atau perempuan sebagai pihak (dalam perkara perdata). Dan sebagai 

respon berbagai permasalahan yang dihadapai istri dan anak pasca 

perceraian. Misalnya saja dalam perkara perceraian istri belum 

mendapatkan perlindungan, dikarenakan ketiadaan kepastian hak-hak 

pasca perceraian dalam putusan baik untuk dirinya dan anaknya kecuali 

jika hak-hak tersebut diajukan dalam gugatan rekonvensi (gugatan balik). 

Selain itu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugatan) yang 

dianggap istri telah nusyus, mengakibatkan istri terhalang untuk menuntut 

hak-haknya pasca perceraian.
83

 selain itu, adanya rasa ketidak puasana 

masyarakat atas putusan pengadilan tersebut, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, antara lain:
84
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 Musawwamah dan Susylawati, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama, 1–2. 
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 A Mukti Arto, Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), 87–149. 
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a. Adanya keterbatasan atas hukum acara terkait pemeriksaan perkara 

perceraian, sehingga terkesan pemeriksaan perkaranya bias gender; 

b. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah terkait pemenuhan 

hak-hak istri dan anak pasca perceraian, sehingga putusan 

pengadilan terkait hak-hak istri dan anak mengalami kendala dalam 

eksekusinya; 

c. Hakim baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak 

menggunakan kemampuan dan kewenangannya untuk melakukan 

ijtihad guna memberikan rasa keadilan terhadap hak-hak istri dan 

anak pasca perceraian; 

d. Kurangnya sosialisasi terkait hak-hak istri dan anak pasca perceraian 

dan cara pengajuannya di pengadilan; 

Berkenaan dengan permasalah tersebut, Mahkamah Agung sebagai 

lembaga yang menjalankan mandat kekuasaan kehakiman di Indonesia 

dan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. 

Guna mengatasi permasalahan tersebut dan adanya kekosongan 

hukum, maka kerangka peraturan perundang-undangan yang menjadi 

panduan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman haruslah diperjelas 

sehingga dapat menjadi panduan dalam pemberian layanan hukum 

yang berkeadilan. Maka Mahkamah Agung melalui salah satu 

kewenangannya untuk mengatur, telah menebitkan peraturan terkait 

jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian sebagaimana diuarikan diatas.  
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Hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam produk hukum 

Mahkamah Agung sejak tahun 2017-2022, dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 1 Produk Hukum Mahkamah Agung Sejak 2017-2022 

Terkait Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian 

No. Bentuk Produk Hukum Hak-Hak Isti dan Anak 

Pasca Perceraian 

1.  Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan 

dengan Hukum 

 Peraturan ini sebagai 

pedoman hakim dalam 

mengadili perekara perempuan 

berhadapn dengan hukum, 

salah satu tujuanya adalah 

menjamin hak-hak perempuan 

terhadap akses yang setara 

dalam memperoleh keadilan 

dengan tetap menjunjung 

tinggi asas penghargaan atas 

harkat dan martabat manusia, 

non diskriminasi, kesetaraan 

gender, persamaan di depan 

hukum, keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum.  

2. Surat Edaran Mahkamah 1. Mengubah ketentuan dalam 
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Agung Nomor 1 Tahun 2017 

tentang tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2017 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan. 

huruf C, angka 12, SEMA 

Nomor 3 Tahun 2015, 

dimana pembayaran 

kewajiban akibat 

perceraian, khususnya 

nafkah „iddah, mut‟ah dan 

nafkah madliyah dapat 

dicantumkan dalam amar 

putusan dengan kalimat 

dibayar sebelum 

pengucapan ikrar talak; 

2. Dalam amar penetapan hak 

asuh anak (hadhanah) 

harus mencantumkan 

kuwajiban pemegang hak 

asuh anak memberi hak 

ases kepada orang tua yang 

tidak memegang hak asuh 

anak untuk bertemu dengan 

anaknya, dan jika tidak 

memberikan hak ases dapat 

dijadikan alasan untuk 

mengajukan pencabutan 
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hak hadhanah. 

3. Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2018 

tentang tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2018 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan. 

1. Hakim dalam menetapkan 

nafkah madliyah, nafkah 

„iddah, mut‟ah dan nafkah 

anak harus 

mempertimbangkan rasa 

keadilan dan kepatutat 

dengan menggali fakta 

kemampuan ekonomi 

suami dan fakta kebutuhan 

dasar hisup istri dan atau 

anak; 

2. Istri dalam perkara cerai 

gugat dapat diberikan 

mut‟ah dan nafkah „„iddah 

sepanjang tidak terbukti 

nusyuz; 

4 Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2019 

tentang tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2019 Sebagai Pedoman 

1. Nafkah lampau (nafkah 

madliyah) anak yang 

dilalaikan oleh ayahnya 

dapat diajukan gugatan 

oleh ibunya atau orang 

yang secara nyata 
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Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan 

mengasuh anak tersebut; 

2. Dalam rangka pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 

2017, untuk memberi 

perlindungan hukum bagi 

hak-hak istri pasca 

perceraian, amar 

pembayaran kewajiban 

suami terhadap istri pesca 

percerain dalam perkara 

cerai gugat dapat 

menambahkan kalimat 

―yang dibayar sebelum 

Tergugat mengambil akta 

cerai‖, dengan ketentuan 

amar tersebut dinarasikan 

dalam posita dan petitum 

gugatan; 

3. Dalam rangka pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 

2017, untuk memberi 
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perlindungan hukum bagi 

hak-hak istri pasca 

perceraian, pelaksanaan PP 

Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil, yang 

telah diubah dengan PP 

Nomor 45 Tahun 1990, 

pembagian gajinya harus 

dinyatakan dalam amar 

putusan secara declaratoir 

yang pelaksanaannya 

melalui instansi yang 

bersangkutan; 

4. Perkawinan dengan istri 

kedua, ketiga dan keempat 

yang dilakukan tanpa izin 

pengadilan dan tidak 

beritikad baik, tidak 

menimbulkan akibat 

hukum terhadap hak-hak 

kebendaan antara suami 
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istri yang berupa nafkah 

zaujiyah, harta bersama dan 

waris; 

5. Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 10 Tahun 2020 

tentang tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2020 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan 

Tidak memuat ketentuan 

hukum terkait hak-hak istri 

dan anak pasca perceraian; 

6. Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 2021 

tentang tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2021 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan 

Untuk memenuhi asas 

kepentingan terbaik bagi anak 

dan pelaksanaan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017, terhadap 

pembebanan nafkah anak, istri 

dapat mengajukan 

permohonan penetapan sita 

terhadap harta milik suami 

sebagai jaminan pemenuhan 

nafkah anak dan objek jaminan 

tersebut diuraikan secara rinci 
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dalam posita dan petitum 

gugatan, baik konvensi, 

rekonvensi ataupun gugatan 

tersendiri; 

7. Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2022 

tentang tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2022 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan 

1. Untuk menjamin 

terwujudnya asas 

kepentingan terbaik bagi 

anak dalam perkara harta 

bersama yang objeknya 

terbukti satu-satunya 

rumah tempat tinggal 

anak, gugatan tersebut 

dapat dikabulkan, akan 

tetapi pembagiannya 

dilaksanakan setelah anak 

tersebut dewasa atau 

sudah menikah; 

2. Dalam pelaksanaan 

eksekusi hak asuh anak, 

jika anak tidak bersedia 

ikut Pemohon eksekusi 

maka eksekusi dianggap 

non-executable, 
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sedangkan jka anak tidak 

ditemukan maka dapat 

ditunda sebanyak 2 (dua) 

kali dan apabila tidak juga 

ditemukan maka eksekusi 

dianggap non-executable. 

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 

Mahkamah Agung
85

  

Upaya pembaruan hukum  keluarga Islam melalui prodak hukum 

Mahkamah Agung pada hakekatnya sudah dilaksanakan sejak 2012, 

sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

142/KMA/SK/IX/2011, tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman 

Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
86

 Ketentuan teknis yustisial 

dalam kontek hak-hak istri dan anak pasca percerain sejak tahun 2012-

2016, pada pokoknya sebagai berikut:
87

 

1) Gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat 

dikomulasikan dengan perkara perceraian; 

2) Ditetapkannya kriteria penentuan besaran mut‟ah, nafkah „iddah 

dan nafkah anak berdasarkan pertimbangkan kemampuan suami 

                                                             
85

 Agung RI, ―Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung.‖ 
86

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Kompilasi%20Peratu

ran%20Sistem%20Kamar%20Pada%20Mahkamah%20Agung%20full.pdf, dikases pada hari 

Kamis, 24 Agustus 2023, pukul 10.57 WIT. 
87

 Kompilasi Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Cet. V, (Jakarta Pusat: 

Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020),128-142. 
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dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take 

home pay suami; 

3) Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam 

gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara 

ex-officio siapa pengasuh anak tersebut; 

4) Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah 

anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada 

dalam asuhan ibunya. 

Berkaitan tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian selain 

diatur dalam Perma dan Sema, Direktorat Jenderal Peradilan Agama  

sebagai salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung yang bertugas 

membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan 

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata 

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama telah melakukan 

kebijakan dalam jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak 

pasca perceraian sebagai berikut:
88

  

a. Memastikan tersediannya informasi mengenai hak-hak perempuan 

dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan 

pengadilan dalam bentuk flyer, brosur, benner, informasi TV 

media, dan website; 

                                                             
88

https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-
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b. Memastikan PTSP memberikan pelayanan dan informasi yang 

diperlukan para pihak berperkara dan posbakum memaksimalkan 

pelayanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau 

bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak 

berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; 

c. Menyediakan tamplate (blanko/formulir) surat gugatan yang 

mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca 

perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, posbakum, dan 

aplikasi gugatan mandiri; 

d. Menata kembali layout Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen 

Nomor 1403.b/Dja/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan 

Keputusan Dirjen Nomor 1717/Dja/SK/OT.01.3/8/2018 tentang 

Peningkatan Kualitas Layanan; 

e. Hakim dapat mempedomani seluruh aturan terkait jaminan 

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian; 

f. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan 

dijalankannya isi putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak 

perempuan dan anak pasca perceraian. 

Kesemua regulasi-regulasi tersebut, yang telah dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung menurut Amran Suadi bertujuan untuk:
89

 

                                                             
89

 Suadi, ―Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak 

Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan,‖ 365. 
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a. Memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian.  

b. Sebagai petunjuk teknis yudisial bagi para hakim dalam mengadili 

perkara perceraian, sehingga putusannya dapat memberikan rasa 

keadilan bagi istri dan perlindungan bagi anak; 

c. Sebagai jaminan kepastian hukum atas hak-hak istri dan anak 

akibat perceraian. 

d. Sebagai pedoman hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara 

istri yang berhadapan dengan hukum, sehingga terhindar dari kesan 

diskriminatif terhadap istri dan penjaminan perlindungan yang 

setara antara istri dan laki-laki. 

C. Perbandingan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Hak-Hak 

Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-

Undangan dan Produk Hukum Mahkamah Agung 

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. akibat 

perceraian secara sosial dan ekonomi akan berdampak signifikan pada 

seorang istri dan anak. Istri harus berusaha mencari biaya hidup sehari-hari 

yang selama ini dinafkahi suami, biaya kebutuhan anak baik untuk 

kehidupan sehari-hari dan pendidikan harus dicukupi oleh istri. Belum lagi 

beban prikologi dan beban sosial istri di tengah masyarakat yang 

memandang janda cerai sebagai stigma negatif.   

Oleh karena itu, secara normatif baik hukum Islam, hukum 

intenasional dan hukum positif di Indonesia telah memberikan jaminan 
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dan perlindungan tentang adanya hak-hak istri dan anak yang harus 

dipenuhi suami pasca terjadinya perceraian. Sejak Indonesia merdeka 

tercatat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian seperti dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah 

denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, 

dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sesuai 

ketentuan peraturan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, istri dan anak 

pasca perceraian mempunyai hak yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Hak bekas Istri 

1) Mendapatkan separuh dari harta bersama;
90

 

2) Mendapatkan mut‟ah yang layak (baik berupa uang atau benda) 

kecuali qobla al-Dukhul.
91

 

3) Mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa 

„iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyus 

dan dalam keadaan tidak hamil;
92
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 Agama R.I., Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, 50. 
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 Agama R.I., 69. 
92

 Agama R.I., 69. 



122 
 

 

4) Mendapatkan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan 

separoh apabila qabla al-dukhul;
93

 

5) Mendapatkan 1/3 dari gaji suami yang bekerja sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) apabila ada anak dan 1/2 dari gaji suami 

apabila tidak ada anak hingga istri tersebut menikah lagi. 

Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila perceraian disebabkan 

karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan 

atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar 

disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua 

tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah 

atau karena hal lain di luar kemampuannya;
94

 

6)  Mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anaknya yang masih 

belum mumayyiz.
95

 

b. Hak anak pasca orang tuanya bercerai 

1) Mendapatkan pengasuhan, pememeliharaan dan perlindungan dari 

orang tuanya; 

2) Mendapatkan hak untuk ditumbuh kembangkan sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minatnya; 
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 Agama R.I., 69. 
94

 ―Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Bagi Pegawai Negeri SIpil,‖ Pub. L. Nomor LN. 1983/No 13, TLN Nomor 3250 , LL Setkab : 9 

HLM, 10 10 (1983), 4. 
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 Agama R.I., Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
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3) Mendapatkan pengasuhan dari ibunya apabila anak tersebut masih 

belum mumayyiz; 

4) Mendapakan hak untuk memilih untuk mendapatkan hak 

pengasuhan dari ayah atau ibunya ketika anak tersebut sudah 

mumayyiz; 

5) Mendapatkan nafkah anak, biaya pemeliharaan, dan biaya 

pendidikan dari ayahnya sesuai dengan kemampuanya sampai 

anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); 

6) Mendapatkan 1/3 dari gaji ayahnya yang bekerja sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). 

Meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-

undangan tersebut, namun pemenuhan atas hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian sering terabaikan. Menurut Khoirudin Nasution hal ini 

disebabkan karena:
96

 

a. Hakim tidak menggunakan hak ex officio; 

b. Ibu/ istri tidak hadir dalam proses penyelesaian perkara cerai talak 

tersebut, sehingga tidak ada gugatan rekonvensi terkait hak-hak istri 

dan anak pasca perceraian; 

c. Meskipun sudah ada keputusan hakim tentang pemenuhan hak-hak 

istri dan anak, tetapi suami/bapak tidak melaksanakan isi putusan 

tersebut; 

                                                             
96

 Nasution, ―Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,‖ 5. 
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d. Dalam perkara cerai gugat, istri tidak mengkomulasikan gugatannya 

dengan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. 

Selain ketentuan tersebut, perkara cerai gugat tidak mudah dilakukan 

dengan capaian keadilan bagi istri. Banyak hasil putusan yang 

mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan 

melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi 

petaka ketika harus kehilangan hak nafkah dan terpisahkan dari anak-anak 

mereka karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena 

predikat janda yang disandangnya.
97

 Selain itu, banyak kasus akibat 

perceraian istri menjadi kepala keluarga dan berada dalam ekonomi lemah. 

Penderitaan ini tidak hanya disandang oleh istri, anak juga mengalamai 

penderitaan yang sama. Dimana mereka banyak yang ditelantarkan dan 

tidak diberikan nafkah oleh ayahnya akibat adanya perceraian. Sehingga 

anak-anak korban perceraian orang tuanya tidak ada kepastian dan jaminan 

atas kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang orang tuanya 

secara utuh, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan peundang-

undangan.  

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung sebagai 

lembaga yang menjalankan mandat kekuasaan kehakiman di Indonesia dan 

pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Maka 

Mahkamah Agung melalui salah satu kewenangannya untuk mengatur, 

telah menebitkan peraturan terkait jaminan perlindungan dan kepastian 

                                                             
97

 Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah, ―Pendampingan Hak-

Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,‖ JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan 

Sosial 1, Nomor 2 (30 September 2019): 81, https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19. 
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hukum atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian, yang tertuang dalam 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan 

beberapa surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pemberlakuan 

rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Poin penting dalam regulasi yang telah 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut terkait tentang pemenuhan 

hak-hak istri dan anak  pasca perceraian adalah sebagai berikut: 

a. Hakim memahami dan menerapkan dalam mengadili perkara 

perermpuan berhadap dengan hukum asas tentang kesetaran gender, 

non diskrimintif, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 

persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum;
98

 

b. Hakim mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 

mengakibatkan diskriminasi terhadap istri;
99

 

c. Hakim menjamin hak istri terhadap akses yang setara dalam 

memperoleh keadilan;
100

 

d. Pembayaran kuwajiban akibat perceraian, khusunya nafkah „iddah, 

mut‟ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan 

dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
101
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 ―Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,‖ Pub. L. Nomor BN.2017/Nomor 

1084, 3 3 (2017), 5. 
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 Pasal 3 ayat (2)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, 5. 
100

 Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, 5. 
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e. Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus 

mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan 

akses kepada orang tuanya yang tidak memegang hak hadhanah untuk 

bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim 

harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberikan hak akses 

kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan 

alasan untuk mengajukan ggugatan pencabutan hak hadhanah;
102

  

f. Hakim dalam menetapkan Nafkah madliyah, nafkah „iddah, mut‟ah 

dan nafkah anak kepada suami harus mempertimbangkan rasa 

keadilan dan kepatutan dengan mengadili fakta kemampuan ekonomi 

suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak;
103

  

g. Kuwajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, 

maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut‟ah dan 

nafkah „iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;
104

  

h. Anak berhak atas nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang 

dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau 

orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;
105
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 Mahkamah Agung RI, ―Huruf C, angka 1 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,‖ 1 § (2017), 17. 
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 Agung RI, Huruf C, angka 4 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, 18. 
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104

  Huruf C, angka 3 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, 14. 
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i. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak istri 

pasca perceraian, maka amar pembayaran kuwajiban suami terhadap 

istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambangkah 

kalimat sebagai berikut ―yang dibayar sebelum Tergugat mengambil 

akta cerai‖ dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita 

dan petitum;
106

  

j. Dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak istri pasca 

perceraian, pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah 

dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, pembagian gaji PNS harus 

dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang 

pelaksanaanya melalui instansi masing-masing;
107

   

k. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan 

PERMA Nomor 3 tahun 2017, istri dapat mengajukan permohonan 

penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan 

nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam 

posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun 

gugatan tersendiri;
108

  

l. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak 

dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya 

rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan 
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  Huruf C, angka 1b Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, 5–6. 
107

  Huruf C, angka 1 c Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, 6. 
108

 Mahkamah Agung RI, ―Huruf C, angka 1 a Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,‖ 5 § (2021), 6. 
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tetapi pembagiannya dilakukan setelah anak tersebut dewasa (berusia 

21 tahun) atau sudah menikah;
109

 dan 

m. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia 

ikut Pemohon eksekusi maka eksekusi dianggap non-executable, 

sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 

(dua) kali dan apabila tidak ditemukan maka eksekusi dianggap non-

executable.
110

 (Huruf C, angka 5 b, SEMA Nomor 1 Tahun 2022). 

Berdasarkan uraian diatas, maka produk hukum Mahkamah Agung 

sejak 2017 sampai dengan 2022, melakukan pembaruan  hukum keluarga 

Islam di Indonesia dalam konteks hak-hak istri dan anak pasca perceraian. 

 

Tabel. 2 Pembaruan Kaidah Hukum Islam  

Yang Tertuang Dalam SEMA Tahun 2017 - 2022 

No Kaidah Hukum Lama Kaidah Hukum Baru 

1. Dalam amar putusan cerai 

talak, tidak perlu 

menambahkan kalimat 

―memerintahkan Pemohon 

untuk membayar atau 

melunasi beban akibat 

Pembayaran kuwajiban akibat 

perceraian, khusunya nafkah 

„iddah, mut‟ah dan nafkah 

madliyah dapat dicantumkan 

dalam amar putusan dengan 

kalimat dibayar sebelum 

                                                             
109

 Mahkamah Agung RI, ―Huruf C, angka 1 a Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai 
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perceraian sesat sebelum atau 

sesudah pengucapan ikrar 

talak‖, karena menimbulkan 

eksekusi premature (Huruf C, 

angka 12 SEMA Nomor 3 

tahun 2015) 

pengucapan ikrar talak (Huruf C, 

angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 

2017); 

2. Dalam hal terjadinya 

perceraian, pemeliharaan anak 

yang belum mumayyiz atau 

belum berusia 12 tahun adalah 

hak ibu, sedangkan 

pemeliharaan anak yang sudah 

mumayyiz diserahkan kepada 

anak untuk memilih diantara 

ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaan 

dan biaya pemeliharaan 

ditanggung oleh ayah (Pasal 

105 Intruksi Presiden Nomor 

1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam); 

Dalam amar penetapan hak asuh 

anak (hadhanah) harus 

mencantumkan kewajiban 

pemegang hak hadhanah 

memberikan akses kepada orang 

tuanya yang tidak memegang hak 

hadhanah untuk bertemu dengan 

anaknya. Dalam pertimbangan 

hukum, majelis hakim harus pula 

mempertimbangkan bahwa tidak 

memberikan hak akses kepada 

orang tua yang tidak memegang 

hak hadhanah dapat dijadikan 

alasan untuk mengajukan gugatan 

pencabutan hak hadhanah (Huruf 

C, angka 4, SEMA Nomor 1 

Tahun 2017);  
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3.  Kriteria penentuan besaran 

mut‟ah, nafkah „iddah dan 

nafkah anak adalah 

mempertimbangkan 

kemampuan suami dan 

kepatutan, seperti lamnya 

masa perkawinan besaran take 

home pay suami (Rumusan 

Rapat Pleno Kamar Agama, 

angka 16, SEMA Nomor 7 

Tahun 2012) 

Nafkah madliyah, nafkah „iddah, 

mut‟ah dan nafkah anak harus 

mempertimbangkan rasa keadilan 

dan kepatutan dengan mengadili 

fakta kemampuan ekonomi suami 

dan fakta kebutuhan dasar hidup 

istri dan anak (Huruf C, angka 2, 

SEMA Nomor 3 Tahun 2018) 

4. Lembaga pemenuhan hak-hak 

istri pasca perceraian terdapat 

dalam permohonan cerai 

talak, jika cerai gugat hak istri 

mendapatkan mut‟ah dan 

nafkah madliyah tidak dapat 

dituntut (Pasal 149 dan Pasal 

158 Intruksi Presiden Nomor 

1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam)  

Kuwajiban suami akibat 

perceraian terhadap istri yang 

tidak nusyuz, maka istri dalam 

perkara cerai gugat dapat 

diberikan mut‟ah dan nafkah 

„iddah sepanjang tidak terbukti 

nusyuz. (Huruf C, angka 3, SEMA 

Nomor 3 Tahun 2018) 

5.  Kewajiban ayah memberi 

nafkah kepada anaknya adalah 

Nafkah lampau (nafkah madliyah) 

anak yang dilalaikan oleh ayahnya 
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lil intifa‟, bukan littamlik 

maka kelalaian seorang ayah 

yang tidak memberi 

nafkahkepadaanaknya (nafkah 

madhiyah anak) tidak bisa 

digugat (Yurisprudensi 

Mahkamah Agung 

Nomor608K/AG/2003, 

tanggal 23 Maret 2005) 

dapat diajukan gugatan oleh 

ibunya atau orang yang secara 

nyata mengasuh anak tersebut 

(Huruf C, angka 1 a, SEMA 

Nomor 1 Tahun 2019 ) 

6. Kuwajiban suami akibat 

perceraian terhadap istri yang 

tidak nusyuz, maka istri dalam 

perkara cerai gugat dapat 

diberikan mut‟ah dan nafkah 

„iddah sepanjang tidak 

terbukti nusyuz. (Huruf C, 

angka 3, SEMA Nomor 3 

Tahun 2018) 

Dalam rangka memberikan 

perlindungan hukum bagi hak-hak 

istri pasca perceraian, maka amar 

pembayaran kuwajiban suami 

terhadap istri pasca perceraian 

dalam perkara cerai gugat dapat 

menambangkah kalimat sebagai 

berikut ―yang dibayar sebelum 

Tergugat mengambil akta cerai‖ 

dengan ketentuan amar tersebut 

dinarasikan dalam posita dan 

petitum (Huruf C, angka 1 b, 

SEMA Nomor 1 Tahun 2019) 

7. Apabila perceraian terjadi atas Dalam rangka perlindungan 
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kehendak Pegawai Negeri 

Sipil pria maka ia wajib 

menyerahkan sebagian 

gajinya untuk penghidupan 

bekas isteri dan anak-anaknya. 

(Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 

1983) 

hukum bagi hak-hak istri pasca 

perceraian, pelaksanaan PP 

Nomor 10 Tahun 1983, yang telah 

diubah dengan PP Nomor 45 

Tahun 1990, pembagian gaji PNS 

harus dinyatakan dalam amar 

putusan secara declaratoir yang 

pelaksanaanya melalui instansi 

masing-masing  (Huruf C, angka 

1 c, SEMA Nomor 1 Tahun 2019) 

8. Semua biaya hadhanah dan 

nafkah anak menjadi tanggung 

jawab ayah menurut 

kemampuanya  sampai anak 

tersebut dewasa (21 tahun) 

(Pasal 156 huruf d, Intruksi 

Presiden Nomor 1 tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum 

Islam ); 

Untuk memenuhi asas 

kepentingan terbaik bagi anak dan 

pelaksanaan PERMA Nomor 3 

tahun 2017, istri dapat 

mengajukan permohonan 

penetapan sita terhadap harta 

milik suami sebagai jaminan 

pemenuhan nafkah anak dan 

objek jaminan tersebut diuraikan 

secara rinci dalam posita dan 

petitum gugatan, baik dalam 

konvensi, rekonvensi ataupun 

gugatan tersendiri (Huruf C, 
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angka 1 a, SEMA Nomor 5 Tahun 

2021); 

9. Setiap perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap, 

dapat diajukan eksekusi ke 

Pengadilan 

Untuk menjamin terwujudnya 

asas kepentingan terbaik bagi 

anak dalam perkara harta bersama 

yang objeknya terbukti satu-

satunya rumah tempat tinggal 

anak, gugatan tersebut dapat 

dikabulkan, akan tetapi 

pembagiannya dilakukan setelah 

anak tersebut dewasa (berusia 21 

tahun) atau sudah menikah (Huruf 

C, angka 1 a, SEMA Nomor 1 

Tahun 2022) 

10. Putusan yang bersifat 

condemnatoir (menghukum) 

harus bisa di eksekusi 

Dalam pelaksanaan eksekusi hak 

asuh anak, jika anak tidak 

bersedia ikut Pemohon eksekusi 

maka eksekusi dianggap non-

executable, sedangkan jika anak 

tidak ditemukan, maka dapat 

ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan 

apabila tidak ditemukan maka 

eksekusi dianggap non-executable 
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(Huruf C, angka 5 b, SEMA 

Nomor 1 Tahun 2022) 

Berdasarkan uraian diatas, lahirnya Perma dan Sema tidak lepas dari 

permasalahan yang ada di masyarakat terkait hak-hak istri dan anak pasca 

percerain dan hukum yang ada kurang mengakomodir kepentingan 

mereka. Sehingga, Mahkamah Agung melalui kewenangannya telah 

melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dalam rangka memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi istri dan anak pasca perceraian.  

Hal tersebut merupakan wujud ijtihad Mahkamah Agung, yang selaras 

dengan teori maqasidul syariah yang digagas oleh Jasser Auda dengan 

teori sistemnya.
111

 Mengingat produk  hukum Mahkamah Agung tersebut 

tidak lepas dari isu-isu terkait gender, kemanusaian, hak asasi manusia, 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
112

  Sehingga pembaruan 

hukum keluarga Islam melalui produk hukum Mahkamah Agung tersebut 

menganut prinsip maslahat yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan, 

sehingga pembaruan hukum keluarga Islam dapat melahirkan 

kemaslahatan bagi masyarakat baik bersifat dharuriyat, hajjiyat dan 

tahsiniyat.
113

 

Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh Mahkamah 

Agung, mengingat Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional 
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terkait tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discriminations Againts Women (CEDAW)) pada tahun 1984 dan 

konvensi tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) pada 

tahun 1990.
114

 Konsekuensi hukum atas kedua rativikasi konvensi 

internasional tersebut secara yuridis Indonesia terikat dan tunduk pada 

perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut menjadi bagian dari sistem 

hukum nasional.
115

 Sehingga telah diratifikasi atas kedua konvensi 

tersebut, memberikan hak dasar yang berkaitan dengan masalah 

perlindungan hak-hak perempuan (istri) dan anak pasca perceraian. 

Dalam kontek hak-hak istri pasca perceraian, dalam Konvensi 

CEDAW tidak disebutkan secara jelas dan tegas hak-hak istri pasca 

perceraian. Konvensi CEDAW memuat 3 prinsip penting dalam 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ketiga 

prinsip tersebut yaitu: 

a. Prinsip persamaan substantif yang memandang persamaan laki-laki 

dan perempuan.  

b. Prinsip non diskriminatif; 

c. Prinsip kewajiban negara untuk bertanggungjawab dalam memastikan 

terwujudnya persamaan. 
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Dalam kontek hak-hak perempuan pasca perceraian, Konvensi 

CEDAW mewajibkan negara yang telah meratifikasinya  untuk:
116

 

a.  Memberikan perempuan hak atas tunjangan keluarga; 

b.  Persamaan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum; 

c.  Memberikan kapasitas hukum yang sama dalam masalah perdata, 

baik dalam pembuatan perjanjian, pengelolaan kekayaan, tahapan dan 

prosedur persidangan; 

d. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan dan dalam hal 

putusnya perkawinan; 

e. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orangtua dan ketika 

terjadi masalah terhadap perkawinan orang tunya, maka kepentingan 

anak-anak mereka harus didahulukan; 

f. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, 

pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak; 

Sedangkan dalam kontek hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya, 

Convention on the Rights of the Child (CRC) tidak mengaturnya secara 

jelas dan pati juga. Namun CRC memberikan 4 prinsip penting dalam 

pemenuhan hak-hak anak, yaitu prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip 

larangan diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip untuk 

hidup dan berkembang dan prinsip hak untuk perpartisipasi.
117

 Dalam 
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kontek hak-hak anak dalam kontek hukum, keluarga dan kesejahteraan 

anak, Konvensi CRS memberikan kuwajban negara untuk:
118

 

a. Negara menjamin anak akan dilindungi terhadap semua bentuk 

diskriminasi; 

b. Negara menjamin semua tindakan yang menyangkut anak, baik 

dilakukan oleh lembaga swasta, pemerintah, pengadilan dan badan 

legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan 

yang utama; 

c. Negara menjamin bahwa anak akan mendapatkan perindungan dan 

perawatan yang diperlukan bagi kesejahteraanya, dengan 

memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali atau 

perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak 

itu; 

d. Negara menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari 

orang tuanya, kecuali ada putusan pengadilan dan ketentuan 

perundang-undangan demi kepentingan terbaik untuk anak; 

e. Negara menjamin pengakuan atas prinsip bahwa para orang tua 

mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan atau 

membina anak dan kepentingan terbaik bagi anak merupakan 

kepentingan yang utama; 

f. Negara akan mengambil semua langkah legislatif, adminitratif sosial 

dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan 
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fisik dan mental, cidera dan penyalah gunaan, penelantaran atau 

perlakuan salah atau eksploitasi, dalan lain sebagainya ketika berada 

dalam asuhan orang tua, wali atau orang lain yang memelihara anak; 

g. Negara mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi 

pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak; 

h. Negara menjamin pengakuan atas prinsip bahwa orang tua 

mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan 

membina anak. 

i. Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul 

tanggung jawab utama untuk menjamin kesejahteraan anak sesuai 

batas kemampuan dan keuangan mereka; 

Jika diperbandingkan pembaruan hukum keluarga Islam yang termuat 

dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum Mahkamah 

Agung terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan 

mempedomani hak-hak Perempuan dalam Konvensi CEDAW dan Hak-

hak anak dalam Konvensi CRC, maka akan diperoleh perbandingan 

sebagai berikut:  

a. Produk hukum Mahkamah Agung lebih lebih komprehensif dalam 

memberikan pedoman dalam mengadili perkara perempuan dan anak 

berhadapan dengan hukum jika dibandingkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Hal ini dapat dilihat Pasal 2 Perma 

Nomor 3 Tahun 2017, yang berisikan asas-asas dalam mengadili 

perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Asas-asas 
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tersebut yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non 

diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Tujuan atas penerapan peraturan Mahkamah Agung tersebut, 

hakim yang mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan 

dapat:
119

 

1) Memahami dan menerapkan asas dimaksud dalam Pasal 2 

tersebut; 

2) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara yang dapat 

menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; 

3) Menjamin hak perempuan dan anak terhadap akses yang setara 

dalam memperoleh keadilan. 

Konsekuensi atas adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 tersebut, hakim pemeriksa perkara perempuan dan anak 

berhadapan dengan hukum agar mempertimbangkan kesetaraan 

gender dan non diskriminasi. Selain itu, semua produk hukum 

Mahkamah Agung yang dibawah Peraturan Mahkamah Agung harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2017. Misalnya dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam rumusan kamar 

agama poin C, angka 1, dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan 

Perma Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum 
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bagi hak-hak istri pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban 

akibat perceraian, khususnya nafkah „iddah, mut‟ah dan nafkah 

madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat 

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.  

Begitupun juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2021, untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the 

best interest of child) dan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, 

istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta 

milik suami sebagai jamina pemenuhan nafkah anak.
120

  

b. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum materil bersifat umum, 

yang mengatur hak-hak istri dan anak pasca perceraian seperti nafkah 

„iddah, mut‟ah, nafkah madliyah, nafkah anak hingga dewasa, dan 

lain sebagainya. Sedangkan produk hukum Mahkamah Agung sebagai 

hukum formil yang memuat hal-hal yang dapat mengatur kelancaran 

penyelenggaraan peradilan. Sehingga produk hukum Mahkamah 

Agung dapat memberikan pedoman secara teknis mekanisme beracara 

dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian sesuai 

dengan prinsip hukum internasional, hukum Islam dan niai-nilai yang 

hidup dimasyarakat.  

Misalnya dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, mengandung 

ketentuan hukum bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak 

(hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah 
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memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak 

hadhanah untuk bertemu dengan anak. Dan jika tidak memberikan 

hak akses kepda orang tua tersebut, dapat dijadikan alasan untuk 

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.
121

 Ketentuan ini lahir, 

atas dasar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Convention on the 

Rights of the Child, yang menekankan seorang anak tidak akan 

dipisahkan dari orang tuanya dan orang tua mempunyai tanggung 

jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. 

c. Produk hukum Mahkamah Agung bersifat mengisi kekosongan hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya 

belum diaturnya hak-hak perempuan ketika terjadi cerai gugat. Dalam 

rangka mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung 

mengeluarkan Sema Nomor 3 tahun 2018 jo Sema 1 tahun 2019 telah 

melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dengan kebijakan istri 

dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut‟ah dan nafkah „iddah 

sepanjang tidak terbukti nusyuz dan amar pembayaran kuwajiban suami 

terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat 

menambahkah kalimat sebagai berikut ―yang dibayar sebelum Tergugat 

mengambil akta cerai‖.   

Begitupun juga terkait pemenuhan nafkah anak, melalui Sema 

Nomor 5 Tahun 2021, untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi 

anak dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, istri dapat 
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mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami 

sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut 

diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam 

konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.  

Produk hukum Mahkamah Agung tersebut berangkat bentuk ijtihad 

dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang didasarkan printah 

Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 241 dan prinsip-prinsip dalam 

Konvensi CEDAW dan Konvensi CRC.  

Dalam hukum Islam, ketika terjadi cerai talak suami wajib 

menyerahkan kepada istrinya mut‟ah. Pemberian mut‟ah merupakan 

printah Allah kepada para suami agar selau mempergauli istri dengan 

prinsip imsak bil ma‟ruf aw tasrihu bi ihsan (mempertahankan ikatan 

perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/ menceraikan dengan 

kebajikan). Tujuan printah ini adalah menjaga hubungan baik antara 

suami dan mantan istri serta keluarganya dan sebagai sarana yang 

disediakan Islam sebagai obat pelipur lara bagi istri yang telah dijatukan 

talaknya oleh suami.
 122

 

Selain itu, dalam konvensi Pasal 13 Konvensi CEDAW dalam 

rangka penghapusann diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang 

kehidupan ekonomi dan sosial lainya, perempuan mempunyai hak atas 

tunjangan keluarga. Begitupun juga dalam Pasal 19 Konvensi Hak-Hak 

Anak, yang menyatakan bahwa negara akan melindungi anak dari 
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semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran atau perlakuan 

yang salah dan lain sebagainya.   

Sehingga berdasarkan uraian diatas, pembaruan hukum yang 

dilakukan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Sema Nomor 

3 Tahun 2018 jo Sema 5 Tahun 21 sebagai ijtihad progresif dalam 

rangka memastikan perempuan dan anak tidak semakin menderita 

akibat perceraian.  

d. Produk hukum Mahkamah Agung lebih aktual dan progresif sesuai 

ketentuan dalam prinsip hukum internasional (CEDAW dan CRC) 

dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait hak-hak perempuan 

dan anak pasca perceraian dibandingkan peraturan perundang-

undangan. Hal ini dikarenakan produk Mahkamah Agung dibuat setelah 

Indonesia meratifkasi kedua konvensi tersebut dan  difungsikan sebagai 

pedoman yustisial dalam menyelesaikan permasalahan teknis yudisial 

yang terjadi dipengadilan.  

Misalnya peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah 

gugatan nafkah madliyah anak,  melalu Sema Nomor 2 Tahun 2019 

nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya 

dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata 

mengasuh anak tersebut.
123

 Begitupun juga terkait eksekusi harta 

bersama, untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi 

anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya 
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rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan 

tetapi pembagiannya dilakukan setelah anak tersebut dewasa (berusia 

21 tahun) atau sudah menikah.
124

 (Huruf C, angka 1 a, SEMA Nomor 1 

Tahun 2022. 

Ketentuan dalam kedua sema tersebut, selaras dengan prinsip 

Konvensi CRS yang salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak 

dalam rangka memberikan jaminan atas kesejahteraan anak meskipun 

terjadi perceraian kedua orang tuanya. Orang tua tetap berkewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan hidup atas anak. 

e. Pembaruan hukum keluarga melalui produk hukum Mahkamah Agung 

bisa dilakukan secara cepat dan tepat, sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan perkembangan masyarakat dalam penjaminan hak-hak istri 

dan anak pasca perceraian. Hal ini dikarenakan pembuatan produk 

hukum Mahkamah Agung lahir atas dasar permasalahan hukum di 

satuan kerja di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, 

kemudian diplenokan dalam rapat pleno kamar hakim agung. Hasil dari 

rumusan rapat pleno kamar, kemudian dituangkan dalam surat edaran 

Mahkamah Agung dan diberlaku sebagai pedoman dalam penanganan 

perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung mapaun badan 

peradilan dibawahnya. Beda halnya dengan peraturan perundang-

undangan, proses pembuatan atau perubahannya membutuhkan 

mekanisme tertentu sesuai ketentua dalam Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022. 

Berdasarkan subtansi hukum yang termuat dalam peraturan perundang-

undangan dan produk hukum Mahakmah Agung tersebut mempunyai ruh 

yang sama dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu 

perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian, sehingga istri dan anak tidak semakin mendirita akibat dari 

perceraian. Karena esensi hukum diciptakan dengan tujuan untuk 

terwujudnya keadilan, ketentraman dan keteraturan dalam masyarakat. 

Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Talāq ayat 6: 

 وَاِفْ كُنَّ 
 
رُّوْىُنَّ لتُِضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

نْ وُّجْ كُِمْ وََ  تُضَاٰۤ تُمْ مِّ اَسْكِنػُوْىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنػْ
 فاَِفْ ارَْضَْ نَ لَكُمْ فآَتػُوْىُنَّ اجُُوْرَىُنَّۚ 

ۚ
اوُلِٓ  حَمْلٍ فاَنَْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّّٓ يَضَْ نَ حَمْلَهُنَّ

 وَاِفْ تػََ اسَْ بًُْ فَسَتػُْ ضِعُ لوَ اخُْٓ    
نَكُمْ ِ َْ ُ وْؼٍۚ  وَأْتََُِ وْا بػَيػْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 

jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
125

 

 

Dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, hak-hak 

setiap warga negara harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum. 
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Pelanggaran terhadap hak seseorang dengan cara merampas atau 

mencederai haknya sama artinya dengan melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum. Apalagi jika pihak yang menjadi korban pelanggaran 

hak tersebut adalah pihak yang rentan seperti perempuan dan anak, maka 

perlindungan hukum terhadap mereka harus lebih mendapatkan perhatian 

yang serius dari negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan-kebijakan lainnya. 

Dengan adanya jaminan dan kepastian hukum tersebut istri sebagai 

women headed
126

 dan berada dalam ekonomi lemah, mendapatkan 

perhatian khusus dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dan mereka 

tidak semakin menderita atas beban kehidupan yang dipukulnya pasca 

bercerai dengan suaminya.
127

 Begitupun juga dengan anak pasca orang 

tuanya berceraia adanya jaminan dan kepastian akan hak-hak dasar dan 

kepentingan mereka.  Sehingga hakim dalam memutus perkara perceraian, 

harus peka dan responsif atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian. 

Pembebanan atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian dapat dilakukan 

hakim melalui dua cara, yaitu secara ex-officio dan dijatuhkan atas dasar 

adanya gugatan cerai yang dikomulasikan. 

 

 

                                                             
126

 Women headed berarti perempuan yang memikul tanggung jawab tunggal menghidupi 

keluarga. Ernawati Ernawati, ―Menyibak Perempuan Kepala Keluarga,‖ MUWÂZÂH 5, Nomor 2 

(Desember 2013): 156, https://doi.org/10.28918/muwazah.v5i2.343. 
127

 Suadi, ―Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak 

Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan,‖ 360. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pembaruan hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak masa 

kesultanan Islam berkuasa sekitar abad ke 16 dan 17 Masehi, dan terus 

berkembang hingga sekarang. Pola pembaruannya dilakukan dengan dua 

jalur, yaitu jalur struktural dan jalur kultural. Jalur struktural menghasilkan 

prodak hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, qanun, 

yurisprudensi/putusan hakim dan prodak hukum lembaga negara. 

Sedangkan jalur kultural dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, 

seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Persis dan organisasi masyarakat lain-

lain dengan Produk hukumnya berupa fatwa. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada prinsipnya sudah 

menjamin hak-hak istri dan anak akibat perceraian dari suaminya. Hak-hak 

tersebut diantarnya mut‟ah, nafkah „„iddah, nafkah madliyah dan harta 

bersama. Sedang terhadap anak-anak, anak berhak atas dipelihara oleh 

ibunya ketika belum mumayyiz, biaya hadhanah sampai anak tersebut 

dewasa, jaminan pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak. 

Sedangkan dalam produk Mahkamah Agung, hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian pada prinsipnya sama dengan ketentaun dalam perundang-
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undangan yang ada.  Namun dalam rangka memberikan pedoman dalam 

teknis yustisial dan memberikan kepastian akan hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian, Mahkamah Agung telah membuat pembaruan hukum 

diantaranya yaitu merubah ketentuan hukum acara eksekusi dalam perkara 

perceraian, sehingga hak-hak istri dapat dibayarkan sebelum ikrar talak, 

cerai gugat mendapatkan mu‟at dan nafkah „„iddah sepanjang tidak 

terbukti nusyus, nafkah madliyah anak yang dilalaikan ayahnya dapat 

dituntut oleh ibunya, dan lain sebagainya. 

Perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia 

dalam kontek hak-hak istri dan anak pasca perceraian antara peraturan 

perundang-undangan dan produk hukum Mahkamah Agung, dapat 

diperbandingkan sebagai berikut:  

1. Produk hukum Mahkamah Agung lebih lebih komprehensif dalam 

memberikan pedoman dalam mengadili perkara perempuan dan anak 

berhadapan dengan hukum jika dibandingkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada.  

2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum materil bersifat umum, 

sedangkan Produk hukum Mahkamah Agung sebagai hukum formil 

yang memuat hal-hal yang bersifat teknis yustisial dalam rangka 

kelancaran penyelenggaraan peradilan.  

3. Produk hukum Mahkamah Agung bersifat mengisi kekosongan 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ; 
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4. Produk hukum mahkamah Agung lebih aktual dan progresif sesuai 

ketentuan dalam prinsip hukum internasional, hukum Islam dan 

hukum adat.  

5. Pembaruan hukum keluarga melalui produk hukum Mahkamah Agung 

bisa dilakukan secara cepat dan tepat, sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan perkembangan masyarakat dalam penjaminan hak-hak 

istri dan anak pasca perceraian. 

B. Saran-Saran  

Istri dan anak dikategorikan sebagai kelompok rentan dan lemah, 

sehingga diperlukan kepastian dan  jaminan perlindungan atas hak-hak 

istri dan anak pasca perceraian. Mengingat Indonesia telah meratifikasi 

Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Againts 

Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang 

menjadi rambu-rambu dunia Internasional dalam perlindungan perempuan 

dan anak. 

Indonesia sebagai sebuah negara, pada telah menerbitkan beberapa 

regulasi yang menjamin atas hak-hak istri dan anak pasca perceraian, 

seperti undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, 

dankompilasi hukum Islam. Namun faktanya istri dan anak ketika terjadi 

perceraian, sangat kesulitan untuk memperoleh hak-haknya tersebut yang 

dikarenakan ketidak tauannya untuk mengajukan tuntutan tersebut yang 

disebabkan minimnya informasi terkait mekanisme pengajuannya di 

pengadilan, hakim tidak menggunakan lembaga ex officio dalam mengadili 
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perkara perceraian untuk menjamin hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian, mahalnya biaya eksekusi atas putusangan pengadilan dan tidak 

ada sangsi hukum kepada suami/ayah yang tidak melaksanakan 

kuwajibannya tersebut sesuai putusan pengadilan. 

Oleh karena ini, kami merekomendasikan kepada pemerintah agar 

mengeluarkan peraturan dalam bentuk perundang-undangan yang 

mengatur tentang sangsi hukum atas kelalain suami yang tidak 

menunaikan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya ketika terjadi 

perceraian dan menerapkan teori interkoneksi sistem dalam pemenuhan 

hak-hak istri dan anak. Kami juga mendorong kepada hakim-hakim di 

Indonesia selalu mempedomani Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan surat 

edaran Mahkamah Agung tentang hasil rapat peleno kamar, sehingga ada 

kesatuan hukum dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian. Selain itu juga, kami mendorong kepada akademi dan 

masyarakat selalui menyuarakan hak-hak istri dan anak pasca perceraian 

demi kepentingan terbaik bagi istri dan anak sebagai generasi bangsa. 

 

 

 

 

 



150 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A Zuhdi, Muhdlor. Memahami Hukum Perkawinan. Bandung: Al Bayan, 1994. 

ADHKI, Tim. Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi 

(Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal). Disunting oleh 

Ahmad Rajafi. Vol. 502. Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY, 2020. 

Agama R.I., Departemen. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan 

Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000. 

Agung RI, Mahkamah. ―Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah 

Agung.‖ https://jdih.mahkamahagung.go.id/ (blog), 31 Maret 2022. 
https://jdih.mahkamahagung.go.id/. 

———. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pub. L. No. 

BN.2017/No. 1084, 3 3 (2017). 

———. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1 § (2017). 

———. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 1 § (2022). 

———. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2 § (2019). 

———. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 3 § (2018). 

———. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 5 § (2021). 

Ahmad, Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013. 

Aiko, Ondra. ―Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus diNagari Pakan Rabaa 

Timur Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan).‖ Al-

Ahkam 22, no. 1 (Juni 2021). 

‘Ali ibn Sultan Muhammad, al-Qari. Mirqat al-Mafatih Syarh Misykah al-

Mashabih. Vol. IV. Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2012. 

Amiriyyah, Nuriel. ―Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian.‖ Jurisdictie: 

Jurnal Hukum dan Syariah 6, no. 1 (2015). 

Ananda Arfa, Faisar, dan Watni Marpaung. Metodologi Penelitian Hukum Islam. 

II. Jakarta: Prenada Media Group, 2018. 

Aristoni, Aristoni, dan Junaidi Abdullah. ―4 Dekade Hukum Perkawinan di 

Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era 

Modernisasi.‖ Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7, no. 

1 (Juni 2016). http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2133. 



151 
 

 

Asmara, Yuda. ―Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang.‖ Hukum 

Online.com (blog), 8 November 2019. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-

undang-undang-lt5da3d5db300a9/. 

Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2007. 

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh 

Munakahat. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: AMZAH, 

2009. 

B, Nurhayati, dan Mal Al Fahnum. ―Hak-Hak Perempuan Menurut Persepektif 

Al-Quran.‖ Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 16, no. 2 (27 

Desember 2017): 186. https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139. 

Badruddin, Badruddin, dan Aditya Prastian Supriyadi. ―Dinamika Hukum Islam 

Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif 

Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer.‖ De Jure: Jurnal Hukum dan 

Syar‟iah 14, no. 1 (29 Juni 2022): 38–57. https://doi.org/10.18860/j-

fsh.v14i1.15512. 

Bangsa-Bangsa, Perserikatan. Convention on the Rights of the Child (1989). 

Cahyani, A. Intan. ―Pembaruan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam.‖ Al 

Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5, no. 2 (27 

Desember 2016): 301–13. https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4850. 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(1981). 

Daud, Fathonah K, dan Nurrohman Syarif. ―Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum 

Keluarga Islam Maroko.‖ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14, 

no. 2 (2021): 14. 

Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahan. Bandung: CV. Penerbit 

Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART), 2005. 

Ernawati, Ernawati. ―Menyibak Perempuan Kepala Keluarga.‖ MUWÂZÂH 5, no. 

2 (Desember 2013). https://doi.org/10.28918/muwazah.v5i2.343. 

Farida, Elfia. ―Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of 

All Forms Discrimination Againts Women (Cedaw) Di Indonesia.‖ 

Masalah-Masalah Hukum (MMH) 40, no. 1 (Oktober 2011). 

Fatmah Nurusshobah, Silvia. ―Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di 

Indonesia.‖ BIYAN 1, no. 2 (Desember 2019). 

https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211. 

Fitriyani, Fitriyani. ―Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum 

Keluarga di Indonesia.‖ TASAMUH: Jurnal Studi Islam 11, no. 2 (2 

September 2019): 249–70. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162. 

Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, Ahmad bin. al-Fawakih al-Diwaniy. 

Bairut: Dar Al-Fikr, 1415. 

Ghazaly, Abd rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2013. 

Hafiz Abu Dawud Sulaiman, Imam. Sunan Abu Dawud. Diterjemahkan oleh 

Yaser Qadhl. Riyadh: Darussalam, 2008. 

Halim, Abdul. Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam 

Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi. 

Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008. 



152 
 

 

Hammad, Muchammad. ―Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah 

Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan 

Yordania.‖ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2014). 

Hamzah, Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah. ―Hak-Hak 

Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.‖ 

Usroh 6, no. 1 (Juni 2022). 

Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. 2 ed. 

Jakarta: Pustaka Kartini, 1993. 

Haris, Munawir. ―Pembaruan Atas Hukum Keluarga di Indonesia: Satu Tinjauan 

Sisiologis.‖ ULUMA 19, no. 1 (2015). 

http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1254. 

Haris Sanjay, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam. 

Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017. 

Hidayana, Muhammad Irvan, Iman Jauhari, dan Azhari Yahya. ―Analisis Yuridis 

Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua.‖ Jurnal 

IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 2 (10 Agustus 2020): 302. 

https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704. 

Hikmatullah, Hikmatullah. ―Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia.‖ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (4 

Januari 2018). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496. 

Hilal, Syamsul, dan Sumper Mulia Harahap. ―‘Iddah in the View of Islam and 

Feminists.‖ Al-„adalah 18, no. 2 (2021): 20. 

Himpunan Kebijakan Mahkamah Agung di Bawah Kepemimpinan M. Hatta Ali 1 

Maret 2012-30 April 2020. I. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020. 

https://kbbi.web.id/baru. ―Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),‖ 2021. 

Imawan, Dzulkifli Hadi. The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama 

Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia. Cetakan 1. 

Yogyakarta: Diva Press, 2021. 

Imron Rosyadi. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam. Jakarta: 

Kencana, 2022. 

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012. Jakarta Selatan: Tim Indonesian 

Legal Rountable, 2013. 

Irawan, Mul, Zulfia Hanum Alfi Syahr, dan Sri Gilang. Perlindungan Hak 

Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama. 1 ed. Jakarta: 

PRENADAMEDIA GROUP, 2019. 

Iskandar, Pranoto. Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual. 

Cianjur: IMR Press, 2010. 

Jamil, Syahril. ―Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.‖ Jurnal Usroh 3, 

no. 1 (Juni 2017). 

Kamaludin Yusup, Deni, dan Fahadil Amin Al Hasan. ―Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama.‖ Jurnal Yudisial 15, 

no. 3 (Desember 2022). https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536. 

Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 

2013. 

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum. Pustaka Buana, 2014. 



153 
 

 

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUH Perdata, KUHP,  KUHAP. 

Bandung: Pustaka Buana, 2014. 

Latief, Muhammad Nur Hasan. ―Pembaharuan Hukum Keluarga Serta 

Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan 

Status Wanita.‖ Jurnal Hukum Novelty 7, no. 2 (1 Agustus 2016): 196. 

https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467. 

Lestari, Raissa. ―Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak 

(Convention On The Rights Of The Child ) di Indonesia ( Studi Kasus : 

Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-

2015).‖ JOM FISIP 4, no. 2 (Oktober 2017). 

Luhulima, Achie Sudianti. Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: 

Yayasan Obor Rakyat, 2008. 

Malik Kamal bin As-Sayid Salim, Abu. Shahih Fikih Sunnah JIlid 3. 

Diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007. 

Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007. 

Mansari, Mansari, dan Moriyanti Moriyanti. ―Sensitivitas Hakim Terhadap 

Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian.‖ Gender Equality: 

International Journal of Child and Gender Studies 5, no. 1 (14 Oktober 

2019): 43. https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377. 

Mardani, Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017. 

Misno BP, Abdurrahman, ed. Panorama Maqashid Syariah. Bandung: CV. Media 

Sains Indonesia, 2021. 

Mokaliran, Enjelina Venesia, Cornelis Dj Massie, dan Caecilia J J Waha. 

―Implementasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenagakerja Perempuan di Indonesia.‖ Lex 

Administratum XI, no. 2 (April 2023). 

Muamar, Afif. ―Politik Hukum Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.‖ 

Inklusif 2, no. 1 (2017): 18. 

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020. 

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004. 

Mu‘In, Fathul, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, dan Susi Nur Kholidah. 

―Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan 

Status Perempuan.‖ Legal Studies Journal 2, no. 1 (2022): 17. 

Mukhtar, Kamal. Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974. 

Mukti Arto, A. Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015. 

Mulyawan, Fitra, dan Dora Tiara. ―Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman 

Penjajahan Belanda dan Jepang.‖ Unes Law Review 3, no. 2 (Desember 

2020). https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2. 

Musawwamah, Siti, dan Eka Susylawati. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung 

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum di Peradilan Agama. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020. 



154 
 

 

Naibaho, Rinsofat, dan Indra Jaya M. Hasibuan. ―Peranan Mahkamah Agung 

dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman.‖ 

Nommensen Journal Of Legal Opinion 2, no. 02 (30 Juli 2021): 203–14. 

https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388. 

Nasution, Khoiruddin. ―Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam 

Kontemporer.‖ Unisia 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. 

https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1. 

———. ―Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam 

Indonesia.‖ Al-‟Adalah 13, no. 1 (Juni 2016): 10. 

Nikmah, Roykhatun. ―Dialektika Status Wanita dalam Pembaharuan Hukum 

Keluarga di Indonesia.‖ BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan 

Anak 5, no. 1 (10 Desember 2020): 38–54. 

https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.3081. 

Nurmila, Ila, Azmi Azizah, dan Robi Awaludin. ―Hak Asuh Anak Akibat 

Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan.‖ Istinbath | Jurnal 

Penelitian Hukum Islam 15, no. 1 (2020): 1. 

https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.272. 

Nyoto, Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, dan Hasep Saputra. 

―Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.‖ Jurnal Darussalam: 

Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 11, no. 2 (30 

April 2020): 479. https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626. 

Pengkajian Hukum Nasional, Tim. Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional 

Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional  Yang Berdampak Pada 

Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Hukum dan HAM, 2007. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. LN. 1975/ No.12, 

TLN No. 3050, LL Setkab : 23 HLM, 9 9 (1975). 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri SIpil, Pub. L. No. LN. 1983/No 13, TLN 

No. 3250 , LL Setkab : 9 HLM, 10 10 (1983). 

Perdana Raya Waruwu, Riki. ―Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA.‖ 

JDIH Mahkamah Agung (blog), 2022. 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-

hukum-dalam-perma. 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Majelis. Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia. XIX. Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI, 

2020. 

Pertiwi, Wiwik Sukarni, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki. ―Implementasi 

CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi 

Pemberian Dowry.‖ Indonesian Journal of Global Discourse 3, no. 1 (Juni 

2021): 55–80. 

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. III. Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005. 

Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. ―Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak 

Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.‖ 



155 
 

 

Yuridika 32, no. 1 (23 Agustus 2017): 167. 

https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842. 

Presiden, Keputusan. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang 

Hak-hak Anak), Pub. L. No. 36, 1 (1990). 

Pribadi, Rinrin Warisni. ―Pembaruan Hukum Islam melalui Yurisprudensi 

Peradilan Agama.‖ At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) 4, no. 1 

(2019): 16. 

Qadri Azizy, A. Hukum Nasional: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum. 1 

ed. Bandung: Teraju, 2004. 

Rahim, Abdurrahman. ―Kepastian Hukum Dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-Hak 

Perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi di Wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta).‖ Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati, 2021. 

Rahman Ghozali, Abdul. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003. 

Rahmi Ria, Wati, dan Muhamad Zulfikar. Hukum Keluarga Islam. Bandar 

Lampung: Zam-zam Tower, 2017. 

Rajafi, Ahmad. ―Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga 

Orde Reformasi.‖ AL-‟ADALAH 14, no. 2 (2017): 311. 

https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059. 

———. ―Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di 

Nusantara.‖ Aqlam: Journal of Islam and Plurality 2, no. 1 (1 Februari 

2018). https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507. 

Ramadhita, Ramadhita. ―Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di 

Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya.‖ De Jure: Jurnal 

Hukum dan Syar‟iah 14, no. 1 (29 Juni 2022): 1–20. 

https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966. 

Ramlah, Ramlah. ―Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan 

Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan 

Pengadilan Agama.‖ Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak 6, 

no. 1 (3 Desember 2021): 1–12. https://doi.org/10.30631/harakatan-

nisa.2021.61.1-12. 

Republik Indonesia, Presiden. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pub. L. No. LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, 1 26 (1974). 

———. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pub. 

L. No. LN. 1985/ No. 73, TLN. No. 3316, 14 (1985). 

———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pub. L. 

No. LN.1989/ No.49 , TLN NO. 3400, 7 (1989). 

———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Pub. L. No. LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, 12 

(2011). 

———. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 

LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, 35 (2014). 

———. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

Pub. L. No. 165, 39 1 (1999). 



156 
 

 

———. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Pub. L. No. LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, 48 (2009). 

Riadi, Holan. ―Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974).‖ SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan 

dan Kebudayaan 3, no. 1 (Mei 2021): 12. 

Rofiq, Ahmad. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1995. 

Rosyadi, Imron. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam. Jakarta: 

Kencana, 2022. 

Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII. Vol. Jilid 2. Bandung: Al-Ma‘arif, 1983. 

Sani, Adam. ―Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi 

Internasional.‖ Ius Civile 1, no. 1 (2017). 

https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.452. 

Setyowati, Enik. ―Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB dalam Menghapus 

Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi‖ 8, no. 2 

(September 2021). http://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277. 

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. 

―Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.‖ JCIC : 

Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial 1, no. 2 (30 September 

2019): 80–99. https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19. 

Simamora, Janpatar. ―Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.‖ Jurnal Dinamika 

Hukum 14, no. 3 (15 September 2014). 

https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318. 

Simanjuntak, P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka 

Djambatan, 2007. 

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. VI. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2003. 

Soemiyati. Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

Yogyakarta: Liberty, 1982. 

Sopyan, Yayan. Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam 

Hukum Nasional. Jakarta: RMBooks, 2012. 

Suadi, Amran. ―Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan 

Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan.‖ Jurnal 

Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (18 Desember 2018): 353. 

https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374. 

Suhasril. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Depok: Rajawali 

Press, 2016. 

Sukanto, Soerojo, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan 

Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2006. 

Syabiq, Sayyid. Fiqh Al-sunnah Jilid II. (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999. 

Syafi‘i SJ, Ahmad, dan Suad Fikriawan. ―Pembaruan Hukum Keluarga Islam: 

Studi Kasus Hukum Waris di Somalia.‖ Al Syakhsiyyah (Journal of Law 

and Family Studies) 3, no. 2 (Desember 2021). 

Syahuri, Taufiqurrohman. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: 

Kencana-Prenada Media Group, 2015. 



157 
 

 

Syarbani, Muhammad. Al-Iqna‟. Bairut: Dar al-Fikr, t.t. 

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 

2006. 

———. Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di 

Indonesia. Jakarta: Ciputat Press, 2002. 

Syaukani, Imam. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan 

Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2006. 

Syu‘aib Abu ‘Abd al-Rahman al-Nasa`i, Ahmad bin. Sunan al-Nasa`iy-al-

Mujtabi. Vol. 6. Halab: Maktab al-Mathbu‘at al-Islamiyyah, 1986. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pub. L. No. 

23 Juli 1979, LN. 1979/ No. 32, TLN NO. 3143, LL SETNEG : 5 HLM 4 

(1979). 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention 

on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Pub. 

L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 7 1 

(1984). 

Uswatun Hasanah, Defi. ―Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama 

(Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW).‖ 

Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, 

172. 

Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum 

Islam dan Hukum Materil. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari‘ah 

Modern Indonesia, 2018. 

Warson Munawwir, Ahmad. Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: 

Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984. 

Wiyanti Eddyono, Sri. Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW,. Jakarta: 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004. 

 



a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dad segala

tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak

konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant
on Civil and Political RightjICCPR) dengan Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di

hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan

melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang

setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan

alasan apapun, termasuk jenis kelarnin atau gender;

KETUAMAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang

PERATURANMAHKAMAHAGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMANMENGADILI PERKARAPEREMPUAN BERHADAPAN

DENGANHUKUM

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

( SALINAN )
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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ten tang

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on
The Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1984 Nomor 29, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4558);

c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women/ CEDAW) mengakui

kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan

memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari

diskriminasi dalam sistem peradilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

dengan Hukum;

Mengingat
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Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah

perempuan yang berkonflik dengan hukurn, perempuan

sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau

perempuan sebagai pihak.

2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis

yang dicirikan sebagai Iaki-laki dan perempuan.

3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi

dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi

akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan

budaya masyarakat.

BAB I

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN

MENGADILIPERKARAPEREMPUANBERHADAPANDENGAN

HUKUM.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang­

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Menetapkan

KASIR
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4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan

kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk

memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai

manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di

berbagai bidang.

5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara

sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami

pembagian kerja atau peran laki-Iaki dan perempuan,

akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan,

partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat

yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-Iaki dan

perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya

memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras

dan suku bangsa.

6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil

terhadap laki-laki dan perempuan.

7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan

tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya

dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.

8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala

pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat

atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau

tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan,

penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan

kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik,

ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh

perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas

dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis,

ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan status sosial,

budaya, pengetahuanj pendidikan dan/ atau ekonomi

yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap

pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga

merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau

orgarusasi yang dipercaya darij'atau memiliki

KASIR
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b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara

sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap

Perempuan; dan

c. menjamin hak perernpuan terhadap akses yang setara

dalam memperoleh keadilan.

sebagaimana

Pasa13

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum bertujuan agar hakim:

a. memahami dan menerapkan asas

dimaksud dalam Pasal 2;

Pasa12

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum berdasarkan asas:

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

b. non diskriminasi;

c. Kesetaraan Gender;

d. persamaan di depan hukum;

e. keadilan;

f. kemanfaatan; dan

g. kepastian hukum.

BABII

ASAS DAN TUJUAN

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi

Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan

membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam

memberikan keterangan selama proses peradilan

berlangsung.
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Pasa15

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum,

hakim tidak boleh:

a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang

merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi

Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap

Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan

adat, dan praktik tradisional lainnya maupun

menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;

c. mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan

mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas

korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau

meringankan hukuman pelaku; dan

d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang

mengandung Stereotip Gender.

Pasa14

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan

Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan

mengidentifikasi fakta persidangan:

a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang

berperkara;

b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak

pada akses keadilan;

c. diskriminasi;

d. dampak psikis yang dialami korban;

e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;

f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban / saksi tidak

berdaya; dan

g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korbarr/ saksi.

BAB III

PEMERIKSAANPERKARA
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Pasa18

(1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai

korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan

untuk pemulihan.

(2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang

haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai

dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana darr/ atau gugatan biasa atau permohonan

restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Pasa17

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar

mencegah dan/ atau menegur para pihak, penasihat hukum,

penuntut umum danl atau kuasa hukum yang bersikap atau

membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan,

mengintimidasi dan/ atau menggunakan pengalaman atau

latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan

Hukum.

Pasa16

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan

dengan Hukum:

a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip

Gender dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum tidak tertulis;

b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan

darr/ atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin

Kesetaraan Gender;

c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin

Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non

diskriminasi; dan

d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian­

perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang

telah diratifikasi.
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Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/ atau permohonan para pihak,

penuntut umum, penasihat hukum dan / atau korban dapat

memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan

komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat

atau di tempat lain, apabila:

a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan

Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut./fraurna

psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;

b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan

Berhadapan dengan Hukurn tidak terjamin apabila

berada di tempat umum dan terbuka; atau

c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK),Perempuan Berhadapan dengan Hukum

dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

Pendamping; dan

b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan

Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan

Pendamping.

kepada Perempuan

untuk menghadirkan

Pasal9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami

hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan

pendampingan maka:

a. Hakim dapat menyarankan

Berhadapan dengan Hukum

(3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan,

hakim agar:

a. konsisten dengan prnlslp dan standar hak asasi
manusia;

b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan

c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban

dari kerugian yang tidak proporsional akibat

ketidaksetaraan Gender.
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Pasal12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan UJI

materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan

Hukum, agar mempertimbangkan:

a. prinsip hak asasi manusia;

b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan

Berhadapan dengan Hukum;

c. konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait

Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;

d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender

yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan

e. Analisis Gender secara komprehensif.

BABIV

PEMERIKSAANUJI MATERIIL

dan/ atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak

dapat hadir di persidangan untuk memberikan

keterangan baik karen a alasan keamanan maupun

karena alasan hambatan fisik dan psikis,
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KARTU BIMBINGAN TESIS 

NamaMahasiswa : Anwar Fauzi NIM 21913017 

JudulTesis : PEMBARUAN  HUKUM  KELUARGA  ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS PRODAK 

  HUKUM MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK-HAK  ISTRI  DAN ANAK 

  PASCA PERCERAIAN 
Konsentrasi : Hukum Islam 

DosenPembimbing : Prof. Dr. Khairuddin Nasution, MA. 
 

 

Bimbingan Tanggal Materi Bimbingan 
TandaTangan 
Pembimbing 

Ke-1 
 

24-11-2022 

Mempersilakan melanjutkan megerjakan tesis 

untuk bab selanjutnya dan sesuaikan penulisan 

tesisnya pada Pedoman Penulisan Tesis FIAI UII 

 

 

 

Ke-2 
 

13 -7-2023 

Mahasiswa menyerahkan draf tesis yang telah 

dikerjakan dan mohon bimbingan kepada Dosen 

Pembimbing; 

 

Ke-3 
17-7-2023 Dosen Pembimbing memberikan arahan untuk 

perbaikan (revisi) pada tesis sebagai berikut:  

1. Nomor halaman tesis dibedakan antara 

bagian awal (Cover- Daftar isi) 

menggunakan angka romawi kecil, bagian isi 

menggunakan angka arab dan bagian akhir 

(daftar lampiran-CV) menggunakan angka 

romawi besar; 

2. Latar belang dalam draf tesis, masih terlalu 

melebar, seharusnya fokus pada Mahkamah 

Agung dengan kewenangan terkait 

pembentukan peraturan dalam bentuk Perma 

dan Sema berdasarkan rapat pleno kamar 

berkaitan dengan hak-hak perempuan dan 

anak pasca perceraian disandingkan dengan 

UU Perkawinan, UU  Perlindungan anak, 

KHI, dan peraturan lainnya, sehingga nanti 

akan didapatkan perbandingan hak-hak 

peremuan dan anak pasca perceraian dalam 

peraturan dan prodak hukum MA apakah 

lebih maju atau  mundur; 

3. Merubah rumusan masalah menjadi dua yaitu 

Bagaimana potret hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian dalam peraturan perundang-

undangan  di Indonesia?  Dan Bagaimana 

potret hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian dalam prodak hukum Mahakmah 

Agung? 

 

Ke-4 
25-7-2023 Dosen Pembimbing memberikan arahan untuk 

perbaikan terkait: 
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1. Kajian teori, dengan memasukkan teori 

hukum keluarga Islam, Teori pembaruan 

hukum keluarga Islam dan konsep hak-hak 

perempuan dan anak dalam UU Perkawinan, 

UU Perlindungan Anak, KHI dan Peraturan 

lainnya selain prodak hukum MA; 

2. Metode penelitian sesuaikan dengan buku 

pedoman penulisan tesis FIAI UII; 

3. Bab IV pembahasan, gambarkan latar 

belakang dan tujuan lahirnya produk hukum 

MA sejak 2017-2022, gambarkan hak-hak 

istri dan anak dalam dalam rapat pleno hasil 

kamar (Sema), dan Perbandingan hak-hak 

perempuan dan ana pasca perceraian dalam 

rapat pleno hasil kamar (Sema) dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya; 

Ke-5 
30-8-2023 Mahasiswa menyerahkan draf tesis kepada Dosen 

Pembimbing sesuai dengan arahan yang telah 

diberikannya dan kemudian dibaca dan dipelajari 

tesis tersebut oleh Dosen Pembimbing 

 

Ke-6 
30-9-2023 Dosen Pembimbing memberikan arahan untuk 

perbaikan tesis terkait tentang : 

1. Penulisan penilitian terdahulu, dimana 

diarahkan untuk dikelompokkan sesuai 

dengan tema besarnya; 

2. Tesis membandingkan antara Peraturan 

Perundang-undangan dan Produk Hukum 

Mahkamah Agung. Untuk menilai atau 

mengukur perlu ada ukuran. Artinya ada 

ukuran untuk melihat mana yang lebih 

cocok. Lebih cocok dengan apa? Lebih 

cocok dengan nilai-nilai jender, atau lebih 

cocok denga norma-norma yang ada dalam 

Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum. Maka itu yang dijadikan 

standar untuk mengukur antara Peraturan 

Perundang-undangan dan Produk Hukum 

Mahkamah Agung. Itulah yang dicantumkan 

di kerangka teori. 

 

Ke-7 
20-10-2023 Mahasiswa menyerahkan draf tesiskepada Dosen 

Pembimbing sesuai dengan arahan yang telah 

diberikannya dan kemudian memberikan arahan 

sebagai berikut: 

1.   Teori yang digunakan adalah Konvensi 

Internasional, cocok. Teori-teori atau 

kerangka-kerangka teori yang lain 

sepertinya tidak perlu. Cukup satu teori 

saja. Maka disimpan saja teori-teori yang 
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ditulis; 1.  2.  3. Hak-Hak Istri dan Anak 

Pasca Perceraian dalam Hukum Islam. 

Tindakan selanjutnya adalah agar 

konvensi Internasional tersebut 

dibunyikan ketika membandingkan antara 

produk hukum dan produk MA, seperti 

ditulis di hlm. 169 dst.; 

2. Kesimpulan agar sinkron dan menjawab 

rumusan masalah; 

3. Cara menulis daftar Pustaka agar 

disesuaikan dengan  buku pedoman 

penulisan tesis MSI-UII; 

4. Kemudian abstrak ada catatan; 

Ke-8 
10-11-2023 Mahasiswa menyerahkan draf tesis yang telah 

dikerjakan sesuwai dengan arahan Dosen 

Pembimbing dan kemudian Dosen Pembimbing 

mensetujui draftesis tersebut dan serta 

memberikan persetujuan untuk diajukan 

pendaftaran ujian tesis 

 

 

Yogyakarta, 13 November 2023 

 Mengetahui, 

KetuaProdi 
 
 
 
 
 

DzulkifliHadiImawan,Lc.,M.Kom.I.,Ph.D 
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CURRUCULUM VITAE 

A. Riwayat Perorangan 

1. Nama Lengkap : Anwar Fauzi 

2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Januari 1992 

3. Agama : Islam 

4. Jenis Kelamin : Laki-laki 

5. Nomor Mahasiswa : 21913017 

6. Prodi : Hukum Islam Magister Ilmu Agama 

7. Fakultas : Ilmu Agama Islam 

8. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia 

9. Alamat Institusi : Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, 

Yogyakarta 

10. Alamat  : Dusun Pendarungan, RT:001/ RW.003, 

Desa Karangrejo, Kecamatan 

Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi 

11. e-mail : Anwarfauzi465@gmail.com 

12. Nomor Telepon : 082234270874 

 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

No. TINGKAT NAMA INSTANSI/ 

LEMBAGA 

JURUSAN TAHUN 

1. S2 Universitas Islam 

Indonesia 

Huhkum Islam 2021-2023 

2. S1 Universitas Islam 

Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 

Akhwal Al 

Syakhsiyyah 

2010-2014 

mailto:Anwarfauzi465@gmail.com
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Malang 

3. SLTA/Sederajat MAN 3 Banyuwangi IPA 2007-2010 

4. SLTP/Sederajat SMP Plus Al-

Hidayah 

 2004-2007 

5. SD MI Al-Huda   1998-2004 

C. Riwayat Diklat, Sertifikasi, Seminar dan Workshop 

NO. NAMA DIKLAT TAHUN 

1. Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA)  2015 

2. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 

III 

2018 

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim 2018-2020 

3. Program peningkatan pemahaman hak Konstitusional 

warga Negara bagi peserta PPC terpadu Lingkungan 

Peradilan Agama seluruh Indonesia gelombang 2, 

Sekretaris Jenderal Mahkamah konstitusi RI  

2018 

4. Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan 

pidana anak(SPPA) bagi calon hakim lingkungan 

peradilan agama seluruh Indonesia 

2019 

5. Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator 

bagi calon hakim lingkungan peradilan agama seluruh 

Indonesia 

2019 

6. ESQ Leadership Center, Diklat II PPC terpadu Angkatan 

III gelombang 2 lingkungan peradilan Umum dan agama 

Seluruh indonesia. 

2019 

7. Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah Bagi Hakim 

Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia 

2023 

8. Webinar Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum 2022 
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Perkawinan Indonesia, Perlukah Dilegalkan? 

9. Studium Genral XIII “ Visi Baru Pemikiran Islam di 

Indonesia”  

2021 

10. Webinar Nasional Perlindungan Hukum Bagi Invertor 

Pasar Modal Indonesia  

2021 

11. Kinestetik Hukum Acara Perdata (Telaah Temuan 

Penerapan dalam Berkas Kasasi dan Peninjauan 

Kembali) 

2023 

12. Legal Reasoning dalam Putusan Hakim 2023 

 

D. Riwayat Pekerjaan dan Organisasi 

No. Riwayat Pekerjaan Tahun 

1. Advokat 2017 

2. CPNS Pengadilan Agama Tual 2018 

3. PNS Pengadilan Agama Tual 2019 

4. Hakim Pengadilan Agama Tual 2020  

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae 

ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian 

curriculum vitae saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalamtugas akhir di Magister Ilmu Hukum Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia. 

Yogyakarta, 13 November 2023 

Yang membuat 

         

 

ANWAR FAUZI 
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